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PENDAHULUAN

Latar Belakang
a. Kondisi Saat Ini

Perkembangan teknologi telah mengubah paradigma harapan publik
yang menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi semakin
dinamis, bebas praktik suap dan pungli, efektif dan efisien, memberikan
manfaat yang dirasakan langsung, bahkan mengadopsi pola-pola digitalisasi
yang sudah merambah ke setiap sendi/landscape peradaban. Transformasi
birokrasi merupakan kunci penting untuk mengubah paradigma tersebut.
Salah satu pilar transformasi itu terletak pada bangunan sistem pemerintahan
yang lebih akuntabel.

Akuntabel berasal dari kata dasar akuntabilitas. Menurut Dubnick,
akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan
untuk mengawasi dan mengarahkan prilaku administrasi dengan cara
memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (answerability)
kepada sejumlah otoritas eksternal. Menurut Romzek dan Ingraham,
akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada
kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang
diharapkan. Menurut Elliot, akuntabilitas adalah cocok atau sesuai dengan
yang diharapkan oleh orang lain dan menjelaskan dan mempertimbangkan
kepada orang lain tentang keputusan dan tindakan yang diambil. Menurut
Lawton dan Rose, akuntabilitas dapat dikatakan sebagai sebuah proses
dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat
laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum
ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah
satu prinsip good corporate  governance  berkaitan  dengan
pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai
dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab
mengelola organisasi. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas terbagi menjadi dua
yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal merupakan
akuntabilitas berupa pertanggungjawaban kepada atasan. Sementara itu,

akuntabilitasl horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban
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yang dilakukan kepada orang ataupun lembaga yang setara. Menurut
Mahmudi, akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga
publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada
pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang
tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai
macam pertanggungjawaban lainnya. Berdasarkan pendapat para ahli,
pengertian akuntabilitas dapat disederhanakan bahwa birokrasi dapat
bertanggungjawab penuh terhadap aliran anggaran negara untuk sebesar-
besarnya dan seluas-luasnya digunakan bagi kemakmuran rakyat.

Untuk menghadirkan pemerintahan yang akuntabel, salah satu hal yang
dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian
(BK) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah
penggunaan sistem informasi yang akurat, transparan, sesuai prosedur, dan
dapat diandalkan (reliable). Salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi
Perencanaan (SINCAN). Sejak tahun 2018, SINCAN telah digunakan sebagai
media penghubung bagi unit kerja untuk melakukan perencanaan kegiatan
dan anggaran untuk tahun berikutnya (T+1). Penerapan SINCAN telah
mengubah budaya kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Apabila
sebelumnya penyusunan dan perencanaan kegiatan dan anggaran masih
menggunakan Microsoft Excel dan tersentralisasi di bagian Perencanaan,
aplikasi SINCAN mengajak semua unit kerja berkolaborasi untuk menyusun
dan merencanakan kegiatan dan anggaran (Gambar 1). Kolaborasi tersebut
akan menghemat waktu pekerjaan dan mengajak seluruh unit kerja untuk
‘bertanggungjawab” dengan kegiatan dan anggaran yang telah disusun
sendiri. Di samping itu, Aplikasi SINCAN juga mengurangi terjadi potensi salah
hitung apabila masih menggunakan Microsoft Excel.
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Gambar 1. Perubahan Mekanisme Pengusulan Anggaran

Meskipun penyusunan kegiatan dan anggaran telah dilakukan melalui
sistem, masih terdapat beberapa kendala yang saat ini belum terpecahkan.
Pertama, belum seluruhnya usulan anggaran dilengkapi data dukung. Untuk
menjamin akuntabilitas usulan kegiatan dan anggaran, usulan anggaran
harus dilengkapi data dukung berupa Kerangka Acuan Kegiatan/Term Of
Reference (KAK/TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), daftar harga (price
list), dan data dukung lainnya yang terkait. Data dukung tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pengajuan usulan kegiatan dan anggaran.
Pengajuan data dukung secara manual menimbulkan potensi adanya data
yang tidak lengkap. Salah satu tantangan di lingkungan birokrasi adalah
koordinasi antar unit kerja. Bagian Perencanaan seringkali mengalami
kesulitan dalam meminta data dukung kepada unit kerja yang belum
menyampaikan. Dampak dari tidak tersedianya data dukung adalah blokir
anggaran oleh Kementerian Keuangan. Di Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) tahun 2019, terdapat kegiatan yang diblokir oleh
Kementerian Keuangan sebesar Rp657.163.574.000 (enam ratus lima puluh
tujuh miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah) yang bersumber dari tujuh Biro/Pusat. Pemblokiran anggaran tersebut
disebabkan belum tersedianya ijin prinsip pembangunan Gedung DPR RI dari
Presiden (Rp641.141.300.000), dan tidak lengkapnya data dukung dan indeks
biaya yang tidak sesuai/belum jelas standarnya (Rp16.022.274.000). Untuk
pembukaan blokir tersebut, DPR Rl harus mengajukan perubahan/revisi ke

Kementerian Keuangan. Proses yang dilalui cukup panjang dan dilakukan



penelaahan kembali di Kementerian Keuangan. Hal tersebut tentu saja dapat
menghambat waktu pelaksanaan kegiatan.

Kedua, penyampaian data dukung secara manual. Kementerian
Keuangan menginginkan data dukung disampaikan dalam bentuk soft copy
sebelum proses penelaahan. Saat ini, unit kerja menyampaikan data dukung
ke Bagian Perencanaan secara manual dan dalam bentuk hard copy.
Kemudian, Bagian Perencanaan melakukan pemindaian (scanning) sehingga
menjadi bentuk soft copy untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian
Keuangan. Pengajuan data dukung secara manual menimbulkan potensi
adanya data yang tidak lengkap. Di samping itu, data dukung yang
disampaikan tersebut memerlukan tempat penyimpanan/ruang yang tidak
sedikit. Data dukung tersebut tidak hanya disimpan untuk pelaksanaan
kegiatan, namun hingga proses audit selesai

Ketiga, data dukung yang disampaikan belum menggambarkan secara
mendalam dan jelas dari kegiatan yang diusulkan. Secara umum, data dukung
berupa KAK/TOR dan RAB yang disampaikan ke Bagian Perencanaan belum
menggambarkan secara mendalam dan jelas dari kegiatan yang diusulkan,
hanya sekadar melengkapi kewajiban. Salah satu dampak dari ketidakjelasan
KAK/TOR dan RAB tersebut adalah munculnya temuan BPK terkait kesalahan
akun yang berulang setiap tahunnya.

Keempat, dan masih terdapat indeks biaya yang dimasukkan tidak
sesuai dengan Standar Harga Barang/Jasa. Sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya, kegiatan yang indeks biayanya tidak sesuai/tidak terdapat di
Standar Harga Barang/Jasa berpotensi diblokir oleh Kementerian Keuangan,
maupun oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat
Utama. Sekadar contoh, saat akan memasukkan indeks biaya perjalanan
dinas, indeks yang dimasukkan bisa saja berbeda dengan indeks biaya
daerah yang dituju. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena banyaknya detil
kegiatan yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi.

b. Kondisi Yang Diharapkan
Dalam birokrasi ada Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dengan
ragam karakter yang sangat diversif. Berbagai pendekatan teoritis maupun
praktis juga dilakukan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel.



Antara lain dengan menghadirkan pengawasan eksternal, membangun
pengawasan internal, melibatkan pengawasan masyarakat langsung, upaya
law enforcement, dan banyak hal lainnya. Namun, ada bagian yang periu
ditanamkan dengan sangat kuat, yaitu bagaimana membangun suatu sistem
yang secara otomatis dan regeneratif dapat meluas ke seluruh unsur
pemerintahan yang menjaga, mengawal, mengendalikan, menajamkan, dan
mengantarkan program pemerintah agar tepat sasaran kepada tujuan
pembangunan.

Paradigma kinerja pemerintahan diubah, bukan lagi sekedar
melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan cara
yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran itu dan juga
memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai
program/kegiatan  prioritas yang mendukung pencapaian tujuan
pembangunan.

Untuk membangun pemerintahan yang akuntabel dan mengatasi
permasalahan yang ada saat ini di Setjen dan BK DPR RI, perlu dibangun
sistem yang terintegrasi dan menyeluruh yaitu usulan anggaran yang diajukan
telah dilengkapi data dukung dan disampaikan secara digital, KAK/TOR dan
RAB memuat informasi secara jelas dan mendalam atas suatu kegiatan, dan
indeks biaya suatu kegiatan telah sesuai dengan Standar Harga Barang/Jasa.

Pertama, dalam pengajuan usulan anggaran, untuk menjamin
akuntabilitas suatu kegiatan, usulan anggaran yang tidak dilengkapi data
dukung tersebut seharusnya tidak dapat diterima dan diproses lebih lanjut.
Untuk menghindari munculnya intervensi dari pihak-pihak yang
berkepentingan, perlu dibangun suatu sistem mandiri yang mampu menolak
secara otomatis usulan anggaran yang tidak dilengkapi data dukung.

Kedua, sistem tersebut juga dapat digunakan sebagai basis data
(database) data dukung sehingga data dukung tersebut dapat tersimpan
secara digital/elektornik, mempercepat waktu pencarian/pengambilan
dokumen, dapat diakses dimana saja, dan menghemat tempat penyimpanan.

Ketiga, untuk memudahkan unit kerja dalam membuat KAK/TOR dan
RAB, diharapkan tersedia template melalui aplikasi yang terintegrasi dengan
SINCAN sehingga unit kerja cukup mengisi kolom isian yang tersedia di

aplikasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik



Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (PMK Nomor 142/2018).
KAK/TOR & RAB memuat sekurang-kurangnya apa keluaran/output yang
dihasilkan dari kegiatan tersebut, jumlah output yang dihasilkan, penerima
manfaat, tahapan dan waktu pelaksanaan, kurun waktu pencapaian output,
dan biaya yang diperlukan. Diharapkan, dengan membaca KAK/TOR tersebut,
pihak-pihak terkait dapat memperoleh informasi mendalam dan jelas dari
kegiatan yang diusulkan. Data yang diisi di kolom isian juga dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan analisis lainnya. Sebagai contoh, data di kolom
tahapan dan waktu pelaksanaan dapat dimanfaatkan untuk menyusun
rencana penarikan kas (cash planning). Unit kerja diharapkan sudah
menghitung secara detil kebutuhan anggaran dan menggambarkan secara
jelas kegiatannya. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk KAK/TOR, RAB,
pricelist, dan data dukung lainnya.

Keempat, untuk memudahkan pengguna/user agar indeks biaya yang
dimasukkan sesuai dengan Standar Harga Barang/Jasa, perlu dibuat fitur di
aplikasi SINCAN yang berisi indeks harga yang terdapat di Standar Harga
Barang/Jasa. Pengguna/user cukup klik indeks kegiatan yang dibutuhkan,
maka indeks biayanya akan muncul dan sesuai dengan Standar Harga

Barang/Jasa.

. Solusi

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan perlu dibangun sistem yang
mampu mengendalikan secara mandiri (self-controlling). Sistem tersebut tidak
perlu yang baru. Namun, dapat memanfaatkan dan mendayagunakan aplikasi
yang tersedia. Pertama, di aplikasi SINCAN akan dibuat menu/fitur yang dapat
melakukan auto rejection apabila dalam pengajuan anggaran tidak dilengkapi
dengan KAK/TOR, RAB, pricelist, dan data dukung lainnya yang dibutuhkan.

Kedua, data dukung yang dimasukkan oleh unit kerja dapat tersimpan
sebagai basis data (database) sehingga dapat tersimpan dan dapat diunduh
apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Ketiga, di dalam penyusunan KAK/TOR dan RAB, dapat dibuat aplikasi
untuk mengakomodasi hal tersebut. Aplikasi KAK/TOR dan RAB memuat



template sesuai dengan PMK Nomor 142/2018. Bahkan, dapat
ditambahkan/dimodifikasi kolom isian sesuai dengan kebutuhan tanpa
mengurangi substansi. ‘

Keempat, terkait dengan kegiatan yang tidak sesuai/belum jelas
standarnya, perlu dibuat interkoneksi antara aplikasi SINCAN dengan
sistem/aplikasi Standar Harga. Saat ini, telah dibentuk tim untuk menyusun
Standar Harga dan mengimplementasikan ke dalam aplikasi. Hasil dari
aplikasi Standar Harga tersebut akan dilakukan interkoneksi dengan aplikasi
SINCAN.

Mengingat hal tersebut di atas, guna meningkatkan akuntabilitas di
lingkungan Setjen dan BK DPR RI, maka kami mengajukan proyek perubahan
‘Peningkatan Akuntabilitas Melalui Optimalisasi SINCAN”. Sejalan dengan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, terdapat tiga area perubahan yang akan
tersentuh oleh optimalisasi SINCAN. Pertama, area perubahan Manajemen
Perubahan (Mindset dan Culture Set). Apabila sebelumnya banyak unit kerja
yang menyiapkan dan menyampaikan data dukung setelah penyusunan
anggaran, dengan adanya proyek perubahan tersebut, unit kerja harus
menyiapkan data dukung sebelum penyusunan anggaran sehingga memiliki
dasar hukum dan penganggaran yang kuat. Kedua, area perubahan
Penguatan Pengawasan. APIP akan diberi akses ke aplikasi SINCAN untuk
mengecek dan mengunduh data dukung yang disampaikan oleh unit kerja.
Tugas APIP untuk mengecek kelengkapan data dukung juga berkurang
karena kegiatan yang diusulkan hanya yang dilengkapi data dukung. Ketiga,
area perubahan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Pengajuan usulan
kegiatan dan anggaran yang dilengkapi dengan data dukung menunjukkan
bahwa kegiatan tersebut sudah direncanakan dengan baik, memiliki dasar
hukum dan penggaran yang memadai sehingga pelaksanaan dapat
dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Berikut ini gambaran singkat mengenai kondisi saat ini, kondisi yang
diharapkan, dan solusi yang ditawarkan.



Tabel 1. RIngkasan Kondisi dan Solusi

No Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Solusi
Diharapkan
1 Belum seluruhnya | Setiap usulan | Membuat fitur auto
usulan anggaran | anggaran dilengkapi | rejection di aplikasi

dilengkapi dengan data | dengan data dukung | SINCAN untuk

dukung usulan anggaran
yang tidak
dilengkapi data
dukung
2 Penyampaian data | Penyampaian  data | Di aplikasi

dukung masih manual | dukung dilakukan | SINCAN
secara digital disediakan fitur

untuk upload data

dukung
3 KAK/TOR & RAB | KAK/TOR & RAB | Membuat
belum menggambarkan aplikasi/template
menggambarkan informasi kegiatan | KAK/TOR & RAB
informasi kegiatan | secara jelas yang terkoneksi
secara jelas ‘ dengan SINCAN
4 Masih terdapat Indeks | Indeks biaya yang | Interkoneksi

biaya yang dimasukkan | dimasukkan ke dalam | antara aplikasi

ke dalam aplikasi tidak | aplikasi sesuai | SINCAN dan
sesuai dengan Standar | dengan Standar | aplikasi  Standar
Harga Barang/Jasa Harga Barang/Jasa Harga

2. Tujuan dan Manfaat
a. Tujuan Perubahan
Tujuan perubahan ini adalah meningkatkan akuntabilitas anggaran
melalui optimalisasi SINCAN. SINCAN dapat dikembangkan melalui

penambahan fitur maupun interkoneksi dengan aplikasi lain yang mendukung.
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Berikut adalah tujuan proyek perubahan yang terbagi dalam tiga kerangka

tujuan.

Tabel 2. Tujuan Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi SINCAN

No | Jangka Waktu | Tujuan Perubahan E
1 | Jangka Pendek 1. Menyiapkan dasar hukum dan modul pelaksanaan
(akhir masa 2. Peningkatan kapabilitas aplikasi perencanaan
diklat) (penambahan fitur auto rejection di aplikasi
SINCAN)
2 | Jangka Peningkatan kapabilitas aplikasi perencanaan
Menengah (interkoneksi dengan aplikasi Standar Harga)

3 | Jangka Panjang |1. Peningkatan kapabilitas aplikasi perencanaan
(penambahan fitur pembuatan TOR dan RAB
secara digital)

2. Peningkatan akuntabilitas anggaran

3. Mengubah mind set dan cultural set

4. Meningkatkan pengawasan

b. Manfaat Perubahan
Manfaat dari Peningkatan Akuntabilitas Melalui Optimalisasi SINCAN
adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Manfaat Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi SINCAN

No Pemangku Manfaat Perubahan
Kepentingan

1 | Unit kerja/institusi 1. Pengajuan usulan kegiatan/anggaran
lebih akuntabel karena dilengkapi data
pendukung

2. Memiliki alat/tools yang “memaksa” unit
kerja untuk menyampaikan data dukung

3. Memiliki database data dukung online




No Pemangku

Kepentingan

Manfaat Perubahan

. Mempercepat proses penelitian oleh

Bagian Perencanaan

2 | Stakeholder

‘1. Meminimalisasi terjadinya kesalahan
. Memudahkan

3. Memudahkan pencarian data

4. Mempercepat proses reviu oleh

. Memudahkan

. Meminimalisasi anggaran yang diblokir

memasukkan data
penyampaian data
dukung

Inspektorat Utama
penyampaian data
sebagai bahan penelaahan oleh

Kementerian Keuangan dan Bappenas

oleh Inspektorat Utama dan

Kementerian Keuangan

3 | Peserta diklat

Mempercepat dan mempermudah proses

kerja

3. Deskripsi Proyek Perubahan

Inovasi berupa Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui Optimalisasi

SINCAN merupakan inovasi dalam hal produk dan mekanisme/metode/sistem.

Optimalisasi SINCAN akan meningkatkan akuntabilitas dengan mengoptimalkan

sumber daya yang ada seperti aplikasi SINCAN. Perubahan jangka pendek
adalah penempatan fitur TOR, RAB, dan data dukung lainnya di aplikasi SINCAN
sebagai “pintu masuk” dalam pengajuan usulan anggaran. Apabila usulan

anggaran tidak dilengkapi dengan TOR, RAB, dan data dukung lainnya, maka

secara otomatis tidak dapat tersimpan/ditolak di aplikasi SINCAN. Kemudian

langkah berikutnya adalah penyusunan modul aplikasi SINCAN yang telah

diperbaharui dan regulasi terkait penyusunan anggaran dan penerapan fitur auto

rejection agar dalam pelaksanannya tidak terdapat kendala serta memperoleh



dukungan dari pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dasar
hukum dapat berupa Surat Keputusan/Surat Edaran yang diterbitkan oleh Sekjen.

Untuk perubahan jangka menengah, akan dilakukan interkoneksi dengan
aplikasi/sistem Standar Harga. Interkoneksi tersebut berupa pencantuman fitur di
kolom detil kegiatan. Sehingga saat unit kerja ingin memasukkan indeks harga
atas suatu kegiatan, cukup mencari di fitur Standar Harga. Apabila indeks harga
yang diinginkan tidak tersedia atau mengalami perubahan, maka dapat diajukan
perubahan/masukkan di aplikasi Standar Harga.

Sementara itu untuk jangka panjang, akan dilakukan pembuatan format TOR
dan RAB yang sesuai standar dan dikostumisasi sesuai kebutuhan. Di dalam TOR
& RAB terkandung banyak informasi yang dapat digunakan untuk berbagai
kebutuhan, terutama terkait dengan pencapaian output. Kejelasan keluaran
(output) dan hasil (outcome) atas anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai

suatu kegiatan merupakan bagian dari akuntabilitas.

Usulan unit kerja
melalui SINCAN

Usulan unit kerja dilengkapi data
melalui SINCAN dukung
dilengkapi data =
dukung >
|> — / Z =
Z Sirwet, 2
2 2 [———— Usulanunit kerja
ﬁ : > =1 melalui SINCAN
—Z = dilengkapi data
= dukung
Usulan Anggaran
lengkap dengan data
dukung
FAATAN \\J\
\\
. Reviu anggaran Penelaahan oleh
Database online oleh APIP Kemenkau

-y . E

Gambar 2. Gambaran Ringkas Deskripsi Proyek Perubahan
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4. Ruang Lingkup

Guna lebih terfokusnya usulan proyek perubahan yang diajukan, maka

proyek perubahan ini berada pada ruang lingkup sebagai berikut:

Tabel 4. Ruang Lingkup Optimalisasi SINCAN
No Keterangan Tujuan
1 | Fokus 1. Menyediakan fitur kolom isian TOR, RAB, dan
data dukung lainnya di aplikasi SINCAN

2. Menyusun regulasi dan petunjuk teknis
3. Melakukan sosialisasi/mentoring
2 | Lokus Aplikasi SINCAN f

5. Output dan Outcome Proyek Perubahan -

Output dari proyek perubahan ini adalah tersedianya sebuah sistem yang
dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dari penyusunan anggaran. Sistem
tersebut dibangun melalui pengembangan aplikasi SINCAN. Di dalam tahapan
jangka pendek, aplikasi SINCAN akan ditambahkan menu/fitur yang akan
mengakomodir kebutuhan tersebut seperti menuffitur upload data dukung.
Menu/fitur tersebut juga akan menjadi basis data (database) bagi Bagian
Perencanaan dan unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Penyediaan
menu/fitur tersebut dilengkapi dengan dasar hukum berupa Surat Edaran Sekjen
DPR RI dan modul penggunaan aplikasinya.

Dalam jangka panjang, dengan tersedianya menu/fitur tersebut, maka
outcome yang bisa dicapai dari terlaksananya proyek perubahan ini adalah
meningkatnya akuntabilitas anggaran DPR RI, berkurangnya anggaran yang
diblokir oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas, dan berkurangnya temuan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). '



BAB Il
DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Identifikasi Stakeholders Proyek Perubahan

Stakeholders merupakan pihak yang berkepentingan terhadap
inovasi/proyek perubahan yang sedang dilakukan, baik secara keseluruhan
maupun secara parsial. Stakeholders dapat berupa individu, komunitas, dan
instansi. Stakeholders terdiri dari stakeholders utama, stakeholders primer, dan
stakeholders sekunder. Stakeholders utama mempengaruhi dalam input, proses,
dan output. Stakeholders primer adalah pihak yang dipengaruhi langsung oleh
proyek perubahan. Sedangkan stakeholders sekunder adalah pihak yang
dipengaruhi tidak langsung oleh proyek perubahan. Dari sudut pandang
organisasi, stakeholders yang terlibat dalam proyék perubahan ini terdiri atas
stakeholders internal dan ekternal. Tabel berikut akan menjelaskan jenis
stakeholders.

Di dalam proses pelaksanaan proyek perubahan, kami mendapatkan satu
dukungan dari pihak Eksternal yaitu Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga
(BURT) DPR RI yang merupakan mitra kerja DPR RI dalam pembahasan program
kerja dan anggaran. Dukungan diberikan oleh Ketua BURT Bapak Dr. Capt.
Anthon Sihombing dan Wakil Ketua BURT Bapak Agung Budi Santoso, S H.,
M.H.. Keduanya mendukung agar penyusunan anggaran di Setjen dan BK DPR
RI memiliki dasar yang jelas dan mengurangi adanya intervensi/kepentingan dari
pihak-pihak yang berkepentingan.

Tabel 5. Daftar Stakeholders optimalisasi SINCAN

No.

Stakeholders Kepentingan Tingkat Sikap Peran Yang Diharapkan

Kepentingan | Dukungan

INTERNAL

1.

Sekretaris Memudahkan T + Mengesahkarr i Surat
Jenderal DPR RI | dalam Edaran,

kebijakan - proper

mengambil Menyetujui implementasi |




No. | Stakeholders Kepentingan Tingkat Sikap Peran Yang Diharapkan
Kepentingan | Dukungan
2. | Pit. Deputi | Memudahkan T + Menyetujui implementasi
Bidang dalam proper
Administrasi mengambil
kebijakan
3. | Kepala Biro | Memudahkan T + Menyetujui implementasi
Perencanaan dalam proper,
dan Keuangan mengambil Mengesahkan modul
kebijakan aplikasi SINCAN
4. | Kepala Bagian | Memudahkan T * Menyetujui implementasi
Perencanaan dalam proper,
mengambil Membantu
kebijakan mengomunikasi  proper
kepada stakeholders
5. | Kepala Sub | Memudahkan T + Membantu implementasi
Bagian pekerjaan proper
Penyusunan
Program dan
Anggaran DPR
6. | Staf Bagian | Memudahkan T + Membantu implementasi
Perencanaan pekerjaan proper
EKSTERNAL
1. | Pimpinan BURT | Memudahkan T + Menyetujui implementasi
DPRRI dalam proper
mengambil
kebijakan
2. | Deputi Bidang | Memudahkan T + Membantu implementasi
Persidangan dalam proper
mengambil
kebijakan
3. | Inspektur Utama | Memudahkan T + Membantu implementasi
dalam proper
mengambil
kebijakan
4. | Kepala Biro/ | Pengguna T + Menggunakan fasilitas,
Pusat di | fasilitas serta memberi dukungan
lingkungan atas implementasi proper
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No. | Stakeholders Kepentingan Tingkat Sikap Peran Yang Diharapkan
Kepentingan | Dukungan
Setjen dan BK
DPRRI
6. | Pejabat Pengguna iR + Menggunakan fasilitas,
Pembuat fasilitas serta memberi dukungan
Komitmen (PPK) atas implementasi proper
di lingkungan
Setjen dan BK
DPR RI
7. | Staf Pejabat | Pengguna T + Menggunakan fasilitas,
Pembuat fasilitas serta memberi dukungan
Komitmen (PPK) atas implementasi proper
di lingkungan
Setijen dan BK
DPR RI
8. | Pranata Pembuat T + Membuat aplikasi yang
Komputer aplikasi user friendly dan
terintegrasi
9. | Auditor Pengguna T + Menggunakan fasilitas,
fasilitas serta memberi dukungan
atas implementasi proper
10. | Staf Unit | Pengguna T s Menggunakan fasilitas,
Kerja/Operator fasilitas serta memberi dukungan
SINCAN di atas implementasi proper
lingkungan
Setijen dan BK
DPRRI
11. | Kementerian Penerima T % Masukan atas prope_f
Keuangan manfaat
12. | Bappenas Penerima T + Masukan atas proper
manfaat

Setelah dilakukan komunikasi yang intens mengenai proyek perubahan dan
manfaatnya bagi DPR RI, didapatkan seluruh stakeholder laten, defender, dan

apathetic menyetujui dan mendukung implementasi proyek perubahan. Setiap

Stakeholder berperan penting selama periode implementasi proyek perubahan

dan memberikan masukan untuk lebih baiknya pelaksanaan proyek perubahan



pada jangka menengah dan jangka panjang. Dengan demikian didapatkan
analisis stakeholders sebagai berikut.

PENGARUH

PROMOTORS

LATENS

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Kepala Bagian Perencanaan

Sekretaris Jenderal DPR RI

Plt. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Persidangan

Inspektur Utama

Kepala Biro/Pusat

Pejabat Pembuat Komitmen

Kasubag Penyusunan Program dan
Anggaran DPR

10. Staf Bagian Perencanaan

11. Pranata Komputer

12. Staf Pejabat Pembuat Komitmen

13. Staf Unit Kerja/Operator SINCAN

14. Auditor/APIP K/L

15. Kementerian Keuangan

. Bappenas

e U U SR =

KEPENTINGAN

APATHETICS

1. Auditor/APIP K/L
2. Kementerian Keuangan
3. Bappenas

Gambar 3. Peta Stakeholders

2. Tata Kelola Proyek dan Pembentukan Tim Efektif (Team Work)

Untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek
perubahan, dibentuk tim efektif yang akan membantu pelaksanaan dan
operasionalisasi rencana kegiatan yang telah disusun. Tim efektif ini dapat
digambarkan sebagai berikut.




Pembina:

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

¥

; Sponsor:
i
|

Kepala Bagian Perencaan

e T

Coach: \a Project Leader:
Agus Supriyono, == Kepala Sub Bagian PPA Setjen dan BK
S.S. MAP p

Tim IT: h ( Tim \ ( Tim Substansi: \
Administrasi:
1. Pranata 1. Titik Kurnianingsih
Komputer 1. Emi Muryani 2. Pradanadi Saksesa

2. Arifianto Ibrahim
3. Evi Rina 3. Anggoro  Agung

\_ ) Haijinah Fikri Wijayanto
4. Rydelvi 4. Rozanna

\ J Indrawardani
5. Niyanti Anggita

Q. Irma Yulistiani /

Keterangan:
. . garis koordinasi

. garis komando

Gambar 4. Tata Kelola Proyek dan Tim Efektif

Penjelasan tentang tugas-tugas dari setiap anggota tim efektif adalah sebagai
berikut:

a. Pembina: memberikan arahan dalam penyelesaian proyek perubahan

b. Sponsor/Mentor:



e Memberikan arahan terkait substansi jenis perubahan, rencana, dan
pelaksanaan secara keseluruhan proyek perubahan.
e Membantu project leader untuk mendapatkan sumber daya dalam
pelaksanaan proyek perubahan.
e Membantu project leader untuk menyelesaikan permasalahan di luar
kewenangan project leader.
c. Coach:
e Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan oleh
project leader.
e Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang
pelaksanaan proyek perubahan.
d. Project Leader.
e Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan.
e Membangun tim yang akan melaksanakan inovasi/proyek perubahan.
e Menyiapkan, mengelola, dan mengatur secara administrasi seluruh
kegiatan proyek perubahan.
e Melaporkan perkembangan proyek perubahan.
e. Tim |IT: Bertugas membantu project leader untuk membuat dan
mengembangkan aplikasi pendukung proyek perubahan.
f. Tim administrasi: Bertugas membantu project leader untuk melaksanakan
dokumentasi dan pengumpulan data-data dan bukti proyek perubahan.
g. Tim substansi: Bertugas membantu project leader untuk menyusun regulasi
dan modul, mengumpulkan data dan peraturan terkait, dan sosialisasi hasil
dan manfaat dari proyek perubahan.

3. Strategi Komunikasi
Untuk memperoleh dukungan dari para stakeholders terhadap proyek
perubahan, telah dilakukan berbagai strategi komunikasi dalam menghadapi
setiap stakeholders.



Tabel 6. Strategi Komunikasi Kepada Stakeholders

Kelompok Stakeholders

Strategi Komunikasi

Promotors

Strategi  komunikasi yang digunakan  untuk
mempertahankan dan meningkatkan dukungan dan
minat promotors terhadap proyek perubahan dengan
manage closely strateqgy. Project leader secara
melaporkan secara regular perkembangan
implementasi proyek perubahan, dan mendiskusikan
hambatan-hambatan yang dihadapi untuk selanjutnya
mendapatkan masukan sebagai solusi penyelesaian
hambatan tersebut.

Latens

Strategi  komunikasi yang digunakan  untuk
meningkatkan minat stakeholders terhadap proyek
perubahan yaitu dengan keep satisfied strategy. Project
leader berkomunikasi dengan seluruh stakeholders
secara personal agar dapat menjelaskan secara
mendalam proyek perubahan dan manfaat yang akan
diperoleh. Seluruh stakeholders mendukung proyek
perubahan optimalisasi SINCAN. Bahkan, beberapa

diantaranya memberikan testimoni.

Defenders

Strategi  komunikasi yang digunakan  untuk
meningkatkan pengaruh stakeholders agar mendukung
proyek perubahan vyaitu dengan keep informed
strategy. Komunikasi dilakukan secara intensif terkait
informasi/perkembangan tertentu dan melibat.

Apathetics

Strategi  komunikasi yang  digunakan  untuk
meningkatkan minat stakeholders terhadap proyek
perubahan melalui minimal effort strategy, vyaitu
sosialisasi fitur terbaru aplikasi SINCAN, dan
bimbingan dan pendampingan, baik itu secara
langsung maupun melalui telepon.
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4. Pelaksanaan Tiap Tahap Kegiatan Proyek Perubahan

Dalam implementasi proyek perubahan, seluruh milestone yang
direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan berkat dukungan dan
kerja tim efektif yang solid dan masif maka milestone jangka pendek dapat
terselesaikan. Ada sebagian kegiatan milestone jangka panjang yang
diselesaikan di jangka pendek untuk memudahkan user. Berikut kegiatan dalam
periode implementasi milestone jangka pendek proyek perubahan.

1. Kegiatan 1: Permintaan pernyataan dukungan dari stakeholders

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada Kegiatan 1 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Permintaan Pernyataan Dukungan dari Stakeholders

Kegiatan | Tahapan Yang Waktu Output |
Dilaksanakan ;
Permintaan a. Melaporkan hasil 16 Mei 1. Dokumentasi |
pernyataan BT | dan rencana 2. Surat
dukungan dari BT Il ’ Pernyataan
stakeholders b. Meminta ~ | 20 Mei — 9 Juli Dukungan

dukungan para
Stakeholders

terhadap proyek

perubahan 1

Uraian tahapan yang dilaksanakan pada Kegiatan 1, adalah:

a. Melaporkan hasil breakthrough | dan breakthrough |
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 16 Mei 2019, dan dilaporkan kepada
mentor secara lisan dan tatap muka. Laporan yang disampaikan mengenai
kegiatan dan hasil kegiatan yang telah dilakukan pada saat breakthrough
I, yaitu 1) pembelajaran peningkatan rasa kebangsaan, integritas, dan jiwa
kepemimpinan, dan 2) penyusunan rancangan proyek perubahan serta
seminar rancangan proyek perubahan. Pada breakthrough Il direncanakan
akan melaksanakan 8 (delapan) kegiatan untuk mengimplementasikan
proyek perubahan, vyaitu 1) meminta pernyataan dukungan dari

stakeholders, 2) membentuk tim efektif, 3) merancangan penambahan fitur



baru, 4) mengujicoba fitur baru, 5) sosialisasi fitur baru di aplikasi SINCAN,
6) menyusun dasar hukum/Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI
terkait penyampaian data dukung secara elektonik melalui aplikasi
SINCAN, 7) menyusun modul penggunaan aplikasi SINCAN, 8)
penyusunan laporan proyek perubahan dan pernyataan komitmen.

Gambar 5. Laporan ke mentor hasil BT | dan BT Il

. Meminta dukungan para stakeholders terhadap proyek perubahan
Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Mei — 8 Juli 2019.
Pernyataan dukungan dari para stakeholders diberikan dalam bentuk surat
pernyataan ataupun dalam bentuk dokumentasi foto dan video. Seluruh
stakeholders seperti Eselon |, Eselon Il (mencakup unit kerja yang berada
di lingkup kewenangannya), Pejabat Pembuat Komitmen/PPK (berikut staf
yang berada di lingkup kewenangannya/Staf PPK), Auditor, Kementerian
Keuangan, dan Bappenas mendukung proyek perubahan tersebut dan
tercantum di dalam surat pernyataan dukungan. Hal yang cukup
menggemberikan adalah adanya dukungan dari Pimpinan Badan Urusan
Rumah Tangga (BURT) yang merupakan mitra kerja bagi Setjen DPR RI
dalam pembahasan anggaran yaitu Bapak Dr. Capt. Anthon Sihombing
(Ketua BURT/Partai Golkar) dan Bapak Agung Budi Santoso, S H., M.H.
(Wakil Ketua BURT/Partai Demokrat). Dukungan politik (political support)
dari mereka sangat bermanfaat dalam kelancaran pelaksanaan proyek
perubahan.



Tabel 8. Rekapitulasi Dukungan Stakeholders

No. Jabatan . Jumlah
1. | Pimpinan BURT DPR RI 2
2. | Eselon| 4

3. | Eselon I - 19

4. | Pejabat Pembuat Komitmen (yang tidak dirangkap 7

‘ oleh Eselon I)
5. | Auditor 2
6. | Kementerian Keuangan 1
s | Bappenas 1
8. Pranata Komputer 1
9 Kepala Bagian Perencanaan o 1

10. | Kepala Subbagian Perencanaan 1
11. | Staf Bagian Perencanaan 1

Total 40

Gambar 6. Dukungan oleh Wakil Ketua BURT DPR R,
Bapak Agung Budi Santoso, S.H., M.H.



Gambar 7. Dukungan oleh Sekjen DPR RI, Bapak Indra Iskandar

2. Kegiatan 2: Membentuk Tim Efektif
Tahapan-tahapan yang dilakukan pada Kegiatan 2 dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Membentuk Tim Efektif

Kegiatan Tahapan Yang Waktu Output
Dilaksanakan
Membentuk tim |a. Inventarisasi } 17 Mei Dokumentasi
efektif daftar nama yang Surat Tugas Tim

akan dilibatkan Undangan Rapat
Daftar Hadir

Laporan Rapat

dalam tim
b. Membuat dan| 17 Mei

mendistribusikan

oF e N A

undangan rapat
c. Rapat 20 Mei

pembentukan tim

d. Menetapkantugas | 20 Mei |

dan kewenangan |

23"



Kegiatan Tahapan Yang Waktu Output
Dilaksanakan

e. Permohonan ijin| 20 Mei
keterlibatan
anggota tim di luar
Bagian
Perencanaan
kepada atasan
langsungnya

f. Pembuatan surat| 20 Mei
tugas tim

Uraian tahapan yang dilaksanakan pada Kegiatan 2, adalah:

a.

Inventarisasi daftar nama yang akan dilibatkan dalam tim

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019. Kegiatan ini
diperlukan untuk menentukan pihak mana saja yang akan dilibatkan dalam
tim efektif.

Membuat dan mendistribusikan surat undangan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2019. Setelah
menginventarisasi pihak mana saja yang akan dilibatkan ke dalam tim
efektif, untuk selanjutnya akan diundang dalam pembentukan rapat tim
efektif. Surat undangan tim ditandatangani oleh Kepala Bagian
Perencanaan selaku mentor.

Rapat pembentukan tim

Pada tanggal 20 Mei 2019 diadakan rapat pembentukan tim yang dipimpin
oleh project leader di ruang rapat Bagian Perencanaan. Dalam rapat ini
disampaikan poin-poin penting dan rencana tindak lanjut proyek perubahan
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tahapan kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah menyusun rancangan
penambahan fitur auto rejection di aplikasi SINCAN dan konsep dasar
hukum/Surat Edaran Sekjen terkait penyampaian data dukung dalam
bentuk elektronik.



Gambar 8. Rapat Tim Efektif Proyek Perubahan

d. Menentapkan tugas dan kewenangan

Dalam rapat tim efektif juga dibahas mengenai tugas dan kewenangan tim
efektif. Tugas dan kewenangan anggota tim efektif disesuaikan dengan
pengelompokkan tim dalam surat tugas. Tugas dan kewenangan tim
substansi adalah: 1) menyusun konsep dasar hukum/Surat Edaran Sekjen
DPR RI, 2) menyusun konsep rancangan fitur baru di aplikasi SINCAN, 3)
melakukan ujicoba atas fitur baru tersebut, 4) menyusun modul Aplikasi
SINCAN, dan 5) membantu dalam kegiatan sosialisasi fitur baru di aplikasi
SINCAN. Tugas dan kewenangan tim administrasi adalah melakukan
kegiatan-kegiatan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan.
Tugas tim IT adalah merancang dan mengimplementasikan penambahan
fitur baru (auto rejection) di aplikasi SINCAN.

. Permohonan ijin keterlibatan anggota tim di luar Bagian Perencanaan
kepada atasan langsungnya

Di dalam pembentukan tim efektif proyek perubahan, project leader akan
melibatkan beberapa anggotanya yang berasal dari luar Bagian
Perencanaan yaitu Pranata Komputer. Sebagai bentuk rasa hormat, maka
Kepala Bagian Perencanaan sebagai mentor mengajukan ijin ke Kepala
Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) untuk melibatkan pranata
komputer ke dalam tim efektif melalui Nota Dinas Kepala Bagian
Perencanaan Nomor 220/PK.01/05/2019 tanggal 20 Mei 2019. Adapun
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pranata komputer yang terlibat dalam tim efektif yaitu Airlangga Eka
Wardhana, Fariza Emra, dan Erdinal Hendradjaja.

f. Pembuatan surat tugas tim
Surat Tugas tim efektif ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan tanggal 20 Mei 2019 dengan Nomor PK/453/SETJEN DAN BK
DPR RIN/2019.

3. Kegiatan 3: Menyusun Dasar Hukum/Surat Edaran Sekretaris Jenderal
DPR RI terkait penyampaian data dukung secara elektonik melalui
aplikasi SINCAN

Tabel 10. Menyusun Dasar Hukum/Surat Edaran Sekretaris Jenderal
DPR RI terkait penyampaian data dukung secara elektonik melalui
aplikasi SINCAN

Kegiatan Tahapan Yang Waktu Output

Dilaksanakan
Menyusun a. Rapat Tim Efektif | 20 Mei 1. Dokumentasi
Dasar 2.Surat Edaran
Hukum/Surat Sekjen
Edaran 3. Surat Sekjen DPR
Sekretaris Rl ke seluruh |
Jenderal DPR |b. Presentasi singkat| 20 Mei Eselon Il tentang
RI terkait dan  permintaan Penyampaian
penyampaian dukungan ke RKA DPR RI
data  dukung Sekjen DPR RI Tahun 2020
secara c. Mengusulkan 21 Mei berdasarkan
elektonik konsep Surat Pagu Anggaran
melalui aplikasi Edaran Sekjen
SINCAN DPR RI secara

berjenjang

d. Surat  Edaran| 24 Mei
Sekjen DPR RI
tentang




.

Kegiatan

Tahapan Yang
Dilaksanakan

Waktu

Output

Penyusunan
Rencana Kerja
dan Anggaran
Setien dan BK
DPR RI terbit

. Penayangan Surat

Edaran Sekjen
DPR RI di portal
DPR RI

27 Mei

Surat Sekjen DPR
RI tentang
Penyampaian RKA
DPR RI Tahun
2020 berdasarkan
Pagu Anggaran

19 Juli

Uraian tahapan yang dilaksanakan pada Kegiatan 3, adalah:

a. Rapat Tim Efektif
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 bertempat di ruang
rapat Bagian Perencanaan. Salah satu hasil rapat adalah usulan
pembuatan Surat Edaran Sekjen DPR Rl sebagai dasar penyampaian data
dukung secara elektronik melalui aplikasi SINCAN.

b. Presentasi singkat dan permintaan dukungan ke Sekjen DPR RI

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 bertempat di ruang
rapat Sekjen. Project leader memberikan gambara singkat ke Sekjen DPR

RI tentang proyek perubahan dan manfaat yang akan diperoleh.



Gambar 9. Presentasi singkat ke Sekjen DPR RI

c. Mengusulkan konsep Surat Edaran Sekjen DPR RI secara berjenjang

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019. Pengajuan
konsep Surat Edaran dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala
Bagian Perencanaan hingg PIt. Deputi Bidang Administrasi. Pengajuan
Surat Edaran tersebut dilakukan beriringan dengan proses penambahan
fitur di aplikasi SINCAN untuk mengantisipasi lamanya penandatanganan
Surat Edaran karena mendekati libur lebaran dan penutupan kantor terkait
dengan sidang sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Terbukti bahwa
pada tanggal 22 — 23 Mei 2019, kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI
ditutup/diliburkan. |

. Surat Edaran Sekjen DPR RI tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Setjen dan BK DPR RI terbit

Surat Edaran Sekjen tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Setjen dan BK DPR RI terbit pada tanggal 24 Mei 2019. Cepatnya
penandatanganan Surat Edaran tersebut di luar dugaan Tim Efektif.
Namun, di sisi lain, Surat Edaran tersebut memacu Tim IT untuk segera
menyelesaikan tugasnya.



e. Penayangan Surat Edaran Sekjen DPR RI di portal DPR RI
Surat Edaran ditayangkan di portal DPR Rl pada tanggal 27 Mei 2019 oleh
Tim IT. Portal DPR RI telah menjadi alat penyampaian informasi ke seluruh
pegawai secara cepat dan efisien.

Perencanaan

r“i‘] Dashboard Sistem Informasi Perencanaan DPR RI
= [ iy agme P o)

" Adobe

Surat bdaran
Nomor : SHO7285/SCTIEN DAN BK DPR RI/PKO1/05/2019
Tentang Proses Penyusunan Rencana Kerfa dan Anggaran (RKA)
Sekretariat Jenderal dan Badan Kealilan DPR 11

Gambar 11. Screenshot di Portal DPR RI

f. Surat Sekjen DPR RI tentang Penyampaian RKA DPR Rl Tahun 2020
berdasarkan Pagu Anggaran
Surat Sekjen DPR RI tentang Penyampaian RKA DPR RI Tahun 2020
berdasarkan Pagu Anggaran ditandatangani tanggal 19 Juli 2019. Surat
tersebut menginstruksikan ke seluruh Kepala Biro/Pusat/Inspektur untuk
menyampaikan data dukung melalui aplikasi SINCAN.
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4. Kegiatan 4: Merancang penambahan fitur baru
Tahapan-tahapan yang dilakukan pada Kegiatan 4 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Merancangan Penambahan Fitur Baru

Kegiatan Tahapan Yang Waktu Output
Dilaksanakan
Merancang a. Membuat dan| 20 Mei |1. Dokumentasi
penambahan mendistribusikan 2. Undangan Rapat
fitur baru undangan rapat 3. Daftar Hadir
b. Rapat koordinasi| 21 Mei |4. Laporan Rapat
dengan Tim |IT 5. Penambahan fitur
(BDTI) di aplikasi
c. Konsultasi 21 Mei SINCAN

dengan coach
d. Membuat dan | 29 Mei

mendistribusikan

undangan rapat

e. Rapat koordinasi | 31 Mei
dengan Tim IT

f.  Rapat koordinasi | 12 Juni

dengan Tim IT

Uraian tahapan yang dilaksanakan pada Kegiatan 4, adalah:

a. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019. Pembuatan undangan
dilakukan oleh tim administrasi dan ditandatangani oleh Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan untuk selanjutnya didistribusikan oleh
Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditempatkan di Bagian Perencanaan.

b. Rapat koordinasi dengan Tim IT
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2019 dan bertempat di ruang
rapat Bagian Perencanaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
menginventarisasi kebutuhan fitur tambahan yang akan diwujudkan di

aplikasi SINCAN dan mendukung proyek perubahan.



c. Konsultasi dengan coach ‘
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 21 Mei 2019 setelah melakukan rapat
koordinasi dengan Tim IT (BDTI). Konsultasi dengan coach dilakukan untuk

berdiskusi terkait rancangan proyek perubahan serta menjaring masukan.

Gambar 13. Konsultasi dengan coach

d. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2019. Pembuatan undangan
dilakukan oleh tim administrasi dan ditandatangani oleh Project Leader
untuk selanjutnya didistribusikan oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang
ditempatkan di Bagian Perencanaan.
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e. Rapat koordinasi dengan Tim IT

f.

Kegiatan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2019. Semula, kegiatan ini akan
dilakukan di ruang rapat Bagian Perencanaan. Namun, karena suatu hal,
pelaksanaan kegiatan dipindah ke ruang rapat Biro Perencanaan dan

Keuangan. Kegiatan ini untuk melaporkan hasil ujicoba yang dilakukan oleh

Tim Substansi di Bagian Perencanaan atas penambahan fitur baru yang
telah dibuat oelh Tim IT.

Gambar 14. Rapat Koordinasi dengan Tim IT

Rapat koordinasi dengan Tim IT

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019 bertempat di ruang
rapat Bagian Perencanaan. Rapat ini diselenggarakan untuk memantau
sejauh mana perkembangan aplikasi setelah adanya laporan hasil uji coba.
Mengingat laporan hasil uji coba disampaikan H-1 sebelum libur Idul
Fitri/lebaran dan sebagian personil Tim IT masih menjalankan cuti libur

lebaran, laporan uji coba belum ditindaklanjuti secara optimal.



.

Gambar 15. Rapat Koordinasi dengan Tim IT

5. Kegiatan 5: Mengujicoba fitur baru
Tahapan-tahapan yang dilakukan pada Kegiatan 5 dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Mengujicoba Fitur Baru

Kegiatan Tahapan Yang Waktu Output
Dilaksanakan
Mengujicoba a. Menguji dan | 27-31 Mei | Laporan Hasil
fitur baru membandingkan Evaluasi SINCAN

dengan sistem

sebelumnya oleh

Tim Substansi
b. Menguji 27-31 Mei [

kecepatan '

pemrosesan data/
dokumen oleh
Tim Substansi ‘
c. Menemukan 27-31 Mei

bug/error ‘

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 — 31 Mei 2019 yang dilakukan oleh
Tim Substansi. Ujicoba ini dilakukan sebagai bentuk pengujian setelah fitur
baru dibuat. Ujicoba sangat berguna untuk memberikan masukan atas
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masalah yang muncul dan kemungkinan-kemungkinan bug/error yang ada.
Laporan atas ujicoba tersebut untuk selanjutnya disampaikan ke Tim IT.

Gambar 16. Ujicoba Fitur Baru di Aplikasi SINCAN

6. Kegiatan 6: Menyusun Modul Penggunaan Aplikasi SINCAN

Tabel 13. Menyusun Modul Penggunaan Aplikasi SINCAN

Kegiatan Tahapan Yang Waktu Output

Dilaksanakan

Menyusun a. Membuat dan| 24 Juni |1. Undangan rapat

Modul Aplikasi mendistribusikan 2. Daftar Hadir

SINCAN Surat Undangan 3. Laporan Rapat
Rapat Tim Efektif 4. Modul Aplikasi

'b. Rapat Tim Efektif| 25Juni | SINCAN

Penyusunan
Modul SINCAN

c. Pembuatan Modul | 26-28 Juni
Aplikasi SINCAN
d. Unggah (Upload) 1 Juli
Modul Aplikasi
SINCAN ke Portal
DPR RI )

N 3



Uraian tahapan yang dilaksanakan pada .Kegiatan 6, adalah:

a. Membuat Surat Undangan Rapat Tim Efektif
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2019 oleh Tim Administrasi
dan didistribusikan oleh PTT di Bagian Perencanaan.

b. Rapat Tim Efektif Penyusunan Modul SINCAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 bertempat di ruang
rapat Bagian Perencanaan.

Gambar 17. Rapat Pembuatan Modul Aplikasi SINCAN

c. Pembuatan Modul Aplikasi SINCAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26-28 Juni 2019. Pembuatan
modul aplikasi SINCAN berlangsung singkat karena sebelumnya telah
dibuat modul aplikasi SINCAN sebelum adanya penambahan fitur/menu
baru. Modul hanya ditambahkan dengan fitur/menu baru. Pembuatan
modul tersebut rencananya akan dilaksanakan setelah sosialisasi. Namun,
melihat perkembangan bahwa Surat Edaran terkait upload data dukung
sudah terbit sebelum terlaksananya sosialisasi, maka untuk membantu staf
unit kerja dan staf PPK dalam teknis pelaksanaannya, modul aplikasi
SINCAN segera dibuat.

d. Unggah (Upload) Modul Aplikasi SINCAN ke Portal DPR RI
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 oleh Tim IT.
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Gambar 18. Screeshot unggah Modul Aplikasi SINCAN

7. Kegiatan 7: Sosialisasi fitur baru di aplikasi SINCAN
Tahapan-tahapan yang dilakukan pada Kegiatan 7 dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Sosialisasi fitur baru di aplikasi SINCAN

surat  undangan

sosialisasi

Kegiatan Tahapan Yang Waktu | Output
Dilaksanakan
Sosialisasi fitur | a. Membuat  surat| 28 Juni | 1. Dokumentasi
baru di aplikasi undangan rapat 2. Undangan Rapat
SINCAN Tim Efektif untuk 3. Laporan Rapat
persiapan 4. Tanda Terima
sosialisasi Undangan
. Rapat Tim Efektif 1 Juli 5. Daftar Hadir
untuk  persiapan 6. Bahan sosialisasi
sosialisasi
. Membuat surat 3 Juli
undangan
sosialisasi
. Mendistribusikan 4-8 Juli




. 4

Kegiatan Tahapan Yang Waktu | Output

Dilaksanakan

e. Sosialisasi fitur 9 Juli
baru di aplikasi
SINCAN

Uraian tahapan yang dilaksanakan pada Kegiatan 7, adalah:

a. Membuat surat undangan rapat Tim Efektif untuk persiapan sosialisasi
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019. Dilakukan oleh Tim
Administrasi dan disebarluaskan oleh PTT di Bagian Perencanaan.

b. Rapat Tim Efektif untuk persiapan sosialisasi
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 bertempat di ruang
rapat Bagian Perencanaan. Rapat membahas materi/substansi sosialisasi,
siapa saja yang diundang, petugas di lapangan, dan teknis pelaksanaan.
Peserta sosialisasi tersebut adalah staf unit kerja dan staf Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK). Hal tersebut juga merupakan bentuk komunikasi untuk

mendapatkan dukungan dari staf unit kerja dan staf PPK.

Gambar 19. Rapat Tim Efektif Persiapan Sosialisasi

c. Membuat surat undangan sosialisasi
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2019 oleh Tim Administrasi.
Surat undangan ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan

Keuangan.
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d. Mendistribusikan surat undangan sosialisasi
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-8 Juli 2019. Penyebaran
undangan memakan waktu cukup lama karena peserta yang cukup banyak
dan beberapa staf PPK sedang tidak ada di tempat. Kegiatan ini dibantu
oleh PTT di Bagian Perencanaan.

e. Sosialisasi fitur baru di aplikasi SINCAN
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2019 bertempat di ruang
rapat Panitia Khusus, Gedung Nusantara || DPR RI. Acara dibuka oleh PIt.
Deputi Bidang Administrasi, Bapak Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.
Kegiatan dimaksud juga melibatkan Tim IT sebagai pendamping.

Peserta sangat antusias mengikuti acara tersebut dan menanggapi secara

positif. Bahkan, beberapa diantaranya meminta diselenggarakan diklat

khusus untuk penyusunan TOR dan RAB.

T Nl 7 Y
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Gambar 20. Pembukaan oleh PIt. Deputi Bidang Administrasi




Gambar 22.

Project Leader sedang memaparkan proyek perubahan

.39

| MRt



g, TARIAY JENDERAL DA
SEKRE
BADAN KEAHLWAN Dl i

Gambar 23. Seminar Kit acara sosialisasi

8. Kegiatan 8: Pembuatan Format Kerangka Acuan Kegiatan (KAK/TOR)
(Kegiatan Jangka Panjang)
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15-17 Juli 2019 dengan menggunakan
microsoft word developer. Project leader menyusun template pembuatan
KAK/TOR untuk memfasilitasi unit kerja dalam penyusunan KAK/TOR.
Template KAK/TOR tersebut untuk selanjutnya di unggah (upload) ke portal
DPRRI.

— Da__s_hbg_ar:fl iSIAsV_te«q@ Informasi Perencanaan DPR RI
ot k-:.:.«‘j'w..?., ’.‘. Sy E*,;»-.r_u‘ !

\
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“ Adobe “ Adobe
Buku Modul Perencanaan Materi Bimtek 2018 revis!

E @& &

KONSEP TOR KEGIATAN KONSEP TOR PERJALANAN DINAS KONSEP TOR HONORARIUM T1M

Gambar 24. Screenshot unggah Format TOR
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9. Kegiatan 9: Penyusunan Laporan Proyek Perubahan

Tabel 15. Penyusunan Laporan Proyek Perubahan

Kegiatan Tahapan Yang Waktu Output
Dilaksanakan
Penyusunan a. Konsultasidengan | 27 Juni | Laporan Proyek
Laporan Proyek coach Perubahan
Perubahan b. Konsultasi dengan 10 Juli
coach

c. Konsultasi dengan 15 Juli

coach

d. Konsultasi dengan 16 Juli

mentor

Uraian tahapan yang dilaksanakan pada Kegiatan 9, adalah:

a. Konsultasi dengan coach
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2019. Konsultasi dengan
coach untuk membahas penyusunan milestone karena ada beberapa
kegiatan yang membutuhkan penyesuaian disbanding rencana awal.

b. Konsultasi dengan coach
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019. Konsultasi dengan
coach untuk membahas konsep penyampaian hasil proyek perubahan.

c. Konsultasi dengan coach
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2019. Konsultasi dengan
coach untuk membahas konsep paparan hasil proyek perubahan.

d. Konsultasi dengan mentor
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019. Konsultasi dengan
mentor diperlukan untuk mendapatkan arahan dalam penyusunan laporan
proyek perubahan.




BAB Il
PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

1. Capaian Proyek Perubahan

Beberapa capaian yang diperoleh dari implementasi proyek perubahan

Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui Optimalisasi SINCAN adalah:

a.

Proyek perubahan Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi SINCAN didukung oleh Pimpinan BURT, seluruh Eselon I,
Eselon Il, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI.

Telah terbit Surat Edaran Sekjen DPR Rl Nomor SJ/07285/SETJEN DAN BK
DPR RI/PK.01/05/2019 tentang Proses Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai
dasar hukum.

Telah tersedia menu/fitur upload data dukung di aplikasi SINCAN sehingga
memudahkan unit kerja dalam penyampaian data dukung dan menghemat

ruang penyimpanan secara fisik.

2. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

Kendala yang dihadapi dalam penerapan proyek perubahan Peningkatan

Akuntabilitas Anggaran Melalui Optimalisasi SINCAN adalah:

a. Keterbatasan waktu implementasi proyek perubahan

Waktu pelaksanaan proyek perubahan yang hanya kurang lebih dua bulan,
yang beriringan dengan pelaksanaan ibadah puasa dan cuti libur lebaran,
sangat mempengaruhi ritme dari implementasi proyek perubahan. Selama
bulan puasa dan pasca lebaran cukup sulit untuk mengadakan rapat atau
kegiatan dengan para stakeholders. Praktis selama bulan puasa, 16 Mei — 14
Juni 2019, project leader berfokus pada pengumpulan surat pernyataan
dukungan dan merancang fitur/menu tambahan di aplikasi SINCAN. Rencana
pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang sedianya akan dilaksanakan di
pertengahan bulan Juni menjadi bergeser ke awal Juli.

Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah project leader
menyusun jadwal yang ketat dan detail pasca libur lebaran dan membangun

tim efektif yang solid agar penyusunan proyek perubahan sesuai tepat waktu.



C.

Project leader juga melakukan pendekatan secara personal kepada pihak-
pihak yang membutuhkan.

Sumber daya manusia di Bagian Perencanaan dan Pranata Komputer yang
terbatas

Jumlah sumber daya manusia di Bagian Perencanaan terbatas dan telah
memiliki tugas pokok yang cukup padat. Selain itu, jumlah pranata komputer
yang bertindak sebagai programmer hanya tiga orang sehingga harus dapat
membagi prioritas dengan pihak lainnya yang berkepentingan.

Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah pembagian tugas
dan arahan yang jelas kepada anggota tim efektif serta memanfaatkan waktu
di luar jam kantor untuk membahas perkembangan proyek perubahan.
Pendekatan personal pun dilakukan agar anggota tim efektif yang terlibat tidak
merasa terbebani dengan tugas tambahan, bahkan mendapatkan manfaat
atas proyek perubahan tersebut.

Adanya kegiatan lain yang dikerjakan bersamaan dengan pelaksanaan proyek
perubahan

Pada waktu yang bersamaan dengan masa implementasi proyek perubahan,
Bagian Perencanaan harus menyiapkan revisi relokasi anggaran
pembangunan Gedung DPR RI, pembukaan blokir/bintang anggaran,
penyusunan konsep Renstra Setjen dan BK DPR RI, serta survey tingkat
kepuasan Anggota DPR RI.

Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah project leader
harus menyusun dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam
proyek perubahan dengan tugas pokok dan fungsi yang sedang dikerjakan
oleh Bagian Perencanaan sehingga keduanya berjalan selaras dan saling
mendukung.

Permintaan Surat Pernyataan Dukungan seluruh Eselon | dan Eselon I
Stakeholders yang terlibat dalam proyek perubahan optimalisasi SINCAN
antara lain seluruh Eselon | dan Eselon Il yang dalam kesehariannya memiliki
pekerjaan yang cukup padat dan seringkali melakukan perjalanan dinas
sehinga di awal implementasi proyek perubahan, project leader tidak terlalu
optimis dapat meraih dukungan seluruh Eselon | dan Eseon Il serta pihak

eksternal seperti Kementerian Keuangan dan Bappenas.



Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah project leader
melakukan pendekatan secara personal dan juga dibantu oleh mentor ke
seluruh Eselon | dan Eselon Il. Membangun komunikasi yang tepat di waktu
yang tepat merupakan kunci keberhasilan dalam meminta dukungan seluruh
Eselon | dan Eselon Il. Mereka harus diyakinkan bahwa proyek perubahan
tersebut sangat bermanfaat bagi kebaikan unit kerja dan Setjen dan BK DPR
RI.

. Tidak adanya diklat penyusunan data dukung

Saat pelaksanaan sosialisasi, beberapa peserta mengeluhkan tidak adanya
diklat pembimbingan penyusunan data dukung berupa TOR, RAB, dan
pricelist. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam pembuatan data
dukung. '

Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah project leader
memanfaatkan momentum saat rapat dengan beberapa unit kerja. Project
leader umumnya memohon diberikan kesempatan sekitar 30 menit hingga 1
jam untuk memberikan pendampingan dan penyampaian informasi terkait
proyek perubahan. Unit kerja yang sudah dilakukan pendampingan antara lain
Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Pemberitaan Parlemen, Biro
Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Biro Umum.

Selanjutnya, project leader akan berkoordinasi dengan Pusdiklat Setjen dan
BK DPR RI untuk mengadakan diklat penyusunan anggaran secara berkala
bagi unit kerja.

Gambar 25. Pendampingan dengan Biro Pemberitaan Parlemen



Gambar 26. Pendampingan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan

3. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan atas proyek perubahan ini adalah:

a. Adanya dukungan dari para stakeholders
Dukungan dari para stakeholders sangat menunjang keberhasilan proyek
perubahan ini yaitu fokus dari pranata komputer untuk merancang menu/fitur
baru dan penandatanganan Surat Edaran (SE) Sekjen tentang Penyusunan
RKA di lingkungan Setjen dan BK DPR Rl yang lebih cepat dari perkiraan awal.
Keduanya menjadi landasan yang kuat untuk melaksanakan tahapan kegiatan
lainnya.

b. Soliditas dan koordinasi tim efektif yang baik
Semua pihak yang terlibat di tim efektif telah meluangkan ekstra tenaga dan
waktu untuk membantu project leader dalam menyelesaikan proyek
perubahan ini. Termasuk mentor dan coach yang tidak kenal lelah memberikan
dukungan dan arahan.

-
)
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BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan proyek perubahan adalah:

a.
b.

e.

Semua kegiatan dan tahapan dapat dilaksanakan secara tepat waktu.

Target output dari proyek perubahan telah tercapai yaitu tersedianya
menu/fitur upload data dukung dan auto rejection.

Seluruh pejabat (Eselon | dan Eselon Il) di lingkungan Setjen dan BK DPR
memberikan dukungan atas proyek perubahan tersebut dalam bentuk surat
pernyataan.

. Mengubah mind set dan cultural set penyusunan anggaran. Semula menyusun

anggaran baru kemudian menyampaikan data dukung berubah menjadi
penyusunan anggaran yang dilengkapi dengan data dukung.
Tersusunya prototype format KAK/TOR (proyek jangka panjang).

2. Rekomendasi

Rekomendasi setelah implementasi proyek perubahan adalah:

a.

Seluruh unit kerja dapat mentaati Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor
SJ/07285/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.01/05/2019 tentang Proses
Penyusunan RKA Setjen dan BK DPR RI.

Diharapkan, aplikasi SINCAN tidak berdiri sendiri, namun dapat terhubung

dengan aplikasi sehingga datanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan.

//\\ .
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LAMPIRAN

Kegiatan 1: Permintaan pernyataan dukungan dari stakeholders

DAFTAR SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN:

NO. NAMA JABATAN

1k Dr. Capt. Anthon Sihombing Ketua BURT

2% H. Agung Budi Santoso, S.H., M.M. Wakil ketua BURT

2 Indra Iskandar Sekretaris Jenderal DPR RI

4. Dra. Damayanti, M.Si Deputi Bidang Persidangan

5 Drs. Setyanta Nugraha, M.M. Inspektur Utama

6. Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H. | Plt. Deputi Bidang Administrasi

7/ M. Dimyati Sudja, S.Sos, M.Si Kepala Biro Perisdangan |

8. Cholida Indryana, S.H. Kepala Biro Persidangan Il

9. Endah Tjahjani Dwirini R., S.S, M.Phil | Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen

10. | Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan

11. | Y.O.l. Tahapari, S.H., M.Si Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

12. | Juliasih, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum dan Pengaduan
Masyarakat

13. | Drs. Suratna, M.Si Kepala Biro Protokol

14. | Rahmad Budiaji, S.IP, M.Si Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

15. | Satyanto Priambodo, S.E., M.Si Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

16. | Satyanto Priambodo, S.E., M.Si Plt. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik
Negara

17. | Djustiawan Widjaya, S.Sos, M.A.P. Kepala Biro Umum

18. | Dr. Dewi Barliana, M.PSi Inspektur |

19. | Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M. | Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

20. | Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H. | Kepala Pusat Data dan Informasi

21. | Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang




NO. NAMA JABATAN

22. | Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang

23. | Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si | Kepala Pusat Kajian Anggaran

24. | Drs. Helmizar, M.E. Kepala Pusat Kajian AKuntabilitas Keuangan
Negara

25. | Dr. Indra Pahlevi, S.IP, M.Si Kepala Pusat Penelitian

26. | Drs. Mohammad Djazuli, M.Si PPK Bidang Pemberitaan Parlemen

27. | Irna Gusvita Indrikasari, S.H. PPK Bidang Hukum dan Pengaduan
Masyarakat

.| 28. | Taryono, S.IP PPK Bidang Perencanaan dan Keuangan

29. | Sri Wahyu Budhi Lestari, S.E., M.A.B. | PPK Bldang Pengelolaan Barang Milik Negara

30. | Maryanto, S.A.P. PPK Bidang Umum

31. | Afniwaty Tanjung, S.E. M.E. PPK Bldang Inspektorat | dan Inspektorat Il

32. | Sukmalalang, S.E., S.S., M.A.P. PPK Bidang Pusat Kajian AKuntabilitas
Keuangan Negara

33. | Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P. Auditor Madya

34. | Denny Ramadon, S.E. Auditor Muda

35. | Hedy Gunawan, S.H., M.M. Kepala Seksi Direktorat Bidang PMK,
Kementerian Keuangan

36. | Drs. Indrajaya, M.Sc Kepala Subdit Direktorat Politik dan
Komunikasi, Bappenas

37. | Pranata Komputer Pusat Data dan Informasi

38. | Dewi Pusporini, S.T., M.E. Kepala Bagian Perencanaan

39. | Titik Kurnianingsih, S.E., M.E. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan
Anggaran DPR

40. | Staf Bagian Perencanaan Bagian Perencanaan




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Capt. Anthon Sihombing
Fraksi : Partai Golkar
Jabatan : Ketua BURT DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl dengan judui Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membugt Pernyataan

Dr. Capt. Anthon Sihombing




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama - Agung Budi Santoso, S.H., M.M
Fraksi : Partai Demokrat
Jabatan - Wakil Ketua BURT DPR RI

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl dengan judul Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

Agung BUdl Santoso, S.H., M.M




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Iskandar

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Unit Kerja . Sekretaris Jenderal

Instansi - Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei2019
Yang Membuat Pernyataan

-

Indra Iskandar
NIP. 19661114 199703 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dra. Damayanti, M.Si

Jabatan : Deputi Bidang Persidangan

Unit Kerja : Deputi Bidang Persidangan

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei2019
Yang Membuat Pernyataan

Dra. Damyayantf, M.Si
NIP. 1962\)211 198703 2 002




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Setyanta Nugraha, MM

Jabatan . Inspektur Utama

Unit Kerja . Inspektorat Utama

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan

Drs. Setyanta Nudraha, MM

NIP. 19620219 198803 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nunu Nugraha Khuswara, SH, MH
Jabatan . Pit. Deputi Bidang Administrasi

Unit Kerja : Deputi Bidang Administrasi

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR Rl dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

o

Nunu Nugraha Khuswara, SH, MH
NIP. 19610623 198803 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Cholida Indryana, S.H.

Jabatan : Kepala Biro Persidangan Il

Unit Kerja : Biro Persidangan Il

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Memjyat Pernyataan

»
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Cholida Indryana, S.H.
NIP. 19600624 198803 2 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama : M. Dimyati Sudja, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Biro Persidangan |

Unit Kerja : Biro Persidangan |

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

M. Dimyati Sudja, S.Sos, M.Si
NIP. 19590910 198003 1 005




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil
Jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen
Unit Kerja : Biro Kerja Sama Antar Parlemen

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

St 195 VT

Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil
NIP. 19680402 199302 2 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si

Jabatan : Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan
Unit Kerja : Biro Kesekretariatan Pimpinan

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keabhlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

/

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si
NIP. 19650705 199103 1 003




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama : Yohannes O.l. Tahapari, S.H., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

Yohannes O.l. Tahapari, S.H., M.Si

NIP. 19601002 198203 1 004



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama - Juliasih, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Unit Kerja : Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Mgmbuat Pernyataan

-

Juliasih, S.H., M.H.
NIP. 19610725 198803 2 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Suratna, M.Si

Jabatan . Kepala Biro Protokol

Unit Kerja : Biro Protokol

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

Drs. Suratna, M.Si
NIP. 19640522 199103 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmad Budiaji, S.IP, M.Si

Jabatan . Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Unit Kerja : Biro Kepegawaian dan Organisasi
Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

Sty

Rahmad Budiaji, S.IP, M.Si
NIP. 19700801 199603 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
Jabatan
Unit Kerja
Instansi

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui

: Satyanto Priambodo, S.E., M.Si

: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

: Biro Perencanaan dan Keuangan

. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan
é

Satyan 4&%0 .E.. M.Si

NIP. 1962?‘719 198803 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Satyanto Priambodo, S.E., M.Si

Jabatan : PIt. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
Unit Kerja : Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019

NIP. 196#)719 198803 1 001



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Djustiawan Widjaya, S.Sos, M.A.P
Jabatan : Kepala Biro Umum

Unit Kerja : Biro Umum

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyata

#dstiawan Widjaya, S.Sos, M.A.P
IP. 19700706 199803 1 005




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama . Dr. Dewi Barliana S., M.Psi, QIA
Jabatan . Inspektur |

Unit Kerja . Inspektorat |

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

ot/

Dr. Dewi Barliana S.. M.Psi. QIA
NIP. 19620926 198803 2 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M
Jabatan . Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Unit Kerja . Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M
NIP. 19600419 198803 2 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nunu Nugraha Khuswara, SH, MH
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi

Unit Kerja : Pusat Data dan Informasi

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

==

Nunu Nugraha Khuswara, SH, MH
NIP. 19610623 198803 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Jabatan . Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

Unit Kerja : Pusat Perancangan Undang-Undang

Instansi : Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Mempuat Pernyataan

=)
Dr. Inosenti amsul, S.H., M.Hum
NIP. 1965071“99003 1007




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Unit Kerja . Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Instansi : Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

\

Rudi Roghmansyah, S.H., M.H.
NIP. 196?0213 199302 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si

Jabatan : Kepala Pusat Kajian Anggaran

Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran

Instansi : Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

Sy 2

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si
NIP. 19710911 199703 1 005




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama : Drs. Helmizar, M.E.

Jabatan : Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Unit Kerja . Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Instansi . Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jgkarta, Juni 2019
Yahg Membuat Pernyataan

-

Drs. Helmizar, M.E.
NIP. 19640719 199103 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Indra Pahlevi, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Pusat Penelitian

Unit Kerja : Pusat Penelitian

Instansi . Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juni 2019
Yang Membuat Pernyataan

L\:\'

Dr. Indra Pahlevi, S.IP, M.Si
NIP. 19711117 199803 1 004




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mohammad Djazuli, M.Si

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pemberitaan Parlemen
Unit Kerja : Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl dengan judul Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

- can

rs. Mohammad Djazuli, M.Si.
NIP. 19651031 199403 1002




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Irna Gusvita Indrikasari, S.H.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Hukum dan Pengaduan
Masyarakat

Unit Kerja : Bagian Hukum

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, & -Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

Irna Gusvita Indrikasari, S.H.
NIP. 19870827 201402 2002




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taryono, S.IP.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Perencanaan dan
Keuangan

Unit Kerja . Bagian Administrasi Keuangan

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas

Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

NIP. 19611224 198203 1002



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Sri Wahyu Budhi Lestari, S.E., M.A.B.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pengelolaan Barang Milik
Negara

Unit Kerja : Bagian Administrasi Barang Milik Negara

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl dengan judul Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan

Sri Wahyu Budhi Lestari, S.E.. M.A.B.
NIP. 196805221995022001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maryanto, S.A.P.

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Umum
Unit Kerja : Bagian Pengamanan Dalam

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas

Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

’MarvEntol LALP.

NIP. 1)9771 27 199803 1002




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Afniwaty Tanjung, S.E, M.E.

Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Inspektorat | dan
Inspektorat Il

Unit Kerja . Inspektorat Utama

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl dengan judul Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sukmalalana, S.E., S.S., M.A.P.

Jabatan . Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara

Unit Kerja : Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas

Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

_ Grekmg il

Sukmalalana, S.E., S.S.. M.A.P.
NIP. 19740325 200212 1009




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Denny Ramadon, S.E.

Jabatan . Auditor Muda

Unit Kerja . Inspektorat Il

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan

P

Dénny Ramadon, S.E.
NIP. 19860531 200912 1003




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Enden Adipati Koma, S.E., M.A.P.
Jabatan . Auditor Madya

Unit Kerja . Inspektorat Il

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa
Jabatan Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran Melalui Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI
SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enden Adipati Koma, S.E.,. M.A.P.
NIP. 19690715 199# 1004




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hedy Gunawan, SH, MM

Jabatan . Kepala Seksi

Unit Kerja : Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Instansi : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan

/
Hedy Gunawan, SH, MM




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Indrajaya, M.Sc

Jabatan : Kepala Subdit

Unit Kerja : Direktorat Politik dan Komunikasi

Instansi - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, | Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Terlampir

Jabatan . Pranata Komputer

Unit Kerja : Pusat Data dan Informasi

Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan

Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, M.T.|
NIP. 19821003 200912 1 001 =

Fariza Emra, S.T., M.Sc
NIP. 19800108 200912 1 001

rdinal Hendradjaja, S.T. M.Sc.
NIP. 19800813 200912 1 001




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Dewi Pusporini, S.T., M.E.

Jabatan . Kepala Bagian Perencanaan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Instansi . Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan

-

Dewi Pusporini, S.T., M.E.
NIP. 19741211 199903 2 005




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama
Jabatan
Unit Kerja
Instansi

: Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.
. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR
. Biro Perencanaan dan Keuangan
: Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2019
Yang uat Pernyataan

Titik Kurnianingsih, S.E., M.E.
NIP. 19790304 200212 2 004




SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . Terlampir

Jabatan : Staf Bagian Perencanaan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Menyatakan mendukung Kegiatan Proyek Perubahan Dedy Bagus Prakasa Jabatan
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI dengan judul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran Melalui

Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN).

Demikian surat pernyataan ini saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Emi M i
NIP. 1&;802 3199302 2 001

Pradanadi Saksesa D.l., S.Kom, M.Ak

NIP. 19891209 201402 1 002

\
LY
Niyan;i Anq?%asari, S.E.

NIP. 19890409 201402 2 002

—

Arifianto
NIP. 197811222000031001

Jakarta, Mei 2019
Yang Membuat Pernyataan

= Llhana

Rozanna Indrawardani, S.E.
NIP. 19850806 201402 2 002

i

Anggoro Agung Wijayanto, S.E.
NIP. 19840214 201402 1 001

Evi Rina :%r:jh,ﬁkri, S.E.

NIP. 197104291996032001

-

Rydelvi, S.E.
NIP. 19830210 200312 2 002



LAMPIRAN
Kegiatan 2: Membentuk Tim Efektif

NO. KEGIATAN Tanggal KETERANGAN
1: Rapat Pembentukan Tim Efektif 20 Mei | a. Surat Undangan
b. Daftar Hadir
c. Laporan Singkat
2. Permohonan ijin keterlibatan | 20 Mei |a. Nota Dinas
anggota tim di luar Bagian
Perencanaan kepada atasan
langsungnya
3. Pembuatan Surat Tugas Tim 20 Mei Nota Dinas

Surat Tugas Tim
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Nomor . 241 A /PK.01/SETJEN DAN BK DPR R1/05/2019 17 Mei 2019
Sifat . Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Undangan Rapat

Yth.

Daftar Nama Terlampir
Jakarta

Terkait dimulainya periode Implementasi Proyek Perubahan diklatpim v
Setjen dan BK DPR RI, maka kami mengundang Saudara untuk dapat hadir pada
rapat pembentukan tim efektif proyek perubahan Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran melalui Optimalisasi Sistem Aplikasi Perencanaan, yang akan

dilaksanakan pada

Hari/Tanggal . Senin, 20 Mei 2019
Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai
Tempat . Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5

Gedung Setjen dan BK DPR RI

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran

Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Mentoy,

Dewi Pusporini Z
NIP. 19741211 199903 2 005



http://www.dpr.go.id

Lampiran Surat Undangan Rapat Tanggal 20 Mei 2019

Daftar Nama

No. Nama Jabatan

1. Dewi Pusporini, S.T., M.E. Kepala Bagian Perencanaan

2. | Titik Kurnianingsih, S.E., M.E. Kepala Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran DPR

3. Dedy Bagus Prakasa Kepala Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran Setjen

4. | Anggoro Agung Wijayanto, S.E. Analis Perencanaan

5. Emi Muryani Analis Perencanaan

6. Niyanti Anggitasari, S.E. Analis Perencanaan

7. Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, | Analis Perencanaan

S.Kom, M.Ak

8. Rozanna Indrawardani, S.E. Analis Perencanaan

9. Evi Rini Haijinah Fikri, S.E. Pengelola Data

10. | Rydelvi, S.E. Pengelola Data

11. | Arifianto Pengadministrasi Umum

12. | Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, | Pranata Komputer Madya

13. 'I\=Aa—rr|zla Emra, S.T., M.Sc Pranata Komputer Madya

14. | Erdinal Hendradjaja, S.T. M.Sc Pranata Komputer Muda




DAFTAR HADIR

RAPAT KOORDINASI

Senin, 20 Mei 2019

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1.
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15.
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17
18. -
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20.




HASIL RAPAT KOORDINASI
TIM EFEKTIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS ANGGARAN MELALUI OPTIMALISASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2019

Waktu . Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Tempat . Ruang Rapat Bagian Perencanaan, Gd. Setjen dan Badan Keahlian Lantai 5
Pimpinan Rapat : Dedy Bagus Prakasa

Sifat Rapat :  Koordinasi

Acara . Pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan

PESERTA

Bagian Perencanaan.
Bidang Data dan Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN
Menindaklanjuti Laboratorium Kepemimpinan atas Proyek Perubahan Diklatpim IV, maka perlu
dibentuk Tim Efektif untuk menunjang kesuksesan proyek perubahan.

PEMBAHASAN

1.
&

W

Tim Efektif melibatkan personil di Bagian Perencanaan dan Pranata Komputer.

Pranata Komputer yang aktif dalam pembuatan aplikasi SINCAN hanya Airlangga, Fariza, dan

Erdinal. Sebaiknya melibatkan mereka kembali di dalam pengembangan SINCAN.

Tim Efektif dibagi menjadi tiga tim, yaitu tim substansi, tim administrasi, dan tim IT.

Pengembangan aplikasi SINCAN dibagi ke dalam tiga tahap:

a. Tahap pertama/jangka pendek membuat aplikasi/fitur auto rejection dan pengecekan manual
oleh Bagian Perencanaan.

b. Tahap kedua/jangka menengah, perlu dibuat interkoneksi dengan aplikasi Standar Harga.

c. Tahap ketiga/jangka Panjang, akan dibuat aplikasi TOR dan RAB di aplikasi SINCAN.

Penggunaan aplikasi SINCAN telah memiliki dasar hukum yaitu SK Sekjen DPR RI Nomor

491/SEKJEN/2019 tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN) Dalam

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

DPR RI. Apakah perlu dibuat dasar hukum kembali berupa SK Sekjen untuk penyampaian data

dukung secara elektronik melalui aplikasi SINCAN?

Dasar hukum yang digunakan untuk penyampaian data dukung secara elektronik dapat berupa

Surat Edaran (SE) Sekjen karena penyampaian data dukung tersebut merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari aplikasi SINCAN. SE Sekjen dapat digunakan untuk penyampaian informasi

yang bersifat penting.

Penyampaian data dukung tersebut dibutuhkan saat proses penyusunan Pagu Anggaran. Pagu

Anggaran baru akan terbit paling cepat sekitar akhir Juli. Namun, proses penyampaian data

dukung tersebut sudah dapat dimulai saat Pagu Indikatif sebagai test the water.

Penyampaian data dukung secara elektronik tersebut, selain untuk proyek perubahan juga dapat

menjadi bagian dari tindak lanjut hasil temuan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2018. BPK

menilai KPA kurang cermat dalam menyusun perencanaan anggaran, khususnya terkait

kesesuaian klasifikasi belanja pada DIPA. Beberapa kegiatan tidak dilengkapi data dukung dan

kurang tertib administrasi.



KEPUTUSAN

1.
2.
3.

Segera ajukan surat ijin melibatkan pranata komputer ke Kepala BDTI.

Surat tugas agar segera dibuat dan ditandatangani Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

SE Sekjen segera dibuat sebagai dasar kebijakan penyampaian data dukung secara elektronik
dan tindak lanjut temuan BPK. SE Sekjen harus diajukan segera karena kesibukan Sekjen yang
cukup padat terkait dengan kegiatan pasca pemilu.

Pimpinan Rapat,
%//’
il

4qus Prakasa
NIP. 19840423 200912 1003
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NOTA DINAS

NOMOR : 2 2()/PK.01/05/2019

'th : Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
Dari : Kepala Bagian Perencanaan

ial : Persetujuan

‘anggal : 20 Mei 2019

Untuk menunjang dan mendukung proyek perubahan Dedy Bagus Prakasa,
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan keahlian DPR Rl yang berjudul Peningkatan Akuntabilitas Anggaran melalui
Optimalisasi Sistem Informasi Perencanaan (PAMALI SINCAN), kami bermaksud
mohon ijin untuk mengikutsertakan nama-nama dibawah ini untuk terlibat di
dalam tim efektif.

Adapun nama-nama yang akan kami libatkan sebagai berikut:

1 | Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, | 19821003 200912 1 001 | Pranata Komputer 1
M.T.I. | Madya
2 Fariza Emra, S.T., M.Sc | 19800108 200912 1 001 | Pranata Komputer
Madya
3. | Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc 19800813 200912 1 001 | Pranata Komputer
Madya

Sehubungan dengan itu mohon Saudara untuk dapat menugaskan 3 (tiga)
orang dimaksud untuk menjadi anggota tim.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kabag Perencanaan,

7/ L
Dewi Pusporini E
NIP.1974 1211 199903 2 005
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

) JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
P | S TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : PK/ 4 5 /SETJEN DAN BK DPR RI1/V/2019

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan rencana anggaran yang akuntabel,
penggunaan anggaran melalui belanja yang lebih berkualitas, dan
mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good
corporate governance), dipandang perlu untuk mengoptimalkan Sistem
Informasi Perencanaan (SINCAN)

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

4. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 491/SEKJEN/2019 tentang Penggunaan
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN) Dalam Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Memberi Tugas Kepada :

NO|  NAMA Nk ) ~ JABATAN
1 | DewiPusporini,S.T, M.E | 19741211199903 2 005 | Kepala Bagian Perencanaan
2 | Dedy Bagus Prakasa, S.E, M.Ak 19840423 200912 1 003 I‘Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
| dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
) B | BadanKeahlian DPRRI )
3 | Titik Kurnianingsih, S.E, M.E 19790304 200212 2 004 | Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
, o . |danAnggaranDPRRI
4 | Anggoro A. Wijayanto, S.E 19840214 201402 1 001 | Analis Perencanaan -
5 | Emi Muryani | 19680203 1993022001 | Analis Perencanaan
6 | Niyanti Anggitasari, S.E i 19890409 201402 2 002 | Analis Perencanaan
7 | Pradanadi Saksesa D.l, S.Kom. M.AK 19891209 201402 1 002 | Analis Perencanaan
8 | Rozanna Indrawardani, S.E 19850806 201402 2 002 | Analis Perencanaan
| 9 | EviRina Haijinah Fikri, S.E | 19710429199603 2001 | PengelolaData
10 | Rydelvi S 19830210 200312 2 002 | Pengelolabpata
11 | Arifianto | 19781122 200003 1001 | Pengadministrasi Umum -
12 | Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, 19821003 200912 1 001 | Pranata Komputer Madya
| MT.L ) - - I
13 | Fariza Emra, S.T., M.Sc 19800108 200912 1 001 | Pranata Komputer Madya
14 | Erdinal Hendradjaja, S.T., M.Sc | 19800813 200912 1001 | Pranata Komputer Muda
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Untuk melaksanakan tugas dalam tim efektif mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 20 Juli 2019, dengan

kegiatan sebagai berikut :

1 Menyusun konsep Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Proses Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R

2 Merancang pengembangan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN)

3 Melakukan ujicoba dan sosialisasi terkait dengan pengembangan terbaru aplikasi Sistem
Informasi Perencanaan (SINCAN)

4 Melakukan kegiatan-kegiatan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan
Demikian Surat Tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 20 Mei 2019
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Satyahto $riamqQdo/S.E., M.Si
NIP. 19671008 199403 1 003




LAMPIRAN

Kegiatan 3: Menyusun Dasar Hukum/Surat Edaran Sekretaris
Jenderal DPR RI terkait penyampaian data dukung secara elektonik
melalui aplikasi SINCAN



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

NOTA DINAS

NOMOR: 2245 /PK.01/05/2019

Yth : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari : Kepala Bagian Perencanaan
Hal : Permohonan Koreksi

Tanggal 171 Mei 2019

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, konsep Surat Edaran yang
ditujukan kepada Para Kepala Biro/Pusat/Inspektur, Hal Proses Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPRRL

Sekiranya tidak ada koreksi, mohon perkenan Bapak untuk dapat
meneruskan konsep surat edaran dimaksud kepada Bapak Plt. Deputi Bidang
Administrasi.

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Perencanaan,

(]

\4

Dewi Pusporini °
NIP. 19741211 199903 2 005
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
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Yth
Dari
Hal
Tanggal

NOTA DINAS

NOMOR: PK/ 444 /SETJEN DAN BK DPR RI/ 05/2019

: PIt. Deputi Bidang Administrasi

: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
: Permohonan Koreksi

: 21 Mei 2019

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Surat Edaran yang
ditujukan kepada Para Kepala Biro/Pusat/Inspektur, Hal Proses Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPRRI, sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI bahwa Biro
Perencanaan dan Keuangan akan melakukan sosialisasi dengan materi
sosialisasi terkait dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR Rl sebagai
Pengguna Anggaran tentang Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Sekiranya tidak ada koreksi, mohon perkenan Bapak untuk dapat
meneruskan surat edaran dimaksud kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPR RI.

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan

Satyantd Pfi : M.(J{,
NIP. 19661008 199403 1 00
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Yth
Dari
Hal
Tanggal

NOTA DINAS

NOMOR: DA/ 342 /SETJEN DAN BK DPR R1/05/2019

: Sekretaris Jenderal DPR RI

: PIt. Deputi Bidang Administrasi
: Permohonan Tanda Tangan
:2)1 Mei 2019

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, Surat Edaran yang
ditujukan kepada Para Kepala Biro/Pusat/Inspektur, Hal Proses Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPRRI, sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI bahwa Biro
Perencanaan dan Keuangan akan melakukan sosialisasi dengan materi
sosialisasi terkait dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai
Pengguna Anggaran tentang Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Sekiranya tidak ada koreksi, mohon perkenan Bapak untuk dapat
menandatangani surat edaran dimaksud.

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Administrasi

i

Nunu Nugrah 1swara, S.H.
NiP. 19610623 198803 1 001 4 %
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SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: | /SEKJEN/2019

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN (SINCAN)
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Perencanaan anggaran di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar berjalan secara efisien,
efektif, tepat waktu dan akuntabel diperlukan Aplikasi Sistem
Informasi Perencanaan (SINCAN);

bahwa untuk penggunaan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Republik
Indonesia tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi
Perencanaan (SINCAN) dalam Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran di Lingkungan Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Angaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.02/2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1490); X



'™

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

D

4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM
INFORMASI  PERENCANAAN . (SINCAN) DALAM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.

Seluruh proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian
Lembaga (RKA-KL) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat harus melalui Aplikasi Sistem
Perencanaan (SINCAN).

Keputusan ini mulai berlaku pada penyusunan anggaran Tahun 2019,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN  Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Keahlian:;

2. Para Deputi dan Inspektur Utama di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI:

3. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI:

4. Kepala Bagian/Bidang di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS JENDERAL,
-

INDRA ISKANDAR %

NIP. 1966111419970310012
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Jakarta,24Mei 2019
Yth. Kepala Biro/Pusat/Inspektur

Di Lingkungan Setjen dan BK DPR R|

SURAT EDARAN
NOMOR : S]/07285SETJEN DAN BK DPR RI/PK.01/05/2019

TENTANG
PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Bahwa dalam

peryusunan RKA-K/L agar dapat memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

1. Kegiatan yang harus diperhatikan berdasarkan SEB Menteri Keuangan dan Kepala
Bappenas adalah untuk efisiensi belanja honorarium, perjalanan dinas, dan paket
meeting, termasuk pembatasan Rapat Dalam Kantor (RDK) dan konsinyering,

2. Dalam penyusunan RKA-K/L diperhitungkan secara terinci dan mendetail, serts
tidak menggunakan perhitungan secara paket kegiatan,

3. Dalam penyusunan RKA-K/L Wajib menyertakan data dukung berupa Kerangka
Acuan Kegiatan/Term of Reference (KAK/TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB),
dan Price List yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro/Pusat/Inspektur dan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Penyampaian data dukung dalam bentuk soft copy melalui aplikasi Sistem

Perencanaan (SINCAN).

L

Kegiatan yang tidak menyertakan data dukung secara lengkap dan jelas akan

tertolak secara otomatis oleh Sistem di proses berikutnya.




Demikian untuk diketahui, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal DPR RI,
-
Indra nda

NIP.19661114 1997031001
Tembusan;

1. Yth. Deputi Bidang Persidangan;
2. Yth. Inspektorat Utama;
3. Yth. Plt. Deputi Bidang Administrasi.
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NOTA DINAS

NOMOR: %2/ |PK.01/07/2019

Yth : Pit. Deputi Bidang Administrasi
Dari : Kepala Bagian Perencanaan
Hal : Permohonan Koreksi

Tanggal : 19 Juli 2019

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, konsep surat yang
ditujukan kepada Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur, Hal

Penyampaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2020
berdasarkan Pagu Anggaran.

Sekiranya tidak ada koreksi, mohon perkenan Bapak untuk dapat

meneruskan konsep surat dimaksud kepada Bapak Sekretaris Jenderal
DPR RI.

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Kepala Bagian Perencanaan
Dewi Pusporini(O~
NIP. 197412111999032005
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NOTA DINAS
NOMOR : DA/ ISETJEN DAN BK DPR R1/07/2019
Yth : Sekretaris Jenderal DPR RI
Dari : PIt. Deputi Bidang Administrasi
Hal : Permohonan Tanda Tangan

Tanggal : 19 Juli 2019

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, surat yang ditujukan
kepada Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur, Hal Penyampaian

Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2020 berdasarkan Pagu
Anggaran.

Sekiranya tidak ada koreksi, mohon perkenan Bapak untuk dapat
menandatangani surat dimaksud.

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pit. Deputi Bidang Administrasi,

B

Nunu Nugraha Khuswara, $.H., M.H
NIP. 19610623 198803 1 001
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lomor
ifat
ampiran
erihal

{epada Yth.

SJ/15tL/SETJEN DAN BK DPR RI/ PK.01/7/2019 19 Juli2019
Penting

Penyampaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPRRI

“Tahun 2020 berdasarkan Pagu Anggaran

ara Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur
)i Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

akarta

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-533/MK.02/2019 tanggal 16

Juli 2019 Hal Pelaksanaan Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L TA 2020, bersama
ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

iR

vl

Pagu Anggaran DPR Rl Tahun 2020 mendapatkan tambahan anggaran sebesar
Rp1.200.000.000.000,00 yang seluruhnya digunakan untuk memenubhi
kebutuhan Dewan.

Pagu Anggaran Satker Setjen Tahun 2020 sama dengan yang tertera dalam Pagu
Indikatif. Untuk itu Bapak/Ibu Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur diharapkan
dapat segera menyusun ulang rencana kerja dari Unit kerja masing-masing
dengan lebih mengedepankan prioritas kerja yang akan dicapai.

Unit kerja diberikan kesempatan untuk mengubah struktur anggarannya dan
menginputnya kedalam aplikasi SINCAN paling lambat hari Selasa, 23 Juli 2019,
pukul 12.00 WIB. Bagi unit kerja yang tidak melakukan perubahan atau
terlambat menyesuaikan struktur anggarannya, selanjutnya akan digunakan
struktur anggaran yang telah disampaikan dalam Pagu Indikatif.

Kelengkapan data dukung seperti TOR/KAK, RAB, pricelist, dan data dukung
lainnya disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SINCAN untuk keperluan
reviu dan penelaahan oleh Kementerian Keuangan. Contoh format TOR/KAK
dapat diunduh (download) di dashboard/halaman muka aplikasi SINCAN.

Hal-hal yang harus diperhatikan pada penyesuaian Pagu Anggaran adalah

a. Kebutuhan belanja rutin seperti belanja pegawai, dan kegiatan mendesak
lainnya yang akan dilaksanakan di awal tahun 2020.

b. Anggaran untuk pembayaran honorarium Pegawai Kontrak (Pegawai
Tidak Tetap) selama 13 bulan dan sudah termasuk didalamnya komponen
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BPJS Ketenagakerjaan diprioritaskan. Pengalokasian honorarium PTT
harap didetailkan berdasarkan hasil Tim Pengelolaan PPNPN Setjen dan
BK DPR RI, dan tidak boleh dipaketkan.

c. Melakukan efisiensi perjalanan dinas (konsinyering, paket meeting,
Rapat Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja, uang saku pemeriksa didalam
kantor untuk auditor) dan honorarium tim (untuk tim yang selalu
dianggarkan selama 3 tahun berturut-turut dan tim yang kegiatannya
merupakan TUPOKSI).

d. SBM Tahun 2020 sudah diupload dalam Portal DPR RI dengan perubahan
antara lain:
1. Uang Saku RDK turun dari SBM 2019

2. Honorarium narasumber bila narasumber berasal dari Eselon I
Penyelenggara, maka honorarium yang diberikan sebesar 50%

3. dan lain-lain untuk diperhatikan dalam SBM tersebut.

Demikian kami sampaikan, untuk selanjutnya dapat dijadikan arah kebijakan
dalam penyusunan Pagu Anggaran Tahun 2020,

Sekretaris Jenderal,

/
Indra Iskandar. *.4

NIP, 19661114 199703 1 001"~

nbusan:

Deputi Bidang Persidangan,-
nspektur Utama,-

Plt. Deputi Bidang Administrasi.



LAMPIRAN

Kegiatan 4: Merancang penambahan fitur baru

IT (BDTI)

Daftar Hadir
Laporan Singkat

NO. KEGIATAN Tanggal KETERANGAN
1. | Rapat koordinasi dengan Tim 21 Mei a. Surat Undangan
IT (BDTI) b. Daftar Hadir

c. Laporan Singkat
2. | Rapat koordinasi dengan Tim 31 Mei a. Surat Undangan
IT (BDTI) ~ | b. Daftar Hadir
c. Laporan Singkat
3. | Rapat koordinasi dengan Tim 12 Juni a. Surat Undangan
b.
G.
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Nomor : PK/444/SETJEN DAN BK DPR RI/05/2019 Jakarta, 20 Mei 2019
Sifat . Penting

Lampiran I

Perihal ¢ Undangan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja

Kepada Yth :

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kepala Bagian Perencanaan beserta jajaran terkait
3. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi beserta jajaran terkait

SETJEN DPR-RI
JAKARTA

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Bagian Perencanaan akan mengadakan Rapat Dalam Kantor
di Luar Jam Kerja, yang dilaksanakan pada :

Tanggal . Selasa, 21 Mei 2019

Tempat : Ruang Rapat Perencanaan

Waktu : Pukul 03:00:00 s.d. 06:00:00 WIB

Acara : Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Pere dan Keuangan,

SI.A
NIP. 19661008199403 1003
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1ggal : Selasa, 21 Mei 2019

ktu

1 03:00:00 s.d. 06:00:00

npat : Ruang Rapat Perencanaan

ara

: Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

DAFTAR HADIR
RAPAT DALAM KANTOR DILUAR JAM KERJA
Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H. | 196106231988031001 Kepala Pusat Data dan Informasi 1
Satyanto Priambodo, S.E., M.Si. 186610081994031003 Kepala Biro Perencanaan dan

Keuangan
Dewi Pusporini, S.T., M.E. 197412111999032005 Kepala Bagian Perencanaan

v

Djoko Hanggoro, S.T. 187012282000031003 Kepala Bidang Data dan Teknologi 4

Weras: © o ] B
lkawati, S.E., M.M. 187602032002122001 Kepala Subbagian Upacara
Ahmad Gofar, S H. 196411251998031001 Kepala Subbagian Tata Usaha
Titik Kurnianingsih, S.E., M.E. 197903042002122004 Kepala Subbagian Penyusunan 7 ( "

Program dan Anggaran DPR ( y /\/\,

AN

Haryanti, S.A.B., M.A.P. 197903281999032001 Kepala Subbagian Rapat 8
Nina Herlina, S.H. 197910152005022001 Kepala Subbagian Rapat
Asep Supriadi, S.A.P., M.AP 198106282005021001 Kepala Subbagian Formasi 1W
Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak. 198404232009121003 Kepala Subbagian Penyusunan 11/k?”

Program dan Anggaran Sekrelariat A

Jenderal dan Badan Keahlian
Fariza Emra, S.T., M.Sc. 198001082009121001 Pranata Komputer Madya / 12 ‘*{ )
Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., 188210032009121001 Pranata Komputer Madya 13 ]\i»«“ )
M.T.L. f\\“\‘ j“ )

P

Agus Supriyono, S.S., M.A.P. 196902082003121003 Widyaiswara Ahli Muda 14/ W/
Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc. 198008132009121001 Pranata Komputer Muda

MUHAMMAD SASMITO ADI

199510032019031001

Pranata Komputer Pelaksana

WIBOWO, A.Md
A
DANIEL TRI WIDYATMOKO, A.Md 199612012019031001 Pranata Komputer Pelaksana 17 ' ‘
a
Emi Muryani 196802031993022001 Analis Perencanaan




NAMA

NIP

JABATAN

TANDA TANGAN
1)

Evi Rina Haijinah Fikri, S.E.

197104291996032001

Pengelola Data

Arifianto

197811222000031001

Pengadministrasi Umum

Siti Rahmawati, S.E.

198006112003122004

Pengelola Data

Heru Pribadi, S.A.P.

188111012001121002

Penyusun Bahan Kebijakan

Anggoro Agung Wijayanto, S.E.

198402142014021001

Analis Perencanaan

Rozanna Indrawardani, S.E.

198508062014022002

Analis Perencanaan

Imas Arianinsih, S.Sos.

198608302005022001

Penyusun Bahan Kebijakan

Niyanti Anggitasari, S.E. 198904092014022002 Analis Perencanaan

Pradanadi Saksesa Drinanda 198912092014021002 Analis Perencanaan 2
Ibrahim, S.Kom.M.Ak G
IRMA YULISTIANI, S E. 199406212019032001 Analis Perencanaan

DINA DWIJAYANTI 180000171 PPNPN

IHSAN SYAMSUL A 180000300 PPNPN
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LAPORAN HASIL RAPAT

Pengundang : BAGIAN PERENCANAAN
No. Surat Undangan . PK/444/SETJEN DAN BK DPR RI/05/2019

Tgl. Surat Undangan  : Senin, 20 Mei 2019

Tgl. RDK . Selasa, 21 Mei 2019

Waktu : 03:00:00 s.d. 06:00:00

Tempat : Ruang Rapat Perencanaan

Acara : Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

Peserta . Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Pusat Data dan Informasi, Kepala

Bidang Data dan Teknologi Informasi, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala
Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Formasi, Kepala Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian, Kepala
Subbagian Upacara, Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR,
Kepala Subbagian Rapat, Pranata Komputer Muda, Widyaiswara Ahli Muda, Pranata
Komputer Pelaksana, Pranata Komputer Madya, Pengadministrasi Umum,
Penyusun Bahan Kebijakan, Pengelola Data, Analis Perencanaan, PPNPN

CATATAN / KESIMPULAN

PENDAHULUAN
Menindaklanjuti Laboratorium Kepemimpinan atas Proyek Perubahan Diklatpim IV, maka perlu dilakukan

pengembangan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN). Pengembangan tersebut akan digunakan
dalam penyusunan anggaran tahun 2020.

PEMBAHASAN

1. Selama ini, Bagian Perencanaan mengalami kesulitan dalam meminta data dukung ke unit kerja. Perlu dibuat
sistem yang memaksa unit kerja untuk menyampaikan secara tepat waktu.

2. Fitur auto rejection atas usulan perlu dipertimbangkan. Setiap usulan yang tidak dilengkapi data dukung akan
tertolak.

3. Ada masukan dari penguji rencana proyek perubahan dan Inspektur Utama terkait dengan usulan fitur auto
rejection. Bagaimana dengan kualitas dari dating tersebut. Jangan sampai data dukung yang diinput ke SINCAN
hanya formalitas namun tidak ada hubungannya dengan substansi.

4. Perlu dibuat mekanisme double check untuk memantau isi dari menu upload data dukung tersebut. Bagian
Perencanaan perlu mengecek apakah data dukung yang diupload sudah scsuai kriteria atau belum.
Kelemahannya, ada ruang hampa atas pengecekan tersebut karena konflik kepentingan atau human error.

5. Pembuatan TOR dan RAB online akan dikembangkan untuk jangka panjang. Agak sulit dipaksakan dalam
jangka pendek karena keterbatasan tenaga pranata computer. TOR dan RAB online terscbut dikerjakan di
aplikasi SINCAN. Akan dibuat template khusus seperti aplikasi pembuatan surat.

6. Pengembangan SINCAN dibagi ke dalam tiga tahap.

a. Tahap pertamal/jangka pendek membuat aplikasi/fitur auto rejection dan pengecekan manual oleh Bagian
Perencanaan. Saat ini fokus di pengumpulan data dukung

b. Tahap kedualjangka menengah, perlu dibual interkoneksi dengan aplikasi Standar Harga.

c. Tahap ketiga/jangka panjang, akan dibuat aplikasi TOR dan RAB di aplikasi SINCAN.

KEPUTUSAN

1. Pengembangan SINCAN dibagi ke dalam tiga tahap.

a. Tahap pertamaljangka pendek membuat aplikasi/fitur auto rejection dan pengecekan manual oleh Bagian
Perencanaan. Saat ini focus di pengumpulan data dukung.

b. Tahap kedualjangka menengah, perlu dibuat interkoneksi dengan aplikasi Standar Harga.

c. Tahap ketiga/jangka panjang, akan dibuat aplikasi TOR dan RAB di aplikasi SINCAN.
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2. Penambahan fitur diperkirakan akan sclesai setelah lebaran. Selelah itu dilakukan ujicoba untuk melihat
bug/error.

3. Sosialisasi ke seluruh user akan dilakukan pertengahan atau akhir Juni 2019,

Jakarta, 21 Mci 2019

Kepala Subbagian Penyusunan Program
dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian,
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Nomor ; ?Bf: A /PK.01/SETJEN DAN BK DPR R1/05/2019 29 Mei 2019
Sifat . Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal . Undangan Rapat

Yth.

Tim Efektif Peningkatan Akuntabilitas Anggaran
Melalui Optimalisasi Sistem Aplikasi Perencanaan
(nama terlampir)

Jakarta

Dalam rangka Implementasi Proyek Perubahan Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran melalui Optimalisasi Sistem Aplikasi Perencanaan, maka kami
mengundang Saudara untuk dapat hadir pada yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal . Jumat, 31 Mei 2019

Waktu . Pukul 09.00 s.d. selesai

Tempat . Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5
Gedung Setjen dan BK DPRRI

Acara . Pengembangan Sistem Aplikasi Perencanaan

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran

Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Project Leader,
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Lampiran Surat Undangan Rapat Tanggal 31 Mei 2019

Daftar Nama

No. Nama Jabatan

1. | Titik Kurnianingsih, S.E., M.E. Kepala Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran DPR

2. Dedy Bagus Prakasa Kepala Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran Setjen

3. | Anggoro Agung Wijayanto, S.E. Analis Perencanaan

4. Emi Muryani Analis Perencanaan

S. Niyanti Anggitasari, S.E. Analis Perencanaan

6. Pradanadi Saksesa Drinanda |brahim, | Analis Perencanaan

S.Kom, M.Ak

7. Rozanna Indrawardani, S.E. Analis Perencanaan

8. Evi Rini Haijinah Fikri, S.E. Pengelola Data

9. Rydelvi, S.E. Pengelola Data

10. | Arifianto Pengadministrasi Umum

11. | Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, | Pranata Komputer Madya

12. I|\=/|a-rr|zla Emra, S.T., M.Sc Pranata Komputer Madya

13. | Erdinal Hendradjaja, S.T. M.Sc Pranata Komputer Muda




DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI

Jumat, 31 Mei 2019

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
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HASIL RAPAT KOORDINASI
TIM EFEKTIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS ANGGARAN MELALUI OPTIMALISASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal : Jumat, 31 Mei 2019

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Perencanaan dan Keuangan, Gd. Setjen dan Badan Keahlian
Lantai 1

Pimpinan Rapat : Dedy Bagus Prakasa

Sifat Rapat . Koordinasi

Acara . Pengembangan Sistem Aplikasi Perencanaan

PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Laboratorium Kepemimpinan atas Proyek Perubahan Diklatpim IV, maka perlu
memantau perkembangan aplikasi SINCAN sebagai bentuk proyek perubahan.

PEMBAHASAN

;

Menu/fitur unggah (upload) data dukung telah tersedia dan dimanfaatkan. Bisa untuk berbagai
format dokumen.

2. Tim Substansi telah melakukan serangkaian uji coba mulai tanggal 27 — 31 Mei 2019. Terdapat
beberapa hal yang perlu dibahas Bersama.

3. Surat Edaran (SE) Sekjen DPR RI terkait penyampaian data dukung telat terbit lebih cepat
disbanding estimasi awal. Perlu segera disempurnakan terkait dengan bug/error.

4. Unit kerja belum ada yang memasukkan data dukung karena kurangnya sosialisasi. Melihat
kondisi yang ada, minggu terakhir menjelang libur Idul Fitri kurang efektif untuk melakukan
sosialisasi.

5. Sosialisasi rencananya akan diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni 2019 dengan sasaran
seluruh staf unit kerja dan staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

6. Modul dilengkapi dengan menu/fitur terbaru.

KEPUTUSAN

1. Bug/error akan segera diperbaiki pasca libur Idul Fitri.

2. Modul aplikasi SINCAN akan diperbaharui.

Pimpinan Rapat,

G

m Prakasa

NIP. 19840423 200912 1003
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Nomor . PK/490/SETJEN DAN BK DPR RI/06/2018 Jakarta, 12 Juni 2019
Sifat : Penting

Lampiran Do-

Perihal : Undangan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja

Kepada Yth :

1. Kepala Pusat Data dan Informasi
2. Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi beserta jajaran terkait

SETJEN DPR-RI

JAKARTA

Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Bagian Perencanaan akan mengadakan Rapat Dalam Kantor
di Luar Jam Kerja, yang dilaksanakan pada :

Tanggal : Rabu, 12 Juni 2019

Tempat : Ruang Rapat Perencanaan

Waktu : Pukul 16:30:00 s.d. 19:30:00 WIB

Acara . Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

NIP. 1966100 19@40310?)’ #
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ggal : Rabu, 12 Juni 2019

0 16:30:00 s.d. 19:30:00

pat : Ruang Rapat Perencanaan

: Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

DAFTAR HADIR
RAPAT DALAM KANTOR DILUAR JAM KERJA

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Satyanto Priambodo, S.E., M.Si. 196610081994031003 Kepala Biro Perencanaan dan 1

Keusngan | T
Titik Kurnianingsih, S.E., M.E. 197903042002122004 Kepala Subbagian Penyusunan

Program dan Anggaran DPR
Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak. 198404232009121003 Kepala Subbagian Penyusunan 3 I’/:;‘;,«

Program dan Anggaran Sckretariat // Al

Jenderal dan Badan Keahlian //
Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak 198409052009122003 Kepala Subbagian Moniloring dan /

Evaluasi

\
Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., 198210032009121001 Pranata Komputer Madya 5 ‘ \L\\f* v
M.T.I. [ VA /
MUHAMMAD SASMITO ADI 199510032019031001 Pranata Komputer Pelaksana
WIBOWO, A.Md
DANIEL TRI WIDYATMOKO, A.Md 199612012019031001 Pranata Komputer Pelaksana
Seno Wibisukmana, S.Kom. 197111101999021001 Analis Laporan Keuangan
Iding, S.E. 196308231986031002 Pengelola Anggaran
1A
Evi Rina Haijinah Fikri, S.E. 197104291996032001 Pengelola Data 10 . (<7
A

Heru Pribadi, S.A.P. 198111012001121002 Penyusun Bahan Kebijakan

Rydelvi, S.E.

198302102003122002

Pengelola Data

Anggoro Agung Wijayanto, S.E. 198402142014021001 Analis Perencanaan

Rozanna Indrawardani, S.E. 198508062014022002 Analis Perencanaan

Niyanti Anggitasari, S.E. 188904092014022002 Analis Perencanaan

Pradanadi Saksesa Drinanda 198912082014021002 Analis Perencanaan

Ibrahim, S.Kom.M.Ak

IRMA YULISTIANI, S.E. 199406212019032001 Analis Perencanaan 17
g

DINA DWIJAYANT] 180000171 PPNPN
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LAPORAN HASIL RAPAT

Pengundang . BAGIAN PERENCANAAN

No. Surat Undangan . PKI4Q0/SETJEN DAN BK DPR RI/06/2018

Tgl. Surat Undangan : Rabu, 12 Juni 2019

Tgl. RDK : Rabu, 12 Juni 2019

Waktu : 16:30:00 s.d. 19:30:00

Tempat . Ruang Rapat Perencanaan

Acara . Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan

Peserta : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subbagian Penyusunan Program

dan Anggaran DPR, Kepala Subbagian Monitoring dan Evaluasi, Kepala Subbagian
Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian,
Pranata Komputer Madya, Pranata Komputer Pelaksana, Penyusun Bahan
Kebijakan, Pengelola Data, Analis Laporan Keuangan, Pengelola Anggaran, Analis
Perencanaan, PPNPN

CATATAN / KESIMPULAN

PENDAHULUAN

Menindaklanjuti hasil uji coba proyek perubahan, maka diperlukan beberapa perbaikan di aplikasi SINCAN dan
untuk selanjutnya didiskusikan dan dilaporkan ke programmer aplikasi SINCAN.

PEMBAHASAN

1. Berdasarkan hasil uji coba, masih terdapat beberapa error/bug sebagai berikut:

a. Error pada tampilan “Daftar Form Belanja", untuk Header/Sub Header terkadang berada di bawah detail-nya.
b. Ketidaksesuaian antara "Daftar Form Belanja" dengan "Daftar Laporan” pada kertas kerja RKAKL.

¢. Tampilan "00" sebaiknya disamakan.

2. Telah terdapat fitur Upload Data Dukung. Apabila dimunculkan secara otomatis maka akan semua detail
kegiatan akan terdapat tampilan tersebut termasuk jamuan rapat.

3. Fitur Upload Data Dukung sebaiknya hanya untuk kegiatan yang memerlukan data dukung seperti Honorarium
Tim, Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Modal, dan kegiatan lain yang dirasa perlu.

4. Dibutuhkan mekanime untuk melakukan cross check atas kualitas data dukung. Bentuknya apakah verifikasi
dari Perencanaan? Unit kerja tidak dapat mengetahui sistem tersebut kecuali perencanaan.

KEPUTUSAN
1. Error/Bug akan diperbaiki segera.
2. Akan dibuat sistem verifikasi atas kualitas data dukung, apakah sudah sesuai standar/yang dibutuhkan.


http://www.dpr.go.id

Jakarta, 12 Juni 2019

Kepala Subbagian Penyusunan Program
dan Anggaran Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian,

A

v

7
/

,.//<
De€dy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.
NIP. 198404232009121003



LAMPIRAN

Kegiatan 5: Mengujicoba fitur baru



HASIL EVALUASI SISTEM PERENCANAAN DPR RI
BIRO PERENCANAAN DAN PENGAWASAN
TERKAIT SISTEM INFORMASI PERENCANAAN TANGGAL 27 — 31 MEI 2019

A. Bug
I Error pada tampilan “Daftar Usulan (Struktur Anggaran”. Seharusnya saat satu

“Kegiatan™ dipilih, yang muncul hanya rincian dari “Kegiatan™ tersebut. Contoh:

Peren canaau Data Perencanaan Daftar Laporan

Daftar Usulan (Struktur Anggaran)

Kegiatan © 5781 - Persidangan Komisi dan Paripuma v St

s

01 | SEKRETARIAT JENDERAL [Eifit] [Delete]

Rekam Program

0 Frogram Dukungan Manajemen Pelsksanasn Tugas Teknis Lainnya Sekretarias Jenderal DPR RI [E fit] [Delete] Rekam Kegiatan
5781 Persidangan Komisi dan Paripurna [Edit] [Delete) Rekam Output

{Edit] (Delete] Rekam Sub Output

001 Tanpa Sub Cut; [Delete] Rekam Komponen

| Perumusan Bahan Kebifakan Biro Persidangan | [Edit] [Deleta] Rekam Sub Komgonen

A Perumusan Bahan Kebijakan Biro Persidangan | [Edit] [Delete] Rekam Akun

521211 | Belanja Bahan [Edit] [Delote]
522151 | Belanfa Jasa Profesi (Edit] [Delate]

524111 | Belanja Perjalanan Biasa [Edit] [Delete]

524114 | Belanja Perfatanan Dinas Paket Meating Dalam Kota [Edit] [Deleata)

524119 | Belanja Perialanan Dinas Paket Maeting Luar Kota [Edit] [Delete]

052 Fasilitasi Persidangan Komusi | [Edit] [

Peram Sub Komponen
A Fasilitasi Persidangan Komisi | [Edit] [
S21211 | Belanja Bshan (Edit] (Deleta)

Aekam Akun

522151 | Belanja Jasa frofesi [Edit] [Delete]

5782 ‘ Persidangan Badan dan Mahkamah [Edit] [Delete] Rekam Output
. sman [Edit) (Detete] Rekam Sub Output
A()J’ TAl;uﬂ Suvbic;;-p-u»z -(VE:J\!] {Del-ez—_-i - 7 k;.xyv- Kompaonen
051 . Perumusan Bahan Kebijakan Biro Persidangan If (Edit] [Delete] Rekam Sub Komponen
A [ Perumusan Bahan Kebijakan Biro Parsidangan Il [Edit] [Delets] Rekam Aku

521211 | Belanja Bahan (Edit] [Delate]
522151 | Betanja Jasa Profest [Edit] [Deleta]

524111 | Belanja Perjalanan Buasa [Edit] [Delete]

524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota [Fdit] [0

052 Fasilitasi Persidangan Badan Legislasi [Edit] [Delete]
A Fasditasi Persidangan Badan Legislasi [Edit] [Delate] Akt
578} Fasilitasi Herja Sama Antar Parlemen [Edit] [Delete] ekam Cu
Edit] [Delete] ub Ou
1 Eiit] [Delete]
Kebijakar a] )
A Perumusan Bahan Kebijaban Biro KSAP [Ed ste] '




B. Perubahan

L.

[§)

Telah terdapat fitur Upload Data Dukung

Perencanaan o..ro-

ST Belanie Peme i sen Peraiatan dan e Latnnys

[t [Dalata] [Dotete Ad) [C20v]

an Daltar Laporan

13382642000

SIS | Betenis Pemelbacaan Farsitan oan Memn Ladnme

E&t] [Detete] [Detete-al] [Copy]

b1l Pemeiharaan dan perawatun Mt daa escelator 1 otha  L83360.400  1.08386%000 il FemeSharaan dan perawatan Bt dan sscalator
Mishabishi geduny Nusantara dan Musantars B DPR B) ritshubishl gedung Nusanters den Nusantara Bl TPR RI
[} hnj [E@t) [Detete) 11 tho| [Et] {Cetetefupicsd Data-Dubung]
x Pengrantian suby cadang Bt dan escalator 1othe L0000 1.000,000.000 R Prnggantian subu zadang Mt dan escalitor
Mitubushi Gedung DPR &1 (1 thn] (£41t] [Delate] #tubushi Gedung LPR R {1 thal [E5it] [Detete]
Uokrad Data Ouuny
3 - Pemesharean dan peravintan Lt dan Escalator the | LOV28000 209028000 Lot bty
OTIS Gedung Nusantare |, gedung Nusantars Il 3 - Pemelibaraan dan pecasatan Lift dan Frcatator
Paripurna dan Gedung Setjen DR I (1 tha] [€cit) OTIS Gedung Nuzantars |, gedung Nuzantars (|
[Cntere) Paripurna dan Gedung Setjen DOR FI (1 tha] [£4t]
[Ueierte fUoloed Data (s
O Penggantien Suky Cadeng LI dan escalator OTS 0t ILS0.200 0 el i et
Gedung PR RI [] [F51] (Tetets) B - Pengeatian Subu Cadang LI dan escalator OTIS
G 09 R[] [£81) (Detnre fUpload-Data Dubung
B - Pemedharaan dan Perawatan Lt Barang Gecung tote WLIOLXO 11301000 edung 098 111 1R DufucalUblose Dol i
Nusantars 81 [1 tha] ([t] [Ustets) o Pemetharsan can Pecawatan Lift Barang Gedung
Nusantera il [1 th] (£it] [Dalere[Uplasd Dets
% - Penggantian Suku cadany #t barsng Gedung |t L0000 242000000 s T 0 LRk 10hgte P 0%
Nusantara it OFR R1 {1 thn] (Ecit] (Dewete] 2

Fenatiher s

g

|Cop)

Perencanaan

Mat Poncingin (Leit] (Detere] [Dete te

Data Perencanaan

Daftar Exerci

Daftar Laporan

Penusantian Subu ¢ adane it bacane Gadune

| Gedung DPR Rl [} [Edit] [Delete][Upload-Data Dukung] |

Data Perencanaan

Dattar [xercsd

thn

thn

ha

tha

tha

1.05).063.80

1.000,000.00

1004030

insom

o0 x

242.000.00

Fitur/menu “upload data dukung™ akan muncul secara otomatis apabila suatu kegiatan
dimasukkan oleh unit kerja. Namun, pada prakteknya, ada beberapa kegiatan yang
tidak memerlukan data dukung seperti jamuan rapat, transport lokal, dan rapat dalam
kantor di luar jam kerja. Sebaiknya terdapat opsi/menu bagi admin di Bagian
Perencanaan untuk menentukan apakah suatu kegiatan tersebut memerlukan data
dukung atau tidak.

Verifikasi Data Dukung

Terdapat beberapa masukan, terutama dari penguji dan Inspektur Utama bagaimana menguji
kualitas dari data dukung tersebut. Disebabkan belum adanya integrasi atau form isian
penyusunan TOR dan RAB yang terintegrasi dengan aplikasi SINCAN, dikhawatirkan TOR
yang disampaikan tidak sesuai dengan standar. Maka, beriringan dengan proses menunggu
pembuatan aplikasi TOR dan RAB yang akan terintegrasi dengan aplikasi SINCAN, perlu

dibuat mekanisme pengecekan TOR dan RAB yang dimasukkan oleh unit kerja.

PREMAUNATISN Gan el AV 9 : - i
| Gedung O9R 1 (E6it] (Ostete] [Daltete-All [Copy] ' l ’
0 | -Pemebharaands i X x

Mitshobish gedung E’ Upload Data Dukung ]

I o] (i (el Bl |
‘@ -Penggantian suk TOR:  Browse.. Ho file selected. . 6l LA Xixix

Mitsubushi Gadung x |
1|Uph-d-nau~ouhm RAB: growsa.. Mo file selectad. - % ¢ l
o 'p"""m‘"“"";‘ Pricelist :  growse... Mo file selected. - ARAR %1%l x

OTIS Gedung Nusan l

Paripurna den Gedu 0K Batal !

[Calate)[Upload-Cat i 1
04 | -Penggantian Suku Cadang Lift dan escalator OTIS | 0 tha | 373.450.000 | 0 Hlostatukung |V v 4% L%



C. Kecepatan Unggah Dokumen
Kecepatan unggah (upload) data dukung cukup cepat. Perlu dipantau saat deadline
penyampaian data dukung apakah kecepatan tetap cepat/stabil. Saat ini belum diperlukan
untuk membuat jadwal unggah data dukung karena belum teruji. Namun, hal tersebut perlu
menjadi pertimbangan ke depan untuk mencegah adanya traffic, terutama di saat hari

terakhir penyampaian.

Project Leader,

74

edy Bagus Prakasa
NIP. 19840423 200912 1003




LAMPIRAN

Kegiatan 6: Menyusun Modul Penggunaan Aplikasi SINCAN

NO.

KEGIATAN

Tanggal

KETERANGAN

Rapat koordinasi Tim Efektif

25 Juni

a. Surat Undangan
b. Daftar Hadir

c. Laporan Singkat




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor . 3R A /PK.01/SETJEN DAN BK DPR R1/06/2019 24 Juni 2019
Sifat . Biasa

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Undangan Rapat

Yth.

Tim Efektif Peningkatan Akuntabilitas Anggaran
Melalui Optimalisasi Sistem Aplikasi Perencanaan
(nama terlampir)

Jakarta

Dalam rangka Implementasi Proyek Perubahan Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran melalui Optimalisasi Sistem Aplikasi Perencanaan, maka kami
mengundang Saudara untuk dapat hadir pada yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal . Selasa, 25 Juni 2019

Waktu . Pukul 09.00 s.d. selesai

Tempat . Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5
Gedung Setjen dan BK DPR RI

Acara . Penyusunan Modul SINCAN

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Project Leader,



http://www.dpr.go.id

Lampiran Surat Undangan Rapat Tanggal 25 Juni 2019

Daftar Nama

No. Nama Jabatan

1 Dewi Pusporini, S.T., M.E. ‘| Kepala Bagian Perencanaan

2. | Titik Kurnianingsih, S.E., M.E. Kepala Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran DPR

3 Dedy Bagus Prakasa Kepala Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran Setjen

4. | Anggoro Agung Wijayanto, S.E. Analis Perencanaan

8 Emi Muryani Analis Perencanaan

6. Niyanti Anggitasari, S.E. Analis Perencanaan

7. | Pradanadi Saksesa Drinanda Ibrahim, | Analis Perencanaan

S.Kom, M.Ak

8. | Rozanna Indrawardani, S.E. Analis Perencanaan

9. Evi Rini Haijinah Fikri, S.E. Pengelola Data

10. | Rydelvi, S.E. -| Pengelola Data

11. | Arifianto Pengadministrasi Umum

12. | Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, | Pranata Komputer Madya

13 'I\:Aa—rrlzla Emra, S.T., M.Sc Pranata Komputer Madya

14. | Erdinal Hendradjaja, S.T. M.Sc

Pranata Komputer Muda




DAFTAR HADIR

RAPAT KOORDINASI

Selasa, 25 Juni 2019
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HASIL RAPAT KOORDINASI
TIM EFEKTIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS ANGGARAN MELALUI OPTIMALISASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2019

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Tempat . Ruang Rapat Bagian Perencanaan, Gd. Setjen dan Badan Keahlian Lantai 5
Pimpinan Rapat : Dedy Bagus Prakasa

Sifat Rapat :  Koordinasi

Acara . Penyusunan Modul Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN)
PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Laboratorium Kepemimpinan atas Proyek Perubahan Diklatpim IV, maka perlu
dibuat modul penggunaan aplikasi SINCAN untuk memudahkan dalam pelaksanaan oleh unit kerja.

PEMBAHASAN

1. Modul yang ada saat ini perlu dilengkapi dengan fitur baru yaitu "Upload Data Dukung”.
2. Tampilan di dalam modul untuk format wser/staf unit kerja. Menu/fitu yang dimiliki oleh admin
seperti verifikasi tidak perlu ditampilkan.

3. Sosialisasi rencananya akan dilaksanakan pada awal Juli sehingga modul sudah harus selesai
sebelum sosialisasi.

4. Modul tidak perlu dicetak. Cukup diunggah (upload) ke portal DPR RI. Nanti disampaikan link
download-nya ke seluruh user.

KEPUTUSAN
1. Modul akan diselesaikan paling lambat akhir 28 Juni 2019.

Pimpinan Rapat,

e

ed\) : agus Prakasa
NIP. 19840423 200912 1003
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Kata Pengantar

Puji dan syukur Kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhir nya Sistem
Aplikasi Perencanaan dan buku “Modul Perencanaan dan Penyusunan Anggaran™ dapat
diselesatkan. Buku modul in1 memuat pengenalan dan penjelasan terkait Perencanaan dan
penyusunan anggaran serta implementasinya pada Aplikasi SINCAN mulai dari persiapan
dan proses pengisian untuk penyusunan anggaran serta deskripsi dari setiap menu dan fitur

yang terdapat dalam aplikasi.

Buku modul ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan konsepsi unit kerja
di lingkungan Setjen dan BK DPR RI terkait proses perencanaan dan penyusunan anggaran
dan memberikan kemudahan kepada operator. wser, dan para pengguna lainnya yang
hendak mengimplementasikan aplikasi SINCAN secara mandin di Setjen dan Badan
Keahlian DPR RI. Melalui buku modul ini, diharapkan hal-hal yang terkait dengan materi
seputar Perencanaan dan penyusunan anggaran serta implementasinya pada aplikasi
SINCAN dapat dipahami dan dimaknai dengan mudah. Penyusunan buku ini merupakan
upaya strategis untuk memberikan kemudahan dalam memberikan informasi yang luas
kepada operator dan user tentang perencanaan dan penyusunan anggaran serta penggunaan

aplikasi SINCAN dalam bentuk panduan.

Kami Sadari bahwa buku modul in1 masih belum sempurna, olch karena itu, masukan

dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini.

PENANGGUNG JAWAB,

Satyanto Pgdmbodo, SE. M.Si
NIP. 19661008 199403 1003
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Daftar Istilah

Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Alokasi Anggaran yang selanjutnya disebut AA adalah batas tertinggi anggaran
pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil
pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan
pembahasan rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Aplikasi Sistem Perencanaan yang selanjutnya disebut Aplikasi SINCAN adalah aplikasi
yang digunakan sebagai alat bantu untuk penyusunan rencana anggaran di lingkungan DPR
RL

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR RI adalah
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Kementerian Negara dan Lembaga yang selanjutnya disebut K/L. adalah perangkat
pemerintah dan organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
lainnya

Kerangka Acuan Kegiatan/ Term of Reference yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah
suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai
keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
yang memuat latar belakang. penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian,
dan biaya yang diperlukan.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh

kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan

Pagu Indikatif’ yang selanjutnya disebut Pl adalah ancar-ancar pagu anggaran yang

diberikan kepada Kementerian/L.embaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L.

10. Pagu Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah batas tertinggi anggaran yang

dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-KL.
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. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut

RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun

menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga

. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen Perencanaan

pembangunan nasional untuk periode satu tahun.

_Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen yang

menjelaskan biaya yang dibutuhkan dalam pencapaian keluaran (owpur) kegiatan.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi pada

Kementerian/l.embaga yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang selanjutnya disebut Setjen dan BK

DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.
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A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan salah satu fungsi penting dan merupakan dasar dari
pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam manajemen lainnya Proses perencanaan dibagi
menjadi 3 jenis yaitu, perencanaan kegiatan, perencanaan kinerja, dan perencanaan
anggaran. ketiga jenis perencanaan ini merupakan suatu kesatuan kegiatan yang
tersistematis. Perumusan perencanaan kegiatan dilakukan dengan merumuskan visi. misi.
tujuan, dan sasaran strategis dari organisasi sampai kepada instrument dibawahnya yang
meliputi eselon 1. eselon 2. eselon 3, sampai kepada eselon 4. Perumusan strategis ini
dituangkan ke dalam dokumen rencana strategis. Pada dokumen rencana strategis visi dan
misi diterjemahkan ke dalam sasaran dan inisiatif strategis. Sasaran tersebut merupakan
sasaran-sasaran yang hendak dicapai dalam periode perencanaan strategis

Berdasarkan sasaran-sasaran tersebut maka dirumuskan lah perencanaan kinerja, yaitu
dengan mengisi sasaran strategis yang sebelumnya sudah dirumuskan dengan indikator
keberhasilan dan target kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu
implementasi rencana strategis (lima tahunan). Setiap sasaran strategis dijabarkan dengan
indikator dan target kinerja yang telah dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
organisasi dari masing-masing unit kerja. Indikator dan target kinerja ini lah yang
nantinya akan dijadikan acuan dasar dalam menetapkan perencanaan anggaran

Dalam mengimplementasikan rumusan indikator dan target kinerja, diperlukan
beberapa sumber daya. salah satunya adalah anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang
telah dirumuskan pada dokumen rencana strategis. Oleh karena itu perumusan
pengalokasian sumber daya seperti rencana penerimaan dan rencana pengeluaran
anggaran dinilai sangat penting untuk dilakukan. Proses penyusunan rencana anggaran
berfokus pada satu tahun dan harus dibahas secara matang sehingga penerapannya dapat
optimal. Proses dari penyusunan anggaran biasanya terjadi sebelum tahun atau periode
berjalan

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan tersebut maka disusunlah buku modul
“Perencanaan dan Penyusunan Anggaran™ sebagai panduan dalam pembelajaran terkait

proses perencanaan dan penyusunan anggaran di Setjen dan BK DPR R

Dasar Hukum
Dasar Hukum dalam proses penyusunan anggaran adalah sebagai berikut
I Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara




3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran K/L.

wn

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK .02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga dan
pengesahan Daftar [sian Pelaksanaan Anggaran

6. Peraturan Menteri keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya

Masukan (biasanya berlaku hanya untuk | tahun)

Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi yang terdapat dalam modul Perencanaan dan Penyusunan
Anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sistematika penyusunan anggaran

2. Struktur anggaran DPR RL

3. Perbedaan/karakteristik Satker Dewan dan Satker Setjen

4. Implementasi penyusunan anggaran dalam aplikasi Sincan.

Sedangkan dari sisi penggunaannya ruang lingkup buku ini terbatas digunakan
sebagai pembelajaran dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran Setjen dan BK

DPR RI yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR R1.

Maksud dan tujuan

Secara umum tujuan pembuatan modul Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
adalah:

1. Acuan bagi seluruh unit kerja dilingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam

pembelajaran terkait proses perencanaan dan penyusunan anggaran

2. Membantu dalam berbagi pengetahuan terkait proses perencanaan dan
penyusunan anggaran Sctjen dan BK DPR RI dan sebagai informasi untuk
penyusunan RKA-K/L.

3. Menyamakan pemahaman dan konsepsi unit kerja di lingkungan Setjen dan BK

DPR RI terkait proses perencanaan dan penyusunan anggaran.
4. Penyeragaman format perencanaan anggaran tahunan yang diusulkan oleh unit

kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RL

5. Memudahkan fungsi koordinasi, implementasi dan pengendalian perencanaan
kegiatan, kinerja, dan anggaran

Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai pedoman bagi Setjen dan BK DPR RI

dalam melaksanakan pelatihan dan pendidikan pegawai terkait proses perencanaan dan

penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.




A. Pengenalan Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi atau unit kerja
Perencanaan diperlukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi agar kegiatan organisasi
dapat berjalan secara optimal. Perencanaan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun
vang dilakukan pada tahun sebelum tahun berjalan. Dalam Perencanaan, anggaran
merupakan suatu factor penting yang harus disusun secara sistematis dalam bentuk angka
dan dinyatakan dalam satuan moneter (rupiah). Oleh karena rencana yang disusun dalam
satuan moneter. maka seringkali hal ini disebut juga dengan perencanaan keuangan
Dalam anggaran kegiatan dan kinerja menempati posisi penting yang secara harafiah
keduanya dicerminkan dalam satuan angka sehingga dapat diukur efisiensi dan efektifitas
kegiatan yang akan dilakukan. dalam PMK nomor 163/PMK.02/2016 tentang Juksunlah
RKA-KL proses Perencanaan anggaran diklasifikasikan dengan 3 pendekatan yaitu:
I. Pendekatan Penganggaran Terpadu
Penganggaran terpadu merupakan unsur yang paling mendasar bagi pelaksanaan
elemen reformasi penganggaran lainnya, yaitu PBK dan KPJM. Dengan kata lain
bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang harus terwujud
terlebih  dahulu.  Penyusunan  anggaran  terpadu  dilakukan  dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan
K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran menurut
organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Integrasi atau memadukan
proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi
dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk

keperluan biaya operasional

[

Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil
yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut
Penyusunan anggaran tersebut mengacu kepada indikator Kinerja, standar biaya
dan evaluasi kinerja. Penerapan PBK akan mendukung alokasi anggaran terhadap
prioritas program dan kegiatan. Sebagai suatu pendekatan PBK berusaha untuk
menghubungkan antara keluaran (output) dengan  hasil (outcome) yang disertai
dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang

dialokasikan. Secara lebih rinci maksud dan tujuan PBK adalah




a Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja berupa keluaran (ouput) dan
hasil (outcome) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan:

b Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun
anggaran sesuai dengan Renstra dan/atau tugas-fungsi K/L.

Perumusan output/outcome dalam penerapan PBK merupakan hal penting. tetapi

ada perumusan lain yang juga penting berupa perumusan indikator kinerja

program/kegiatan. Rumusan inikator kinerja ini menggambarkan tanda-tanda

keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan beserta outcome/output

yang dihasilkan. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah

berakhirmya program/kegiatan, berhasil atau tidak.

Indikator kinerja yang digunakan baik pada tingkat program atau kegiatan dalam

penerapan PBK dapat dibagai dalam:

a. Input indicator yang dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya
yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program;

b. Qutput indicator. dimaksudkan melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan
suatu kegiatan atau program.

¢. Outcome/effectiveness indicator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil
(termasuk kualitas pelayanan).

Olch karena itu dalam rangka penerapan PBK dimaksud. KAK atau yang lebih

dikenal derigan TOR akan disempurnakan schingga benar-benar menggambarkan

alur pikir dan keterkaitan antara kegiatan dengan program yang memayungi. dan

bagaimana output kegiatan tersebut dicapai melalui komponen input. Di samping

itu, harus tergambarkan asumsi vang digunakan dalam rangka pengalokasian

anggaran output kegiatan. Dan tidak kalah pentingnya adalah relevansi masing-

masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka

pencapaian output kegiatan,  schingga tidak ditemukan tahapan kegiatan

pencapaian output (komponen  kegiatan) yang tidak relevan mendukung

pencapaian output kegiatan

Mengacu pada pendekatan penganggaran berbasis kinerja tersebut di atas,

penyusunan RKA-KL tahun 2011 difokuskan pada perumusan output kegiatan

Sebagaimana diketahui bahwa hasil restrukturisasi program dan kegiatan berupa

rumusan  program  dan  kegiatan beserta indikator kinerjanya  telah

ditetapkan/digunakan dalam dokumen RPJMN 2010-2014 untuk selanjutnya

dijadikan acuan penyusunan Renja K/L dan RKA-KL.

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan

pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka

waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan suatu tahapan

proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi:

a_ Penyusunan proyeksi/rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk jangka
menengah;

b. Penyusunan proyeksi/rencana /target-target fiskal (seperti tax ratio, defisit,
dan rasio utang pemerintah) jangka menengah;

¢. Rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan)
jangka menengah (medium term budget framework), yang menghasilkan pagu
total belanja pemerintah (resources envelope),

d. Pendistribusian total pagu belanja jangka menengah ke masing-masing K/L
(line ministries ceilings). Indikasi pagu K/L. dalam jangka menengah tersebut
merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanja dalam jangka
menengah:

¢ Penjabaran pengeluaran jangka menengah (/ine ministries ceilings) masing-
masing K/L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi
pagu jangka menengah yang telah ditetapkan

Tahapan penyusunan proyeksi/rencana (a) sampai dengan (d) merupakan

proses top down sedangkan tahapan (e) merupakan proses bottom up. Proses

estimasi bottom up seringkali dipisah atas proyeksi mengenai biaya dari
pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan (on going policies) dan
penyesuaiannya sehubungan dengan upaya-upaya rasionalisasi program/kegiatan
melalui proses evaluasi program/kegiatan, serta prakiraan atas biaya dari
kebijakan baru (new policies). Dalam rangka penyusunan RKA-KL dengan
pendekatan KPJM, K/L perlu menyelaraskan kegiatan/program yang disusun
dengan RPJM Nasional dan Renstra K/L. yang pada tahap sebelumnya menjadi
acuan dalam menyusun RKP dan Renja-KL.. Mengacu pada pendekatan KPJM
dimaksud. penyusunan RKA-KL tahun 2011 difokuskan pada pemantapan
penerapannya, terutama penggunaannya dalam penghitungan alokasi anggaran

output kegiatan. Pemantapan penerapan KPJM dimaksudkan agar K/L




memperhatikan output kegiatan yang telah dicapai, sedang direncanakan, dan

yang akan direncanakan.

B. Langkah-langkah Penyusunan Anggaran
Sehubungan dengan jenis-jenis pendekatan dalam penyusunan anggaran yang telah
dijelaskan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan anggaran
di lingkungan DPR RI dinilai sudah sesuai dengan pendekatan-pendckatan yang terdapat
dalam peraturan kementerian keuangan, sehingga secara umum proses perencanaan dan

penyusunan anggaran DPR RI adalah seperti gambar 2.1.

Penctapan
Sasaran
Outcome dan
Output

Penetapan
Kegiatan-
Qutput

Komponen

Penetapan
lenis dan
Besaran

Input
Gambar 2.1. Proses Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Proses perencanaan dan penyusunan anggaran dimulai dari menetapkan program
Program dan kegiatan yang disusun harus dapat menunjukan akuntabilitas kinerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi umit organisasi K/L bersangkutan. Olch karena itu
kerangka berpikir dalam penyusunan program dan kegiatan harus didasarkan dalam
rangka pencapaian kinerja dampak (impact) dari tingkat Perencanaan yang lebih tinggi.

yaitu dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat K/L.

Dalam penetapan program. setiap program harus secara jelas dapat menunjukan
outcome and output yang akan dicapai dan unit organisasi atau unit kerja yang
bertanggung jawab atas pencapaian kinerjanya. Dalam penyusunan program dan kegiatan
setiap unit organisasi didalam K/L harus dilibatkan untuk meningkatkan rasa tanggung
jawab atas pencapaian kinerjanya. Sehingga didapatkan perumusan program dan kegiatan

yang optimal. Berikut adalah contoh bentuk program (gambar 2.2).

Program generik merupan program yang dimiliki oleh seluruh

Eselon | yang

bertanggungjawab K/L

atas pencapaian Contoh:

sasaran Program Duk Manaj danf Tugas Teknis
program/hasil Lainnya

(outcome) dan

pengoordinasian :
atas pelaksanaan Program Teknis

kegiatan oleh sathes Program teknis merupan program yang spesifik sesuai dengan
kewenangannya
Contoh:
1. Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan
2. Program Pelaksanaan Fungsi DPR R
3. Program P i

bagaan DPR RI

Penetapan 1 Eselon 1 bertanggung jawab terhadap 1 program berlaku pada Eselon 1 yang mempunyai tugas untuk

Gambar 2.2. Contoh Bentuk Program

Tahap selanjut nya setelah penetapan program adalah penetapan kegiatan, output
kegiatan, dan komponen. Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat unit Eselon 2. Dalam perumusan kegiatan, setiap
unit Eselon 2 setidaknya memiliki akuntabilitas kinerja untuk 1 kegiatan. Hal tersebut
sudah diterapkan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI pada Satker Setjen. Namun di
pada Satker Dewan memiliki keunikan tersendiri yaitu lebih dari I Eselon 2 bertanggung
jawab terhadap kinerja untuk 1 kegiatan karena penyusunan informasi kinerja pada Satker
Dewan didasarkan pada fungsi DPR RI. Proses perumusan kegiatan, ouiput, dan

komponen dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.
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Gambar 2.3 Proses Penyusunan Kegiatan, Quipur dan Komponen

Setelah kegiatan. outpur dan komponen selesai dirumuskan maka langkah selanjutnya
adalah dengan penetapan jenis dan besaran inpur. Dalam penetapan jenis dan besaran
input diklasifikasikan berdasarkan 3 pengelompokan yaitu berdasarkan organisasi. fungsi,
dan jenis belanja (ekonomi) yang bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran
menurut organisasi K/L. tugas-fungsi K/L. dan belanja negara. Klasifikasi anggaran
dijelaskan dalam peraturan Kementerian Keuangan
1. Klasifikasi Menurut Organisasi

Klasifikasi in1 adalah mengelompokan alokasi anggaran belanja sesuai dengan
struktur organisasi K/L. suatu K/L. dapat terdiri atas unit-unit organisasi (unit eselon

1) yang merupakan bagian dari suatu K/L. Suatu unit organisasi dapat didukung oleh

satker yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon | dan

berfungsi sebagai KPA dalam rangka pengelolaan anggaran. unit organisasi yang

bertanggung jawab terhadap suatu program adalah unit eselon 1A

o

Klasifikast Menurut Fungsi

Klasifikasi i adalah perwujudan dari suatu kebijakan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, sedangkan
subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut/lebih detail dari deskripsi fungsi
Subfungsi terdiri atas kumpulan program dan program terdiri atas kumpulan kegiatan.

Ketentuan mengenai fungsi diatur sebagaimana berikut:

11

a. Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing K/L.

b Visi dan misi organisasi atau tugas dan fungsi K/L. mencerminkan outcome
dan output K/1..

¢. Pada level eselon 1. outpur dirumuskan dalam program dan kegiatan

d. Jika eselon I memiliki lebih dari | fungsi maka eselon 1 tersebut dapat
memiliki program sejumlah fungsi yang dimiliki, atau dapat diartikan |

program untuk 1 fungsi.

3

Sesuai dengan penganggaran belanja ncgéra yang menggunakan sistem unified
budger (penganggaran terpadu), dimana tidak ada pemisahan antara
pengeluaran rutin  (belanja operational) dan pengeluaran  pembangunan
(belanja non-operasional), maka dalam suatu program, belanja operasional dan
belanja non-operasional K/L dikategorikan kedalam suatu fungsi yang sama.
3. Klasifikasi Menurut Jenis Belanja
Klasifikast ini digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses
penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. namun
penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda

Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L. tujuan

penggunaan jenis belanja dimaksudkan untuk mengetahu pendistribusian alokasi

anggaran k¢ dalam jenis-jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan

Jjasa, Belanja Modal. dan Belanja Bantuan Sosial.

Proses selanjutnya setelah proses penetapan jenis dan besaran input maka penyusunan
anggaran dilanjutkan pada tahap perhitungan anggaran dengan standar biaya. Penyusunan
anggaran yang akan dumplementasikan pada RKA-K/L disusun dengan dasar indeks dan
standar biaya. Ada 2 jenis standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan
vaitu Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran. yang digunakan oleh Setjen
dan BK DPR RI sebagai dasar penyusunan anggaran adalah Standar Biaya Masukan.

Setelah RKA-K/L selesai disusun maka proses selanjutnya sudah memasuki proses
pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran, pengukuran kinerja dan evaluasi, serta proses

pertanggung jawaban.

Siklus Penganggaran
Dalam rangka penyusunan APBN. seperti yang telah diamanatkan dalam PP Nomor
90 Tahun 2010, terdapat 5 siklus penganggaran yaitu Usulan Anggaran, PI, PA, AA dan
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DIPA yang mana dari 5 siklus tersebut terdapat 3 kali penetapan pagu dana untuk K/L
yaitu pada tahan PI, PA, dan AA. Angka yang tercantum dalam ketiga pagu tersebut
merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh K/L sebagai acuan dalam
menyusun RKA-K/Lnya. Secara garis besar siklus anggaran adalah seperti gambar 2.4.

[r—t : ,__777W — . ‘
USULAN ‘ PAGU f PAGU ALOKAS! | DIPA
ANGGARAN | | INDIKATIF | ANGGARAN ANGGARAN [

Unit  Kerja Trilateral Penelaahan di Penelaahan di

mengajukan Meeting Kemenkeu Kemenkeu

Usulan dengan

Anggaran Bappenas

sesuai dan

program Kementerian

kerjanya Keuangan

Gambar 2.4 Siklus Penganggaran

Usulan Anggaran adalah proses dimana K/L. melakukan perumusan anggaran untuk
pertama kalinya sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan
tercantum dalam dokumen rencana strategis. Dalam proses usulan anggaran, anggaran
vang telah dirumuskan dan akan diusulkan harus dilengkapi dengan data dukung seperti
TOR/KAK. RAB, pricelist, dan data dukung lainnya. Proses ini biasanya dilakukan pada
bulan januari sampai febuari. Pada DPR RI usulan anggaran yang telah disusun oleh unit
kerja bersangkutan akan dilaporkan kepada Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Dan
kemudian akan diparipurnakan

Pagu Indikatf adalah siklus penetapan pagu K/L. pertama dan merupakan perhitungan
angka dasar yang dilakukan oleh Kementerian keuangan bersama dengan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional. Pl untuk tahun yang direncanakan disusun dengan
memperhatikan kapasitas fiskal. realisasi outpur dan anggaran K/L bersangkutan dan
dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan nasional. Pl dimaksud dirinci menurut
unit organisasi, program. kegiatan. dan indikasi pendanaan untuk mendukung arah

kebijakan yang telah ditetapkan presiden. PI yang telah ditetapkan dituangkan dalam
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Surat Bersama yang ditandatangani Menteri Keuangan bersama Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional pada bulan Maret.

Pagu Anggaran adalah penetapan pagu K/L kedua setelah PI. PA ditetapkan setelah
terlaksananya pertemuan 3 pihak (trilateral meeting) antara K/L. yang bersangkutan
dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,
atau dapat disebut juga PA adalah hasil dari trilateral meeting. Pertemuan tersebut
dilaksanakan setelah ditetapkannya P1. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan:

a Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara K/L. Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional. dan Kementerian Keuangan terkait pencapaian sasaran
prioritas.

b. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen Perencanaan dengan
dokumen penganggaran.

¢. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan
terhadap rancangan awal RKP

Pada penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI, di forum
pertemuan ini lah, Biro Perencanaan dan Keuangan memperjuangkan rumusan usulan
anggaran yang telah diparipurnakan sebelumnya dan tidak dapat diakomodir dalam Pl
untuk dapat diakomodir dalam PA, oleh karena itu dalam memperjuangkan kegiatan dan
aggaran yang belum diakomodir diperlukan kajian-kajian yang jelas terhadap suatu
usulan kegiatan dan anggaran yang dituangkan kedalam TOR/KAK, RAB, pricelist. dan
data dukung lainnya Setelah pertemuan 3 pihak telah selesai dilaksanakan maka
ditetapkanlah PA oleh Kementerian Keuangan dengan berpedoman pada kapasitas fiskal,
besaran PI. Renja K/L, RKP, dan hasil evaluasi kinerja K/L. angka yang tercantum dalam
PA adalah angka PI yang disesuaikan dengan perubahan parameter atau adanya policy
measure. PA disampaikan kepada setiap K/L paling lambat pada akhir bulan Juni. PA
yang telah selesai dirumuskan oleh K/L terlebih dahulu dilakukan reviu oleh APIP

Alokasi Anggaran merupakan serangkaian akhir dari penetapan pagu K/L yang
dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional. AA mulai dirumuskan setelah K/L. bersangkutan melakukan pembahasan RKA-
K/L. dengan DPR. Pembahasan tersebut membahas owutpur dan outcome pada level
strategis (k/1.) dan level eselon | (satuan | dan 2) yang sudah tercantum dalam nota
keuangan yang menyertai RUU APBN, dalam AA juga membahas usulan kebijakan baru
yang muncul saat pembahasan dengan DPR. AA biasanya ditetapkan dengan surat
Menteri Keuangan pada bulan Oktober. Berdasarkan beredarnya surat Menteri Keuangan
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maka setiap K/L. diharuskan merumuskan anggarannya kembali berdasarkan AA yang
setelah dirumuskan akan dilakukan reviu APIP terhadap usulan kegiatan dan anggaran
baru. Tahap selanjutnya adalah Menteri Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan

anggaran yang disusun oleh K/L. menjadi DIPA paling lambat akhir bulan Desember.
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A. Macam-macam Struktur Anggaran

Secara umum struktur anggaran adalah suatu daftar anggaran yang disusun secara
sintagmatis dan memuat perincian sumber-sumber pendapatan dan  jenis-jenis
pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun (1 januari-31 desember). Dalam
struktur anggaran terdiri dari 8 bagian, yaitu Satker, Program. Kegiatan. Qutput. sub
Qutput. Komponen, sub Komponen, serta Akun dan Detail Belanja. Kedelapan bagian
tersebut saling berhubungan satu sama lain. schingga tidaklah memungkin kan jika ada
satu bagian yang tidak diikutsertakan dalam penyusunan struktur anggaran. Dalam
struktur anggaran bégian-bagian tersebut mempunyai kode struktur dengan ciri yang
berbeda pada masing-masing bagian, secara umum contoh struktur anggaran dapat dilihat

pada gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Struktur Anggaran
1. Satker

Satuan kerja adalah Kuasa Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan
bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/lLembaga yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Di lingkungan Setjen
dan BK DPR RI terdapat 2 satker yaitu satker Setjen dengan kode 001012 dan satker
Dewan dengan kode 001030. Satker Setjen diperuntukan untuk membiayai seluruh
program dan kegiatan yang dilakukan oleh kesetjenan dan BK DPR RI. Sedangkan
satker Dewan diperuntukan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan

kedewanan.
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2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang
rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon | atau unit K/L. yang
berisikan beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator yang terukur.
Program dirumuskan oleh masing-masing K/L. dan diusulkan ke Bappenas untuk
diberikan kode program. Dalam peraturan Bappenas program ditetapkan menjadi 2
jenis, yaitu Program Teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan
pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) dan Program
Generik yang merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa unit
Eselon 1A yang memiliki karakteristik sejenis untuk mendukung pelayanan aparatur
dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Dilingkungan DPR RI terdapat 4 program, 2 program di satker dewan dan 2
program di satker setjen. Program di satker dewan antara lain Program Penguatan
Kelembagaan dengan kode 09 dan Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI dengan kode
10 yang kedua program ini merupakan program teknis. Sedangkan program di satker
setjen antara lain Program Dukungan Menajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Setjen DPR RI. Dengan kode program 01 yang merupakan program generik
dan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan dengan kode program 11 yang
merupakan program teknis.

3. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan
tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan
untuk mencapai ouput dengan indikator kinerja yang terukur. Penanggung jawab
kegiatan biasanya adalah Eselon 2A. kegiatan mempunyai hubungan hirarki dengan
program yang menunjukan bahwa satu kegiatan hanya terkait dengan satu program,
dan satu program dapat dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Dalam struktur
anggaran selain dengan program kegiatan juga mempunya hubungan secara hirarki
dengan ourput yaitu kegiatan terdiri dan beberapa ourput

Dilingkungan DPR RI terdapat 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, diantara nya 7
kegiatan pada satker dewan dan 20 kegiatan pada satker setjen. Penjabaran kegiatan-

kegiatan dilingkungan DPR RI terdapat pada gambar 3.2 dan 3.3 dibawah
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ol Progamifegean | Yoia |

Program Penguatan Kelembagaan DPR Rl

:
2,
3:
4.

Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI

Pelaksanaan Tugas DPR Rl Dalam Kerjasama Internasional

Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan

Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI

S{
6.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI
Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

Gambar 3.2 Kegiatan Satker Dewan

09

5804
5805
5806
5807
10

5801
5802
5803

P Manaj dan Pelak Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 01

5 Komisi dan Parip: 5781
2 iy Baden dan h 5782
3 Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen 5783
4 Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan 5784
5. Pemberitaan Parlemen 5785
6 Penyelenggaraan Keprotokolan 5786
7. Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan 5787
8 Pengelolaan SOM dan Organisasi 5788
9. dan 5789
10. Pengelolaan Barang Milik Negara 5790
1 Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor 5791
12. ga dan gl oleh 1 5792
13 dan P P oleh " 5793
14, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5794
15. Pengelolaan Data dan Informasi 5795
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan 11

16. P Perundang-Und 5796
17 Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 5797
18, Penyusunan Kajlan APBN 5798
19 Kajian Negara 5799
20, can 5800

Gambar 3.3 Kegiatan Satker Setjen
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4. Output

Output merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan. Qutpur ini dikarenakan merupakan hasil dari kegiatan yang
dilakukan oleh unit kerja level Eselon 2 maka, oleh karena itu secara akuntabilitas
output mencerminkan kinerja/kegiatan Eselon 2. Dalam hubungannya dengan kegitan
output hanya dapat terkait dengan satu kegiatan dan 1 kegiatan dapat mempunyai
lebih dari satu owpur. Dalam merumuskan output terdapat beberapa kriteria, antara
lain A

a. Mencerminkan sasaran kinerja unit Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya.

b, Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur.

¢ Quipur kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program

dan/atau outcome fokus prioritas dalam rangka pelaksanaan perencanaan
kebijakan.

d. Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Quitpur terbagi menjadi 2 jenis dalam klasifikasiannya. yaitu ouput teknis dan
output generik. Contoh ouput generik adalah Layanan Perkantoran dengan kode 994
dan Layanan Internal (overhead) dengan kode 951
Sub Quiput

Sub output pada hakekatnya adalah owrpur. Dinyatakan sebagai sub ousput karena®
output-outpul yang mempunyai kesamaan dalam jenis satuannya. Sehingga sub ourput
sifatnya opsional (boleh digunakan, boleh tidak). Biasanya oufput yang sudah spesifik
dan berdiri sendiri (bukan rangkuman dari barang atau jasa yang scjenis) tidak
memerlukan sub output.

Komponen

Komponen merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian oufput, yang berupa
aktivitas yang dilakukan. Komponen biasanya diberikan kode mulai dari 051, 052,
dst. Di lingkungan DPR RI pada satker setjen, komponen secara umum
mencerminkan kegiatan pada level Eselon 3.

Sub Komponen

Sub komponen merupakan kelompok-kelompok detail belanja, yang disusun

dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan Komponen. Sub komponen sifatnya

opsional (boleh digunakan dan boleh tidak digunakan)
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8. Detil Belanja
Detail belanja merupakan rincian kebutuhan belanja dalam komponen/sub
komponen yang berisikan item-item belanja dalam penyusunan RKA-K/L, seluruh
detail belanja yang berada dalam seluruh komponen yang dicantumkan adalah dalam

rangka mendukung pencapaian oufput kegiatan.

B. Pengenalan Akun Belanja

Seperti yang telah dijelaskan diatas dalam penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan
yang dirumuskan disusun dengan satuan moneter Rumusan  ini dituang kan dalam
struktur anggaran detail belanja yang berisikan item-item belanja. Item-item belanja
dikelompokan berdasarkan standarisasi perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun
secara sistematis untuk memudahkan Perencanaan, pelaksanaan anggaran. serta
pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang disebut sebagai
Bagan Akun Standar (BAS) Bas yang terbaru diterbitkan dalam bentuk Keputusan
Direktur Jenderal Perbendahaan nomor KEP 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen
Akun Pada Bagan Akun Standar.

Berdasarkan pasal 11 UU no. 17 Tahun 2013 Klasifikasi akun belanja terdiri dari
sembilan jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja
Bunga Utang, Belanja Subsidi. Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Belanja Lain-

Lain. dan Transfer ké Daerah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.4.

Trarator -
ke
Daerah

e
Lain-Lain

Belanja Belanja
Bantuan Bunga
Sosial Utang
Belanja Belanja
Hibah

Gambar 3.4 Macam-Macam Belanja
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Pada gambar 3.4 telah disebutkan sembilan jenis Belanja. Namun pada implementasi
nya di DPR RI, penyusunan anggaran di lingkungan DPR RI baik di satker dewan
ataupun di satker setjen hanya menggunakan 3 jenis belanja. Yaitu Belanja Pegawai,
Belanja Barang, dan Belanja Modal, sedangkan 6 jenis belanja lainnya tidak digunakan
dalam penyusunan anggaran DPR RI

Oleh karena itu dalam modul ini juga hanya akan mendalami lebih lanjut terkait
dengan 3 jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan anggaran DPR RI. Belanja
pertama adalah Belanja Pegawai. Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk
uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan
pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup
pemerintahan, di dalam negeri maupun luar negeri atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah,
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai biasanya
memuat pembayaran gaji pegawai batk PNS dan non PNS (Tenaga Ahli, Staf
Administrasi Anggota, dan Staf Khusus). Selain untuk pembayaran gaji. Belanja Pegawai
juga digunakan untuk pengalokasian pembayaran lembur, uang makan lembur, tunjangan
jabatan dan kinerja. serta transito.

Belanja Selanjutnya adalah Belanja Barang. Berlanja barang adalah segala bentuk
pengeluaran pembelian barang dan/atau jasa yang digunakan untik memenuhi kebutuhan
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Belanja barang mempunya
ketentuan sebagai berikut. a. Belanja barang bersifat habis pakai. b. termasuk pengadaan
barang untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan
sosial serta belanja perjalanan. Dalam proses penyusunan anggaran di lingkungan DPR
RI. belanja barang biasanya digunakan untuk kegiatan pembelian jamuan rapat untuk
rapat. pembeliaan barang/jasa keperluan perkantoran. pembayaran jasa profesi,
pembayaran honor output kegiatan, dan pembayaran biaya-biaya perjalanan dinas.

Selain belanja pegawai dan belanja barang, terdapat satu belanja lagi yang banyak
digunakan dalam penyusunan anggaran di DPR RI, yaitu Belanja Modal. Belanja Modal
adalah setiap bentuk pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah
nilai aset tetap/aset lainnya. Belanja modal mempunyai ketentuan sebagai berikut. a. asset
tersebut memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal
kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. b. perolehan aset tidak
bertujuan diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Di lingkungan DPR RI. belanja
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modal biasa digunakan untuk kegiatan pengadaan dan pembelian alat-alat keperluan
perkantoran, pengadaan software komputer, pengadaan buku. dan pengadaan atau
pembangunan gedung dan tanah

Penggunaan akun belanja modal sering kali disalah tafsir kan dengan penggunaan
akun belanja barang karena kedua-dua nya sama-sama digunakan untuk pengadaan
barang-barang keperluan perkantoran. Oleh sebab itu perlu diteliti lebih lanjut sifat dan
jenis barang yang diadakan untuk melihat apakah barang tersebut merupakan belanja
modal atau merupakan belanja barang. Berikut adalah gambar yang menjelaskan

perbedaan sifat dari belanja barang dan belanja modal (gambar 3.5).
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BELANJA MODAL BELANJA BARANG
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TERPENUHINYA SALAH SATU
. KRITERIA KAPITALISASI T

v

1. BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/ UMUR
EKONOMIS;
2. BERTAMBAHNYA KAPASITAS, PENINGKATAN | —
STANDAR KINERJA ATAU VOLUME ASET ﬂ 3
* dan

NILAI MINIMUM KAPITALISASI:
- == 2 1.000.000 untuk Peralatan & Mesin -
225.000.000 untuk Gedung & Bangunan -

Gambar 3.5 Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modal

Dalam pengalokasiannya berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  nomor
181/PMK 06/2016, pemilihan antara pemakaian belanja barang dan modal dalam proses
pengadaan adalah dengan melihat sifat barang yang ingin dibeli, apakah barang tersebut
memenuhi kriteria aset atau tidak. Kriteria pertama adalah. suatu barang dapat dikatakan

menjadi aset jika memenuhi nilat minimal kapitalisasi untuk peralatan dan mesin sebesar
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Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk gedung dan bangunan sebesar Rp25.000.000
(dua puluh lima juta rupiah). Kriteria selanjutnya adalah manfaat/umur ekonomisnya.
Suatu barang dapat dikelpompokan ke dalam jenis belanja modal jika memiliki umur
ckonomis lebih dari satu tahun (periode akuntansi). Jika suatu barang memiliki nilai
diatas Rp1.000.000 (satu juta rupiah) namun memiliki umur ekonomis dibawah satu
tahun maka barang tersebut merupakan jenis belanja barang Berdasarkan penjelasan
tersebut maka sudah dapat ditelaah terkait pengelompokan antara belanja barang dan
belanja modal. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan terkait belanja-belanja yang

banyak digunakan dalam penyusunan anggaran DPR RI

". Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam satker setjen hanya digunakan untuk kegiatan yang termasuk
pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR Rl
khususnya untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan administrasi keuangan
Sedangkan pada satker dewan belanja pegawai hanya terdapat pada program Penguatan
Kelembagaan DPR RI. Di DPR RI baik pada satker dewan maupun pada satker setjen
belanja pegawai hanya dikelola oleh Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dalam pengalokasian belanja pegawai, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai
berikut

1. Belanja Pegawai difokuskan untuk membayar gaji dan tunjangan yang melekat

dengan gaji, honor-honor pegawai non PNS serta tunjangan-tunjangan yang telah

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(4

Sementara itu, sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran
honor-honor untuk pelaksana kegiatan yang semula disediakan dari “Belanja
Pegawai : Uang honor udak tetap™ duntegrasikan ke dalam kegiatan induknya
dan kode akun yang digunakan mengikuti jenis belanja kegiatan yang
bersangkutan

Pembayaran kepada pekerja yang dipekerjakan  sendiri dan pekerja lain yang

)

bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai
tetapt dalam kelompok belanja barang dan jasa
Sehubungan dengan fungsi belanja pegawai, dalam penyusunan nya penggunaan
belanja barang terdiri dari beberapa jenis belaja pegawai yaitu Belanja Gaji Pokok PNS,
Belanja Pembulatan Gaji PNS. Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS. anak. struktural,
fungsional, PPh, beras, umum, Belanja Uang Makan PNS. Belanja Vakasi, dan lain-lain,
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Belanja Gaji Pokok PNS (511111) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat pembayaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

Belanja Pembulatan Gaji PNS (511119) adalah akun belanja yang digunakan
untuk mencatat pengeluaran pembayaran pembulatan gaji pokok Pegawai Negeri
Sipil.

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (511121) adalah akun belanja yang digunakan
untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan suami/istri PNS

Belanja Tunjangan Anak PNS (511122) adalah akun belanja yang digunakan
untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan anak PNS.

Belanja Tunjangan Struktural PNS (511123) adalah akun belanja yang digunaan
untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan struktural PNS

Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124) adalah akun belanja yang digunakan
untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan fungsional PNS.

Belanja Tunjangan PPh PNS (511125) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan PPh. PNS.

Belanja Tunjangan Beras PNS (511126) adalah akun belanja yang digunakan
untuk mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan beras berbentuk uang maupun
natura

Belanja Uang Man PNS (511129) adalah akun belanja yang digunakan untuk

mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan uang makan PNS.

_ Belanja Tunjangan Cacat PNS (511132) adalah akun belaja yang digunakan untuk

mencatat pembayaran tunjangan cacat PNS.

. Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri

(511147) adalah akun belanja yang digunakan untuk mencatat pembayraan
tunjangan lain lain termasuk uang dka PNS dalam dan Luar Negeri
Belanja Tunjangan Umum PNS (511151) adalah akun belanja yang digunakan
untuk mencatat pembayaran tunjangan umum/tambahan tunjangan umum PNS.
termasuk PNS. TNI/Polri sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006.
Belanja Uang Honor Tetap (512111) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat pembayaran honor tetap. termasuk honor pegawai honorer yang diangkat
menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi organisasi
vang bersangkutan. Penggunaan akun belanja ini biasanya digunakan untuk
kegiatan pembayaran gaji Tenaga Ahli. Staf Administrasi Anggota. dan Staf
Khusus Pimpinan DPR.
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14. Belanja Uang Lembur (512211) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam
rangka lembur.

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) (512411) adalah akun

wn

belanja  yang  digunakan untuk  mencatat  pembayaran  tunjangan
khusus/kegiatan/kinerja dan pembiayaan kepegawaian lainnya di dalam negeri
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16.

<

Belanja Pegawai Transito (512412) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat ~ pengeluaran  sebagian bclénja pegawai  di  lingkungan
Kementerian/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan
Kementerian/Lembaga yang dilikudasi.

Penjelasan 16 (enam belas) jenis akun belanja pegawai diatas adalah akun-akun
belanja pegawai yang kerap digunakan dalam penyusunan anggaran DPR RI baik pada

satker dewan dan satker setjen.

. Belanja Barang

Berdasarkan pengelompokan jenis belanja, belanja barang merupakan belanja yang
paling sering dipakai diseluruh kegiatan dalam penganggaran DPR RI baik pada satker
dewan ataupun satker setjen. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu
kepada standar’ biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk
kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran
Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan memperhatikan
harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai jenis serta spesifikasi
yang diperlukan. Dalam pengalokasian nya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
yaitu.

1. Belanja Barang difokuskan untuk membiayai kebutuhan operasional kantor

(barang dan jasa). pemeliharaan kantor dan aset tetap lainnya serta biaya

perjalanan

2. Disamping itu, belanja barang juga dialokasikan untuk pembayaran honor-honor
bagi para pengelola anggaran (KPA, PPK. Bendahara dan Pejabat
Pembuat/Penguji SPM)

3. Selanjutnya sesuai dengan penerapan konsep nilai perolehan maka pembayaran

honor untuk para pelaksana kegiatan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan
induknya.
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4. Selain itu, Belanja Barang juga meliputi hal-hal :

a) Pengadaan Aset Tetap yang nilai persatuannya di bawah mlai minimum
kapitalisasi (< Rp1.000.000,-/unit).

b) Belanja pemeliharaan aset tetap yang tidak menambah umur ckonomis,
manfaat atau kapasitas;

¢) Belanja perjalanan dalam rangka perolehan barang pakai habis.

Akun belanja barang yang sering digunakan untuk penyusunan anggaran DPR RI

adalah Belanja Barang Operasional dan Non-Operasional, Belanja Jasa, Belanja

Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas. Oleh karena itu selain daripada belanja-

belanja vang tidak digunakan dalam penyusunan anggaran DPR RI tidak akan diperdalam

lebih lanjut pada modul ini. Berikut adalah jenis-jenis akun belanja barang.

Belanja Keperluan Perkantoran (521111) adalah akun belanja yang digunakan

untuk mencatat pembiayaan keperluan schari-hari perkantoran yang secara

langsung menunjang kegiatan operasional K/L namun tidak menghasilkan barang
persediaan yang terdiri antara lain:

a Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu langganan surat
kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya
penerimaan tamu

b. Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya
satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang
dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, kominikasi khusus diplomat.
pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB.

¢. Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang
berhubungan dengan penyelengaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai
kapitalisasi

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (521115) adalah akun belanja yang

digunakan untuk mencatat honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang

terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honot pejabat kuasa
pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP
dan penantangan SPM. Honor bendahara pengeluaran/pemegang uang muka,
honor staf pengelola keuangan, honor pengelola PNBP. Honor Operasional Satuan

Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan

dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai

dengan akhir tahun anggaran.
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Belanja Barang Operasional Lainnya (521119) adalah akun belanja yang
digunakan untuk mencatat pembiayaan pengadaan barang yang tidak dapat
ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam
rangka kegiatan operasional satker dan tidak menghasilkan barang persediaan
Dalam penganggaran di DPR RI, belanja barang operasional lainnya digunakan
untuk jamuan rapat kegiatan dewan (satker dewan)

Belanja Bahan (521211) adalah akun belanja yang digunakan untuk mencatat
pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan
(yang habis dipakai)' seperti. Konsumsi/bahan makanan: dokumentasi: spanduk;
biaya fotokopi. Yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional
seperti pameran, seminar. sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain-lain yang terkait
langsung dengan ourpur suatu kegiatan dan tidak menghasilkan barang persediaan.
Dalam penganggaran di lingkungan DPR RI. belanja bahan digunakan untuk
jamuan rapat, seminar kit, pencetakan buku di kegiatan Setjen dan BK DPR RI
(satker setjen).

Belanja Honor Output Kegiatan (521213) adalah akun belanja yang digunakan
untuk mencatat honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang
melaksanakan kegiatan dan terkait dengan owfput seperti : honor pelaksana
kegiatan penelitian, honor penyuluh non PNS, honor tim pelaksana kegiatan
(pengarah, penanggung jawab. coordinator, ketua, dst), honor pejabat’ pengadaan
barang/jasa, honor panitia pengadaan barang/jasa. honor panitia pemeriksa
penerima barang/jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan aset tetap/aset
lainnya. Honor output kegiatan juga dapat digunakan untuk biaya honor yang
timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat.
Honor output kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan
kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu
tahun.

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) adalah akun belanja yang
digunakan untuk mencatat pengeluaran yvang tidak dapat ditampung dalam
kelompok akun belanja barang non operasional. Belanja barang non operasional
lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya crash proram. Belanja barang non
operasional lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai
di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Belanja barang non operasional lainnya
tidak menghasilkan barang persediaan.
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Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) adalah akun belanja yang
digunakan untuk mencatat belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa
barang konsumsi, seperti: ATK. bahan cetakan, alat-alat rumah tangga, dll.
Belanja Langganan Listrik (522111) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila terjadi denda atas
keterlambatan pembayaran tagihan langganan listrik

Belanja Langganan Telepon (522112) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat belanja langganan telpon, termasuk belanja apabila terjadi denda atas
keterlambatan pembayaran tagihan Iaﬁggunan telepon.

. Belanja Langganan Air (522113) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat belanja langganan air, termasuk belanja apabila terjadi denda atas
keterlambatan pembayaran tagihan langganan air.

. Belanja Jasa Konsultan (522131) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara
yang outpur nya tidak menghasilkan aset lainnya. Jasa konsultasi adalah jasa
layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Belanja Sewa (522141) adalah akun belanja yang digunakan untuk mencatat
pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya)

_Belanja Jasa Profesi (522151) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai
negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber. pembicara, praktisi, pakar yang
memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat
Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan mengacu pada ketentuan
tentang standar biaya.

Belanja Jasa Lainnya (522191) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun
52211.52212.52213.52214, dan 52215 Jasa lainnya adalah jasa yag
membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skilhvare)
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelsaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa
selain Jasa Konsultansi. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan

Barang.
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15. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) adalah akun belanja yang

digunakan untuk mencatat  pengeluaran  pemeliharaan/perbaikan  yang
dilaksanakan sesuai dengan Standar Biaya Umum. Dalam rangka
mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang
dari atau sampai dengan 2% dan pemeliharaan/perawatan halaman/taman
gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat
kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan)

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112) adalah
akun belanja yang digunakan untuk mencatatbelanja barang yang menghasilkan
persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan gedung dan bangunan. Seperti

pembelian cat tembok. gagang pintu,Jampu dan lainnya

_Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (523119) adalah akun

belanja yang digunakan untuk mencatat pembiayaan pemeliharaan rumah dinas
dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat
seperti istana, rumah jabatan pejabat negara, asrama, aula yang pisah dengan
Gedung kantor utama. gedung kesenian dan museum berserta isinya termasuk

taman, pagar agar berada dalam kondisi normal.

. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) adalah akun belanja yang

digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan untuk  mempertahankan
peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi
syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin, contoh pengadaan

service rutin, ganti oli, dan lain-lain.

. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123) adalah

akun belanja yang digunakan untuk mencatat belaja barang yang menghasilkan
persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin. Contoh

pembelian ol pelumas dan BBM untuk peralatan genset

. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523129) adalah akun belanja

yang digunakan untuk mencatat pengeluaran lainnya untuk pemeliharaan/
perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi
normal yang tidak memenuhi syarakat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan
mesin. Contoh adalah pembiayaan peralatan dan mesin yang terletak di luar

lingkungan gedung dan kantor utama.

. Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) adalah akun belanja yang digunakan

untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas
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pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam
negeri bagi pejabat. pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas
jabatan yang melewati batas kota meliputi : pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan, datasering (benchmarking), menempuh ujian dinas,
mengikuti pendidikan (diklat), mejemput/mengantar ke tempat pemakaman
jenazah pejabat/pegawi negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan
dinas, dan lain-lainnya sesuai PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas
dalam negeri. Dalam implementasi nya di lingkungan DPR RI. perjalanan dinas
dalam rangké rapat di Griya Sabha Kopo. dapat diakomodir dalam belanja
perjalanan dinas biasa selama menyertakan/mengikutsertakan Anggota DPR RI

sebagai bagian dari peserta perjalanan dinas.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) adalah akun belanja yang

digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota
sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi
pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan
yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi : pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan, datasering, menempuh ujian dinas, mengikuti diklat, dan
lain-lain yang diatur dalam PMK terntang perjalanan dinas dalam negeri. Contoh

penggunaan akun ini pada penganggaran DPR RI adalah transport dalam Kota.

_Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (524114) adalah akun

belanja yang digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka kegiatan
rapat. seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya olch satker penyelenggara maupun yang
dilaksanakan di dalam kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya
ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi : Biaya transport peserta perjalanan
dinas, biava paket meeting (halfday/fullday/fullboard), uang saku peserta
perjalanan dinas baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota
termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam Kerja. uang harian
dan/atau biaya penginapan peserta yang mengalami kesulitas transportasi. Besaran
komponen dan syarat pelaksanaan perjalanan dinas paket meeting harus mengikuti
ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenan

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119) adalah akun belanja
yang digunakan untuk mencatat pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker
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penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta
dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang
ditanggung oleh satker peserta meliputi © Biaya transportasi, biaya paket meeting
(fullboard), uang saku peserta. dan uang harian. Besaran nilai dan syarat
pelaksanaan biaya paket meeting mengikuti ketentuan yang mengatur mengenal
standar biaya tahun berkenan.

Belanja Perjalanan Dinas Biasa — Luar Negeri (524211) adalah akun belanja yang
digunakan untuk mencatat perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka
pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pehga\\v‘asun/pcmeriksaan.
mutase pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenasah untuk kepentingan dinas
di/ke luar negeri. Dalam penyusunan anggaran DPR RI. akun belanja
digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas luar negeri anggota dewan.
dikarenakan perjalanan dinas luar negeri anggota dewan merupakan kegiatan
tugas pokok.

Belanja Perjalanan Dinas Lainnya — Luar Negeri (524219) adalah akun belanja
vang digunakan untuk mencatat pengeluaran perjalanan dinas lainnya dalam
rangka pendukung kegiatan K/L yang tidak tertampung di dalam pos belanja
perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan tkenis operasional kegiatan
bagi kedutaan besar atau atas di luar negeri. Dalam penyusunan anggaran DPR RI
akun ini digunaan untuk kegiatan perjalanan dinas luar negeri bagi Setjen dan BK

DPR RI

E. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran anggaran yang berdampak pada

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukan sebagai belanja

modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria

kapitalisasi aset tetap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada anggaran DPR RI

ada lima jenis akun belanja modal yang biasa digunakan yaitu belanja modal tanah.

belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal peralatan dan mesin. belanja modal

jalan, irigasi dan jaringan. dan belanja modal lainnya

Dalam penggunaan akun belanja modal komponen belanja modal untuk perolehan

aset tetap meliputi harga beli aset tetap dan semua biaya yang dikeluarkan sampai aset

tetap siap digunakan seperti biaya perjalanan dinas. biaya angkut. biaya uji coba. dan
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biaya honor pengadaan dan penerima barang dan jasa. Dalam hal tersebut terdapat
perbedaan penggunaan akun dalam pencantuman honor pengadaan dan penerimaan
barang dan jasa Jika dalam belanja barang, honor pengadaan dan penerimaan barang dan
jasa menggunakan akun belanja honor ousput kegiatan, maka dalam belanja modal honor
pengadaan dan penerimaan barang dan jasa menggunakan akun belanja modal yang
terkait pada pengadaan modalnya.

Penggunaan akun belanja modal khusus untuk proses pengadaan barang yang
mempunyai kriteria aset tetap. Suatu barang dapat didefinisikan sebagai aset tetap jika
mempunyai kriteria sebagai berikut: a. barang bersifat dimiliki baik berwujud ataupun tak
berwujud; b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; ¢. digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum: d. memenuhi kriteria
nilai satuan minimum Kapitalisasi. Berikut adalah penjelasan akun belanja modal yang
kerap sering digunakan dalam penyusunan anggaran DPR RL

1. Belanja Modal Tanah (531111) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/
pembebasan penyelesaian, balik nama. pengosongan. penimbunan, perataan,
pematangan tanah, pembuatan sertifikasi tanah serta pengeluaran-pengeluaran
lainnya yang bersifat administrastif’ sehubungan dengan perolehan hak dan
kewajiban atas tanag pada saat pembebasan/ pembayaran ganti tugi sampai tanah
tersebut siap digunakan (swakelola/kontraktual).

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) adalah akun belanja yang digunakan
untuk mencatat pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111) adalah akun belanja yang

[

digunakan untuk mencatat memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual
sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian
atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak

4. Belanja Modal Jalan dan Jembatan (534111) adalah akun belanja yang digunakan
untuk mencatat memperoleh jalan dan jembatan sampai siap pakai meliputi biaya
perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai

jalan dan jembatan tersebut siap pakai.
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5:

Belanja Modal Lainnya (536111) adalah akun belanja yang digunakan untuk
mencatat memperoleh aset tetap lainnya dan aset lainnya yang tidak dapat
diklasifikasikan dalam belanja modal tanah. peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Digunakan untuk mencatat memperoleh aset
tetap lainnya dan aset lainnya sampai dengan siap digunakan. Belanja modal
lainnya dapat digunakan untuk pengadaan software. pengembangan iwebsite,
pengadaan lisensi yvang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara

swakelola maupun dikontrakan kepada pihak ketiga.
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KARAKTERISTIK SATKER
DEWAN DAN SATKER
SET

A. Satker Dewan

Satker dewan adalah salah satu satker anggaran yang berada pada anggaran DPR RI.
satker dewan digunakan untuk menampung anggaran yang diperuntukan untuk kegiatan
dewan. Satker dewan mempunyai dua program yaitu program penguatan kelembagaan
DPR RI dan program pelaksanaan fungsi DPR RI. Dan mempunyai tujuh kegiatan. Dalam
penganggaran DPR RI satker dewan dan satker setjen mempunyai karakteristik yang
berbeda

Karakteristik pada satker dewan adalah kegiatan yang tertera pada anggaran satker
dewan mencerminkan tugas dan fungsi dari DPR RI dan tidak mencerminkan dari unit
eselon 2 nya. Hal im lah yang menyebabkan kegiatan pada satker dewan mempunyai
lebih dari 1 penanggungjawab unit organisasi level eselon 2. Karakteristik lainnya dari
satker dewan adalah akun belanja yang digunakan pada satker dewan hanya dua, yaitu
belanja pegawai dan belanja barang. Satker dewan tidak memiliki kegiatan pengadaan
atau pembelian modal oleh karena itu. maka belanja modal tidak digunakan pada satker
dewan. Selain itu belanja pegawai pada satker dewan hanya dikelola oleh Biro
Perencanaan dan Keuangan. Berikut adalah program dan kegiatan pada satker dewan

(gambar 4.1)

Kode Unit Organisasi 02

Kode Satuan Kerja 001030

Program Penguatan Karlembaglnn DPRRI 09

; o Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan DPR RI 5804
2 Pelaksanaan Tugas DPR Rl Dalam Kerjasama Internasional 5805
3. Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat 5806
4. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administrasi Dewan 5807
Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI 10
5. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR Rl 5801
6. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI 5802
2 Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI 5803

Gambar 4.1 Program dan Kegiatan Satker Dewan
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B. Satker Setjen

Satker setjen adalah salah satu satker anggaran yang berada pada anggaran DPR RI,
satker setjen digunakan untuk menampung anggaran yang diperuntukan untuk seluruh
kegiatan setjen dan BK DPR RI. Satker setjen mempunyai dua program yaitu program
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya setjen DPR RI dan program
dukungan keahlian fungsi dewan. Dan mempunyai 20 (dua puluh) kegiatan. Dalam
penganggaran DPR RI satker setjen mempunyai karakteristik yang berbeda dengan satker
dewan yang telah dijelaskan diatas.

Karakteristik pada satker setjen yang sangat berbeda dari satker dewan adalah
kegiatan yang dirumuskan mencerminkan unit organisasi level eselon 2 nya. Oleh karena
itu. satker setjen mempunyar 20 (dua puluh) kegiatan dan pada masing-masing
kegiatannya hanya mempunyai satu penanggungjawab unit organisasi level eselon 2.

Karakteristik lainnya dari satker setjen adalah akun belanja yang digunakan lebih
bervariasi dari satker dewan, yaitu belanja pegawai. belanja barang dan belanja modal.
Namun sama halnya dengan satker dewan, belanja pegawai pada satker setjen hanya
dikelola oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Selanjutnya pada satker setjen juga
mempunyai output generik yaitu Layanan Internal/overhead (951) dan Layanan
Perkantoran (994) yang dikelola oleh Biro Pengelolaan BMN. Biro Umum, Biro
Kepegawaian dan Organisasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Pusat Data dan

" Informasi. Berikut adalah program dan kegiatan pada satker dewan (gambar 4.2).
[ g | ode |
Kode Unit Organisasi 01
Kode Satuan Kerja 001012

I 2 N L

Program Duk Manaj; dan Pelak Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI 01

1 Persidangan Komisi dan Paripurna 5781
2. \gan Badan dan & 5782
3 Fasilitasi Kerja Sama Antar Parlemen 5783
4. Fasilitasi Kesekretariatan Pimpinan 5784
5. Pemberitaan Parlemen 5785
6. Penyelenggaraan Keprotokolan 5786
% Penyelenggaraan Penanganan Bidang Hukum dan laan P 5787
s Pengelolaan SOM dan Organisasi 5788
9. dan ngar 5789
10 Pengeloiaan Barang Milik Negara 5790
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o | g e

Program Dukungan Manaji dan Pelak Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI o1

11 Pengelolaan Sarana Prasarana Kantor 5791
12 dan Peni oleh i 5792
13. dan i oleh un 5793
14, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5798
15. Pengelolaan Data dan informasi 5795
Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan 1

16. L 5796
17. Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 5797
18. Penyusunan Kajian APBN © 5798
19 Kajian A Negara 5799
20. g dan b 5800

Gambar 4.2 Program dan Kegiatan Satker Setjen

C. Penyusunan Perencanaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR RI No. 1 tahun 2014 Pasal 91 ayat | huruf
(d), yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BURT melakukan kompilasi
dan sinkronisasi terhadap usulan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan
Sekretariat Jenderal DPR. Maka proses penyusunan anggaran di Setjen dan BK DPR Rl
tidak dapat lepas dari peran BURT. Adapun mekanisme penyusunan anggaran DPR RI
adalah sebagai berikut.

1. Mekanisme Penyusunan Rancangan ‘Anggaran Satker Dewan

a. Pada Minggu ke-2 Bulan Februari Pimpinan DPR RI dan atau Pimpinan BURT
DPR RI meminta kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretriat
Jenderal melalui Surat Dinas untuk membuat usulan rancangan anggaran satu
tahun kedepan.

b. Usulan Anggaran Untuk Satker Dewan disampaikan kepada Pimpinan BURT
dengan surat dinas bertanda tangan Pimpinan AKD dengan dilengkapi data
dukung antara lain, TOR. RAB, dan data dukung lainnya paling lama 2 minggu
setelah surat permintaan resmi.

¢. Setelah Usulan Rancangan Anggaran Satker Dewan disetujui oleh BURT DPR
RI. Biro Perencanaan dan Keuangan ¢.q. Bagian Perencanaan membuat Exercise
RAB.

d. Sekretariat BURT membuat laporan usulan anggaran DPR RI satu tahun kedepan

vang selanjutnya disampaikan pada rapat Paripurna DPR RI pada masa sidang
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untuk mendapat persetujuan pada rapat Paripuma DPR RI sebagal rancangan

anggaran DPR RL

Mekanisme Penyusunan Rancangan Anggaran Satker Setjen

a

Pada Minggu ke-2 Bulan Februari Pimpinan DPR RI dan atau Pimpinan BURT
DPR RI meminta kepada Setjen dan BK DPR RI melalui Surat Dinas untuk
membuat usulan rancangan anggaran | tahun kedepan;

Sekretaris Jenderal meminta kepada Para Deputi, Kepala Biro/Pusat/Inspektorat
untuk membuat usulan rancangan anggaran satu tahun kedepan melalut surat
resmi pada minggu ke 2 bulan Februari:

Usulan Anggaran Untuk Satker Setjen disampaikan kepada Pimpinan Sekretriat
yaitu Sekretaris Jenderal c¢.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dengan surat dinas
bertanda tangan Kepala Biro/Pusat/Inspektorat dan atau pejabat setingkat Eselon
Il dengan dilengkapi data dukung antara lain, TOR., RAB. dan data dukung
lainnya paling lama 2 minggu setelah surat permintaan resmi.

Biro Perencanaan dan Keuangan (Bagian Perencanaan) Sekretariat BURT,
Tenaga Ahli BURT dan Biro/Pusat melakukan pembahasan. sinkronisasi,
penelaahaan dan kompilasi usulan anggaran dari Biro/Pusat/Inspektorat dengan
mengacu pada Peraturan-Peraturan yang berlaku selama 2 Minggu

Pada Bulan Maret minggu ke-2 BURT DPR RI dan Jajaran Biro Perencanaan dan
Keuangan melaksanakan pembahasan Usulan anggafan Satuan Kerja Setjen dan
BK DPR RI

Setelah Usulan Rancangan Anggaran Satker Setjen disetujui oleh BURT DPR RI,
Biro Perencanaan dan Keuangan c¢.q. Bagian Perencanaan membuat Exercise
RAB.

Sekretariat BURT membuat laporan usulan anggaran DPR RI satu tahun kedepan
yang selanjutnya disampaikan pada rapat Paripurna DPR Rl pada masa sidang
untuk mendapat persetujuan pada rapat Paripurna DPR RI sebagai rancangan

anggaran DPR RL

Mekanisme Penyampaian Usulan Rancangan Anggaran DPR Rl kepada

Pemerintah

Sekretaris Jenderal mengajukan surat resmi usulan rancangan anggaran DPR RI yang

telah disetujui oleh rapat Paripurna satu tahun kedepan kepada Kementerian

PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan Persetujuan Pimpinan BURT

pada Bulan April Minggu Ke-2
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4. Mekanisme Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Pagu Indikatif

a

Pada Bulan Maret Surat Bersama Antara Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
dan Menteri Keuangan RI tentang RKP Pagu Indikatif diterbitkan

Pimpinan DPR RI dan atau Pimpinan BURT DPR Rl Menerima surat Edaran
RKP Pagu Indikatif.

Kemudian Pimpinan DPR RI dan atau Pimpinan BURT DPR RI meminta kepada
Sekretriat Jenderal melalui Surat Dinas untuk membuat usulan RKP Pagu
Indikatif tahun kedepan.

Sekretaris Jenderal meminta kepada Para Deputi. Kepala Biro/Pusat/Inspektorat
untuk membuat usulan RKP Pagu Indikatif tahun kedepan.

Usulan Anggaran Untuk Satker Dewan dan Setjen disampaikan kepada Pimpinan
Sekretriat yaitu Sekretaris Jenderal c¢.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dengan
surat dinas bertanda tangan Kepala Biro/PusatInspektorat dan Atau Pejabat
Setingkat Eselon II dengan dilengkapi data dukung antara lain, TOR. RAB,
pricelist dan data dukung lainnya paling lama 2 minggu setelah surat permintaan
resmi.

Biro Perencanaan dan Keuangan (Bagian Perencanaan) Sekretariat BURT,
Tenaga Ahli BURT dan Biro/Pusat/Inspektorat melakukan pembahasan.
sinkronisasi, penelaahaan dan kompilasi RKP Pagu Indikatif dari
Biro/Pusat/Inspektorat dengan mengacu pada Peraturan-Peraturan yang berlaku
selama 2 Minggu

Pada Bulan April minggu ke-2 BURT DPR RI dan Jajaran Sekretariat Jenderal
dan Pimpinan AKD melaksanakan pembahasan RKP Pagu Indikatif satu tahun
kedepan.

Setelah RKP Pagu Indikatif satu tahun kedepan Satker Setjen dan Satker Dewan
disetujui oleh BURT DPR RI. Biro Perencanaan dan Keuangan c.q. Bagian
Perencanaan membuat  Exercise Rincian Anggaran Belaja (RAB) selama |
Minggu

Pada Minggu ke IV Bulan April Setjen dan BK DPR RI menyampaikan surat
resmi dan diketahui Pimpinan BURT DPR RI kepada Mentert Negara
PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Rl tentang RKP Pagu Indikatif

satu tahun kedepan.
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S.

Mekanisme Penyusunan  Rencana Kerja Anggaran Berdasarkan Pagu

Anggaran

a.

Pada Bulan Juni Surat Keputusan Menteri Keuangan RI tentang RKA-KI. Pagu
Anggaran satu tahun kedepan diterbitkan.

Pimpinan DPR RI dan atau Pimpinan BURT DPR RI Menerima Surat Keputusan
Menteri Keuangan RI tentang RKA-KL Pagu Anggaran satu tahun kedepan
Kemudian Pimpinan DPR RI dan atau Pimpinan BURT DPR RI meminta kepada
Setjen dan BK DPR RI melalui Surat Dinas untuk membuat usulan RKA-KL
Pagu Anggaran satu tahun kedepan.

Sekretaris Jenderal meminta kepada Para Deputi, Kepala Biro/Pusat/Inspektorat
untuk membuat usulan RKA-KL Pagu Anggaran satu tahun kedepan

Usulan Anggaran Untuk Satker Dewan dan Setjen disampaikan kepada Pimpinan
Sekretriat yaitu Sekretaris Jenderal ¢.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dengan
surat dinas bertanda tangan Kepala Biro/Pusat/Inspektorat dan Atau Pejabat
Setingkat Eselon 11 dengan dilengkapi data dukung antara lain, TOR, RAB, dan
data dukung lainnya paling lama 1 minggu setelah surat permintaan resmi dari
Pimpinan Setjen dan BK DPR RL

Biro Perencanaan dan Keuangan (Bagian Perencanaan), Sekretariat BURT,
Tenaga Ahli BURT dan Biro/Pusat/Inspektorat melakukan pembahasan,
sinkronisasi, penclaahaan dan kompilasi RKA-KL Pagu Anggaran satu tahun
kedepan dari Biro/Pusat dengan mengacu pada Peraturan-Peraturan yang berlaku
selama 1 Minggu.

Kemudian BURT DPR RI dan Jajaran Setjen dan BK DPR RI serta Pimpinan
AKD melaksanakan pembahasan RKA-KL Pagu Anggaran satu tahun kedepan.
Apabila DPR telah memasuki masa reses maka pembahasan akan disesuatakan
Setelah RKA-KL Pagu Anggaran satu tahun kedepan Satker Setjen dan Satker
Dewan disetujui oleh BURT DPR RI. Biro Perencanaan dan Keuangan c.q
Bagian Perencanaan membuat Exercise RAB selama 2minggu.

Pada Bulan Agustus Setien dan BK DPR Rl menyampaikan surat resmi dan
diketahui Pimpinan BURT DPR RI kepada Menteri Negara PPN/Kepala

Bappenas dan Menteri Keuangan RI tentang RKA-KL Pagu Anggaran
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6. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Berdasarkan Alokasi

Anggaran

a.

o

Pada Minggu ke-1 Bulan Oktober Surat Keputusan Menteri Keuangan RI
tentang RKA-KL Alokasi Anggaran satu tahun kedepan diterbitkan.

Pimpinan DPR Rl dan atau Pimpinan BURT DPR RI menerima Surat Keputusan
Menteri Keuangan RI tentang RKA-KL Alokasi Anggaran satu tahun kedepan.
Pada minggu ke-2 Bulan Oktober Pimpinan DPR RI dan atau Pimpinan BURT
DPR RI meminta kepada Sekretriat Jenderal melalui Surat Dinas untuk membuat
usulan RKA-KL Alokasi Anggaran satu tahun kedepan.

Sekretaris Jenderal meminta kepada para Deputi. Kepala Biro/Pusat untuk
membuat usulan RKA-KL Alokasi Anggaran satu tahun kedepan pada minggu
ke-3 bulan Oktober

Usulan Anggaran untuk Satker Dewan dan Setjen disampaikan kepada Pimpinan
Sekretariat yaitu Sekretaris Jenderal ¢.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dengan
surat dinas bertanda tangan Kepala Biro/Pusat dan atau pejabat setingkat Eselon
Il dengan dilengkapi data dukung antara lain, TOR, RAB, dan data dukung
lainnya paling lama | minggu setelah surat permintaan resmi dari Pimpinan
Sekretariat Jenderal.

Biro Perencanaan dan Keuangan (Bagian Perencanaan). Sekretariat BURT.
Tenaga Ahli BURT dan Biro/Pusat melakukan pembahasan, sinkronisasi,
penelaahaan dan kompilasi RKA-KL Alokasi Anggaran satu tahun kedepan dari
Biro/Pusat dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku selama 1
minggu.

Pada Bulan Oktober minggu ke-IV BURT DPR RI dan Jajaran Setjen dan BK
DPR serta Pimpinan AKD melaksanakan pembahasan RKA-KL Pagu Anggaran
satu tahun kedepan. Apabila DPR telah memasuki masa reses maka pembahasan
akan disesuaikan

Setelah RKA-KL. Pagu Anggaran satu tahun kedepan Satker Setjen dan Satker
Dewan disctujui oleh BURT DPR RI. Biro Perencanaan dan Keuangan c.q
Bagian Perencanaan membuat Exercise RAB selama 2minggu

Pada minggu ke-1 bulan Nopember, Setjen dan BK DPR RI menyampaikan surat

resmi dan diketahui Pimpinan BURT DPR RI kepada Menteri Negara

PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI tentang RKA-KL Aloka:
Anggaran.
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7. Mekanisme Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

a Setelah Alokasi anggaran satu tahun ke depan disampaikan kepada Menteri
Keuangan RI, Direktorat Jenderal Anggaran membuat konsep DIPA.

b. Setelah Konsep DIPA menjadi draft di sampaikan Kepada Kementerian Lembaga
untuk dilakukan penelaahan DIPA.

¢. Setelah ditelaah dan disetujui oleh Pimpinan Sekretariat dan atau Pengguna
Anggaran ditandatangani maka disampaikan kembali kepada Kementerian
Keuangan Selanjutnya di tetapkan menjadi DIPA dan disahkan oleh Direktur

Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RL

D. Standar Biaya

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa satuan biaya masukan

maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam

RKA-KL. Sebagai salah satu instrumen. Standar Biaya harus dipahami untuk selanjutnya

diterapkan dalam penghitungan kebutuhan anggaran yang wajar. rasional. dan dapat

dipertanggungjawabkan. Dalam penggunaan nya Standar Biaya mempunya fungsi

sebagai berikut:

1.

1]

Dalam Perencanaan Anggaran

Standar Biaya Masukan (SBM) Lampiran I, Lampiran II. dan SBK sebagai batas
tertinggi vang tidak dapat dilampaui.

Dalam Pelaksanaan Anggaran

Standar Biaya Masukan (SBM) Lampiran | sebagai batas tertinggi yang tidak dapat
dilampaui. Standar Biaya Masukan (SBM) Lampiran Il dan SBK scbagai estimasi
yang dapat dilampaui.

Berdasarkan fungsi tersebut maka Standar Biaya mempunya alasan yang sangatlah

penting untuk digunakan sebagai acuan indeks kegiatan dalam penyusunan RKA-KL

Alasan penggunaan Standar Biaya antara lain sebagai berikut:

2.

Berusaha menjaga efisiensi anggaran negara;

Terdapat beberapa barang/jasa yang harganya tidak tersedia di pasar (mis: satuan
biaya honorarium);

Bervariasinya kualitas dan harga barang/jasa yang terdapat di pasar schingga
diperlukan pembatasan, agar diperoleh barang/jasa dengan kualitas dan harga yang

layak dan wajar, tidak mewah dan hemat (mis: pengadaan kendaraan dinas)
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4. Dalam penyusunan anggaran, untuk suatu jenis pekerjaan yang sama, serta terdapat di
semua Kementerian Negara/Lembaga seyogyanya diberikan besaran biaya yang
sama/setara (mis: satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran).

5. Perlunya alat untuk memudahkan penyusunan dan penelaahan RKA
Standar Biaya Masukan (SBM) adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan

indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. Berdasarkan

ruang lingkupnya, SBM terdiri dari:

I, SBM yang berlaku pada beberapa/seluruh kementerian negara/lembaga

2 SBM yang berlaku pada satu kementerian negara/lembaga.

Khusus SBM vyang berlaku pada satu kementerian negara/lembaga dapat diusulkan
kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai SBM. Adapun satuan biaya yang
dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi SBM harus memenuhi kriteria sebagai berikut
1. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu
2. Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh kementerian negara/lembaga
3. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di daerah terpencil, daerah perbatasan, dan

pulau terluar; dan/atau

4. Penyelenggaraan kegiatan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
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IMPLEMENTASI

'ENYUSUNAN ANGGARAN

PADA AP

LIKASI SINCAN

A. Aplikasi Sistem Perencanaan

Dalam mewujudkan Good Governance, lembaga-lembaga pemerintahan wajib
menerapkan teknologi informasi salah satunya melalui e-government. Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI melalui Biro Perencanaan dan Keuangan memanfaatkan
teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas administrasi dan penyusunan anggaran,
sebagai upaya memberikan pelayanan dan berinteraksi yang lebih baik kepada seluruh
unit kerja. Dalam hal pengimplementasian e-government. Biro Perencanaan dan
Keuangan telah membangun. mengembangkan dan akan mensosialisasikan Aplikasi
SINCAN yang dapat diakses melalui alamat website

https://perencanaan dpr. go id/admm/index

Aplikasi SINCAN adalah sebuah aplikasi untuk membantu dalam proses penyusunan
anggaran. Aplikasi SINCAN dipakai pada proses penyusunan anggaran mulai dari Usulan
Anggaran, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Alokasi Anggaran, sampai dengan proses
terakhir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Sebelum adanya aplikasi SINCAN proses Perencanaan anggaran dilakukan secara
konvensional yaitu unit kerja merumuskan RAB vang selanjutnya berkas dikirim ke PPK
untuk di setujui lalu dari PPK berkas dikirim ke Bagian Perencanaan dan selanjutnya
disetujui oleh KPA/Eselon 1. Banyaknya langkah ini sangat memerlukan waktu dalam
pelaksanaan sehingga penyusunan rencana anggaran dianggap kurang efisien dapat dilihat

di gambar 5.1.

fil S— B - il
B . <& ¥ i
PPK Bagian RKA K/LDIPA  Eselon 1 PPK

Perencanaan

Gambar 5.1 Alur Penyusunan Anggaran Konvensional

Namun setelah adanya aplikasi SINCAN. maka penyusunan anggaran dilingkungan
DPR RI menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan banyak nya waktu, karena proses
penyusunan dilakukan di database yang sudah terhubungan dan dapat diakses oleh semua

computer dilingkungan DPR RI. Sehingga setiap pihak yang terkait dalam penyusunan
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anggaran dapat memantau proses penyusunan anggarannya secara berkala, alur

penyusunan anggaran dengan menggunakan sistem dapat dilihat pada gambar 5.2.

T A A TS
S W E BT
R

s o - e
R A s

-
e

Gambar 5.2 Alur Penyusunan Angaran Dengan Aplikasi SINCAN

Aplikasi SINCAN hanya dapat diakses oleh para penyusun anggaran di tiap-tiap unit
kerja. staf PPK. PPK, dan Eselon 1. Aplikasi SINCAN dapat diakses melalui Portal
Setjen DPR (gambar 5.3).

Portal Setjen

SETJEN DPR SIAP BERUBAH dh teurane
Tatigivs, Abuntabed, Profesioi, Intgritas e [ s rahe

[ Penguumman | Persturan Sekien | 502 | vadeo | pommioad

EMaDPR Log Out

PLHGUMUMAN | LD 1217 Sehewn So
hittps:/ [ portal.dpr.go.id/ admin/ profil [ @ m SN
Catatan .

Kipng -

" Pegawal Pensiun

Gambar 5.3. Akses ke Aplikasi Perencanaan
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Dalam pengoperasian aplikasi SINCAN. terdapat beberapa fitur/menu yang akan

digunakan dalam proses penyusunan anggaran (gambar 5.4.)

1 2 y

Perencanaan DPR RI

fﬁ(‘l.nn.ul ‘).nl.mf"

i Sistem Informasi Perencanaan DPR R1

BAGIAN PERENCANAAN

Baca Sebenghapeys

es oo

Gambar 5.4. Dashboard Aplikasi SINCAN

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fitur yang terdapat dalam aplikasi
SINCAN
1. Data Perencanaan - Menu Data Perencanaan merupakan fitur untuk melakukan
penyusunan anggaran yang dilakukan pada aplikasi SINCAN. dalam menu ini
terdapat sub menu sebagai berikut
a  Data Referensi - adalah fitur penyimpanan surat masuk dan surat keluar serta
data-data yang terkait dengan Perencanaan anggaran, fitur ini hanya dapat
diakses oleh Bagian Perencanaan
b. Daftar Usulan, Daftar Pagu Indikauf, Daftar Pagu Anggaran, Daftar Alokas!
Anggaran, dan Daftar DIPA : adalah fitur untuk melakukan penyusunan
anggaran mulai dari usulan anggaran sampai dengan DIPA. Dalam fitur ini

terdapat menu Form Belanja dan menu Struktur Anggaran. Menu Struktur
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Anggaran digunakan untuk menginput data-data struktur anggaran mulai dari
program, kegiatan, output, sampai pada akun belanja. Sedangkan menu Form
Belanja digunakan untuk melakukan input detail kegiatan dan kebutuhan

anggaran.

ro

Daftar Exercise : adalah fitur untuk Bagian Perencanaan dalam melakukan
exercise pada anggaran yang diusulkan oleh unit kerja yang terkait, menu ini
hanya dapat diakses oleh Bagian Perencanaan.

3. Daftar Laporan : adalah fitur untuk melihat hasil dari penyusunan anggaran yang
dilakukan dalam aplikasi berupa laporan. Laporan yaﬁg dapat dilihat berupa
Laporan (Rincian Anggaran Belanja) RAB. Laporan per Satker, Laporan per
Program, Laporan Per Kegiatan, Laporan per Ouput, Laporan per Biro, dan
Laporan per Akun.

Proses pengoperasian aplikasi SINCAN dimulai dari proses penyusunan usulan
anggaran. Pada proses ini masing-masing unit kerja mengusulkan usulan kegiatan dan
anggarannya ke Biro Perencanaan dan Keuangan setelah mendapatkan verifikasi dari PPK
yang terkait. Kemudian Bagian Perencanaan akan melakukan penyesuaian kembali terkait
penggunaan akun belanja dan indeks yang digunakan. Hasil dari penyesuaian yang
dilakukan oleh Bagian Perencanaan merupakan hasil awal usulan anggaran yang nantinya
akan dilaporkan kepada BURT. Jika dalam rapat BURT terdapat perubahan usulan
anggaran, maka masing-maSing unit kerja mengusulkan kembali usulan anggarannya
dengan mengakomodasi hasil dari rapat BURT. Setelah usulan anggaran di verifikasi oleh
PPK yang terkait maka. Usulan anggaran tersebut akan diterima oleh Bagian Perencanaan
dan akan dilakukan penyesuaian kembali dan menjadi Usulan Anggaran yang bersifat
Final.

Setelah keluarnya Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Kementerian Keuangan dan
Bappenas, Bagian Perencanaan akan melakukan rransfer Usulan Anggaran yang telah
final ke dalam Pagu Indikatif Dan akan menyesuaikan anggaran pada Pagu Indikatif
sesual dengan pagu yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu dan Bappenas dalam SEB nya.
Setelah penyesuaian pagu telah diselesaikan oleh Bagian Perencanaan, masing-masing
unit kerja kembali mengusulkan anggarannya dengan kegiatan-kegiatan yang telah
disesuaikan dengan pagu yang berasal dari Bagian Perencanaan. Setelah masing-masing
unit kerja merumuskan kembali anggarannya berdasarkan pagu indikatif. maka anggaran
tersebut akan dikirim ke Bagian Perencanaan setelah sebelumnya mendapatkan verifikasi
dari PPK pada masing-masing unit kerja yang terkait. Bagian Perencanaan akan
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melakukan penyesuaian kembali terhadap pagu indikatif yang telah diverifikasi oleh PPK
dan akan menjadi anggaran berdasarkan pagu indikatif yang bersifat final. Selanjutnya
proses pagu anggaran dan alokasi anggaran sesuai dengan proses pada pagu indikatif.

Berikut adalah proses penyusunan anggaran dengan menggunakan aplikasi SINCAN.

Terdapat
perubahan
Usulan

Gambar 5.5. Flowchart Penyusunan Anggaran dengan Aplikasi
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B. User Pengelola Aplikasi Sistem Perencanaan
Aplikasi SINCAN mempunyai 5 jenis user yang masing-masing user mempunyai
tugas dan perannya berbeda-beda sehingga dalam proses pengoperasiannya tidak akan

terjadi tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Pihak pengelola aplikasi SINCAN terdri

dari staf dari unit organisasi Eselon 111, para staf PPK, Kepala Biro/Pusat/Inspektur, staf

pada unit perencanaan dan Auditor.
1. Staf dari unit organisasi Eselon Il mempunyai tugas :
a. Menginput rencana anggaran dilingkungan unit organisasi Eselon Il yang
terkait mulai dari proses Usulan Anggaran, PI, PA, dan AA.
b. Membuat data dukung terkait kegiatan yang akan direncanakna dilaksanakan
dan mempunyai implikasi pemakaian anggaran, seperti KAK/TOR, RAB, Price
List, dan data dukung lainnya dan mengupload nya di Aplikasi SINCAN.
¢. Menyampaikan rencana anggaran yang telah diisi sebelumnya di Aplikasi
SINCAN ke Staf PPK. dan menyampaikan dokumen usulan anggaran ke Kepala
Bagian/Bidang untuk mendapatkan persetujuan.
2. Para Staf PPK mempunyai tugas :
a. Memeriksa dokumen rencana anggaran yang dikirim oleh staf unit kerja.
b. Menginput rencana anggaran khusus Kepala Biro/Pusat/Inspektur mulai dari

proses Usulan Anggaran. PI. PA. dan AA

“¢. Mengoreksi dalam Aplikasi SINCAN Jika terjadi suatu

ketidaksesuaian/kesalahan dalam penginputan yang dilakukan oleh staf’ unit
kerja.
d Mengkompulir rencana anggaran yang dikirim kan oleh staf unit kerja yang
terkait.
Mengirim rencana anggaran yang sudah dikompulir sebelumnya pada Aplikast

SINCAN, ke Eselon 11

o

3. Kepala Biro/Pusat/Inspektur mempunyai tugas :
a. Memeriksa usulan rencana anggaran yang telah dikompulir dan dikirimkan oleh
stal’ PPK
b. Menyetujui rencana anggaran yang telah disusun oleh unit kerja jajarannya pada
Aplikasi SINCAN.
¢. Melaporkan dokumen usulan rencana anggaran yang telah disetujui kepada

Eselon | (PA/KPA).
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4. Staf Bagian Perencanaan adalah pegawai dari unit Bagian Perencanaan yang

memiliki jabatan sebagai Analis Perencana, mempunyai tugas

a

Melakukan dukungan dan perbantuan kepada staf unit kerja, dan Staf PPK
dalam proses penginputan usulan rencana anggaran ke dalam Aplikasi SINCAN.
Menerima dan melakukan penyesuaian usulan rencana anggaran pada Aplikasi
SINCAN vang telah disetujui oleh Kepala Biro/Pusat/Inspektur

Melakukan penelitian terhadap usulan rencana anggaran yang telah disesuaikan.
Memanfaatkan fitur-fitur laporan yang ada dalam Aplikasi SINCAN untuk
memantau Perencanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat.

Memanfaatkan fitur-fitur laporan yang ada dalam Aplikasi SINCAN sebagai
bahan penyusunan rencana anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Usulan, PI. PA, AA, dan DIPA.

5. Auditor mempunyai tugas

a.

b.

Mengawal proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh seluruh pengelola
Aplikasi SINCAN.

Memanfaatkan fitur-fitur laporan yang ada dalam Aplikasi SINCAN sebagai
bahan pemeriksaan rencana anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Penginputan Struktur Anggaran

Proses penginputan data anggaran ke dalam aplikasi SINCAN dimulai dari

enginputan struktur anggaran. Penginputan struktur anggaran dimulai dari penginputan
peng 28 g 28, penginp

unit kerja diikuti penginputan program, kegiatan, ouput, sub output, komponen, sub

komponen, dan akun belanja. Namun penginputan struktur anggaran hanya dapat

dilakukan oleh Bagian Perencanaan. Jika Unit kerja yang terkait ingin melakukan

penambahan Struktur Anggaran maka dapat mengusulkan atau berkoordinasi dengan

Bagian Perencanaan.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan penginputan struktur anggaran.

Pilihlah Tahun pengisian anggaran yang diingin kan di input.
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Dashboard Sistem Informasi Perencanaan DPR RI

Kompaosisi Struktur Anggaran
Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2018

Kode Urzan Usulan Fagu okt "ﬂm. Alcarn [

Baca sehenghapms

Gambar 5.6. Penginputan Struktur Anggaran Tahap 1

- Harap diingat bahwa tahun penyusunan rencana anggaran adalah Tahun + 1
oleh karena itu jika tahun berjalan adalah tahun 2018, maka tahun yang di
pilih pada aplikasi SINCAN untuk melakukan penyusunan anggaran adalah

tahun 2019
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Pilih fitur “Struktur Anggaran” di menu “Data Perencanaan”

Oultar Pagn Aopacan

Baca Selengiapma

Gambar 5.7. Penginputan Struktur Anggaran Tahap 2

Contoh menu diatas, adalah menu yang dapat diakses oleh user staf Perencanaan,
pada user lainnya fitur/menu yang dapat diakses hanya Dafar Usulan, Daftar
Pagu Indikatif, Daftar Pagu Anggaran, Daftar Alokasi Anggaran, dan Daftar

DIPA
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3. Pilih lah Kegiatan dan komponen yang ingin di input struktur anggarannya
kemudian klik tombol “Sev/Pilih” - Fitur Tambah Unit untuk menambah jumlah kegiatan yang terdapat di

aplikasi

s Daftar Usulan (Struktur Anggaran) - Fitur Rekam Program untuk penginputan nama program dalam RAB
@ X . - Fitur Rekam Kegiatan untuk penginputan nama kegiatan dalan RAB.

<orsc 100 5785 203 001042, - Perencansan Aaguar

- Fitur Rekam Quiput untuk penginputan nama Quiput dalam RAB
- Fitur Rekam Sub Ouput untuk penginputan nama Sub Ouiput dalam RAB

- Fitur Rekam Komponen untuk penginputan nama Komponen dalam RAB.

- Fitur Rekam Sub Komponen untuk penginputan nama Sub Komponen dalam
RAB
- Fitur Rekam Akun untuk penginputan nama Akun dalam RAB
opron 2
5. Dalam Penginputan Rekam Program. Kegiatan, Quiput, Sub Ouiput. Komponen,
3 s % 5 4 Sub Komponen dan Akun. Kode dan nama di mput sesuai dengan struktu
Gambar 5.8. Penginputan Struktur Anggaran Tahap 3 Sl o tan e put sesuak dengan it E
anggaran yang berada di RAB.
4. Pilih fitur yang diingin kan untuk melakukan penginputan. (5] Proveam Pagu Angoaram) [5] Keoatan g Ansgaran)

% Daftar Pagu Anggaran (Struktur Anggaran)

Vesing . =

Output Pagu An
E) ot Page dagenn) E] Sub Output Pagu Anggaran)

o PLTARMY JEDIPAL {100] GGwate] e

T Pemana Peresanass tan G

B Sub Komponen Pagu Anggaran)

L.j Akun Pagu Anggaran)

e Lapaste b on. Begta, don Agges - - v e e

Gambar 5.10. Penginputan Struktur Anggaran Tahap 5
Gambar 5.9 Penginputan Struktur Anggaran Tahap 4
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- Pada pengisian Ouipwut Satker dinput sesuai dengan unit kerja penanggung
jawab Quiput nya

- Sedangkan untuk permasalahan pada satker Dewan, terkait dengan | owput
mempunyai 2 penanggung jawab, maka penanggung jawab kegiatan diisi pada

fitur Rekam Komponen

6. Jika sudah diinput data-data yang terdapat di RAB dan terdapat kesalahan dapat

dilakukan Edit. Namun untuk akun tidak dapat diedit hanya dapat dihapus dan

diinput ulang

Gambar 5.11. Penginputan Struktur Anggaran Tahap 6

D. Penginputan Anggaran Dalam Form Belanja
Proses selanjutnya setelah penginputan Struktur Anggaran ke dalam aplikasi SINCAN
adalah proses penginputan kegiatan dan anggaran dalam RAB ke aplikasi SINCAN.
Penginputan form belanja adalah penginputan kegiatan dan anggaran di dalam suatu
Akun Belanja. Penginputan form belanja dilakukan oleh unit kerja yang terkait yang
menjadi penanggungjawab pemegang anggaran dan pelaksana kegiatannya Satu unit

kerja hanya dapat melihat, menginput, mengedit dan menghapus data-data pada form
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belanja yang menjadi tangungjawab nya saja. Berikut adalah langkah-langkah untuk
melakukan penginputan kegiatan dan anggaran

1. Pilih fitur Form Belanja di dalam menu Data Perencanaan

s ¥ g Moo

s Selengaomye

Gambar 5.12. Penginputan Anggaran dalam Form Belanja Tahap |

- Langkah awal dalam pengisian Form Belanja dilakukan oleh user “staf unit
kerja”, sebelum wser staf unit kerja menyelesaikan input Form Belanja, user
lainnya tidak dapat melakukan penginputan disaat yang bersamaa, namun user
lain tetap dapat melakukan monitoring terhadap “staf unit kerja” dalam
melakukan penginputan anggaran

- Sedangkan untuk wser “Staf PPK™ dapat melakukan penginputan anggaran
komponen 051 jika user “Staf umt kerja™ sudah melakukan pengiriman Form

Belanja kepada staf PPK
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2. Pilihlah Komponen yang ingin diinput data-data kegiatan dan anggara RAB.
Perencanaan ; -

&

Daftar Usulan (Form Belanja)

o=

o
0
w05 Lageran SR -0
1600 ok 3530000
wiete] [Dotete- 4 .
taban (30 org » B o) [Edn] [Detate w0 o 10000 26.200.000
Hucasen (Seack) [30 org x §id) (] [Dwiere] W ok 4500 11766000
HE 5
Pk [200 org x 3 84] £ 1 20 o 110000 £4.000.000
- Fistazen (Seack org x 2 4] [En] Dwiete €0 o $.00 15,6000
Stakns (140 cep x | M) (L) [Dnlete 40 ok
Fudaen (Sneck) 150 org 1§ M] [Edn] Delete] o
L [Oesere) (O B e
Maban [0 og x 12 M) [Ed2] [Desete] &0 o
Hucacan (Srack) (40 org « 12 M) [Law] [Uetete 20 o
o] (Detete- 4] [Com 5 Hea e

Bt YA Usitan DBR 2000 1 44 150 ba 2 2 84 [2am) [Delata 12.500.000
By RXA Pagu indliat 1 M 150 hx 2 b4 [ 12.500.000
Tubu PYA Pagu Anggarsn 2020 [1 4 x 150 bh x 2 b4] (£ £ 500000
Buby RXA Alghast Angparan 2020 [1 M x 130 B « 2 03] [E wte] W0 oh 3354 10.500.000
« oy DI 2020 3t » 180 Bh x 2 D) (E] [Dainte) X0 oA 9000 10.500.000
R0 Porubaban Tarun 2019 [18 i x 150 ebs x 2 bk} 4500 s IS.000  157.500.000
« Bubu Nots Penjelazan [1 4l x 150 b5 « 6 bk [0, 0 oh IS0 31.500.006

Bubu Per fanjian Kinerja 2009 [1 M » 150 eba) [T 150 &a 145.000  21.730.000

Gambar 5.13. Penginputan Anggaran dalam Form Belanja Tahap 2
Pada wser unit kerja, tampilan form belanja sudah disesuaikan dengan
anggaran pada bagian yang terkait
Pengelompokan anggaran perbagian dilakukan pada level komponen
(051,052,053 dst)
Pada user staf PPK, dimungkinkan untuk melihat seluruh komponen anggaran
yang berada pada jajaran biro terkait, oleh karena itu untuk melihat anggaran

komponen, diharuskan memilih komponen terlebih dahulu.
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77,

Pilih menu Header untuk menginput Header (Judul Kegiatan).

Perencanaan

g Daftar Pagu Anggaran (Form Belanja)

Gagtn . DU P "

Loate Mester

e ST

B )
H e oo

V| Prmmiengas S &

- o

| Tomge tem Duint | ===

5 e s Bevaam Eos P g 7 .

B P fanes batishan T Fanitiges | 1 '

BT | Svhanis Mowartant bkt oe W0 | Sande | Dl
01 | Aimrurson Fugwass Tutas Terep Jt] (Doseres (Dutese A3} ] ] 3 | 50 Naate 1 Dkt
1 P 113 0 0 1 o) 18] watel © e Lm e
B Mk TV 18 g 1 § M) (5] el w A cmm R
O Meswaen 15 1 g s 4 40 ) iote] 5 e umwm v

STAPTS | s Sat

| wdwan Soret flad] Boebenn] e 5] Fond | S Y R | 50 eter | o
P Py S S R Sa—— |~ oy - § 1 [~ =
[Dwate Mt} i — e | B o

11 maen Boerya My 11 ol e i) Tl m | oo suxoem

G Mg o) 0w 1 30 11 i) [550) Lmmnn! 10w 1w mswm

| et Gpn rart 20494 & b s g ) [Dewa] Pebes ] e

1 - aben (120 erg e 4 we 1 4 b} [Lo] Detene! R = au WS

G Madepan manch) 10 org # 4 4 4] ] wiea] REYR nEe Lo
Gl et (bt & Weghurges TN (55 R Sengen Whive Fochs MO Jak] - Setd
e ]

01| Mkan [0 x M 3 ? ] ] [Smenrt M m Jow| oo

0 Mcwen oeck [0 ort » 1 2 7 el e Bowietal W ow 2w L

Gambar 5.14. Penginputan Anggaran dalam Form Belanja Tahap 3

- Kode Header dusi dengan 2 digit angka (01, 02, 03, dst).

- Header mempunyai simbol (>)

- Nama Header diisi sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

- Penginputan Header tidak diharuskan, jika memang dimungkinkan header

Jjuga dapat tidak diinput.
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4. Pilih menu Sub Header untuk menginput Sub Header (jika ada).

Daftar Pagu Anggaran (Form Belanja)
i e s L M % Sub Header

5.

Pilih menu Detil untuk menginput detil kegiatan dan anggaran.

Daftar Pagu Anggaran (Form Belanja)

ot Eiden @ Tambah Detil

Kice sub Header Kode Detd : |
[ SLMRETARIAY JENDARY 12 S
N Brogew Dusngaa sy
"y m‘w‘
4 o st Riyw lan '] v x -
1 Tange Sus Qutpt 001 | Tanom Soh Cutret |
o = om =7 081 | Pevomean baran et ' '
A” Yo del tabihet o T ST, T PYEETVH A .milﬂ"; el
21111 | Dedends Senerioan Tortacone 04 08 Hander | Detit RHIL | Selada ln-‘l-a--"v Satian . + 000 Headen | Detil
91 | Honorarium Pegrem Tidax Tetss [Zon] Deiate) [Deiete 23] [Too)) : | Sok Beaser Dett @y R B St Hender | Dets
O - Hoseranar [15 org x 12 e [E) [Dutecn} W0 IIBTR M50 o a0
2 -Hosoartm THR (1S erpx | ] (£30) (Cweca) B JIBTH 500700 [ { Ponpesais; & w0
0 - Hesarnnumt) (13 ongx 1 4] ) [Deiesa] 5 e 3T RIT00 00 - Moaranue13 [t Jonbals gz 200
130211 | etaags B B i WATHON | Header ) Cwtd QUIV | s b | = —= (0| Header ) Dot
81 sdraen Bt J60 (Dvbete] [Osbete AL} (Com) | Sab Header | Detit B | dnwnn Reost [E80) S Headet | Dek
o e voomions deonan part pejebet dom Sut. AKD 6 Snguanget T serkdancan (ER] (Dwiete] | ek | Detit | +iKoocmaati erpan pars nejatat dan L AT A linglangan Firn persdangsn [Eent) [Dotete] et
(Deere-al) [eiate M)
ot « Masae (30 og x 303 x 11 2ia] [T5h] [Deiane] 10 | o 4,008 51.7!0#»7 o « Makan 150 org » 3 4 x 1) Bin] (Lov] [Detete] 1300 ‘7.@‘ £1.200.000
0 - Vutacan (amack) [30 o x 3 46 x 11 tin] k] [eiene] 1100 ok B0 2651800 0 Wtaman fsmac) [0 oy x 3 bx 11 Bha] (E) fouiese] 1100 000w B3BN0
5 | o tooranes featan s/ pogiest & finghucgen Bire periidongen (EAK) (Dotens lOcleend | | : | Dectt 2| woRoutcbreis) Gengat pars pegeiset i mginezpan Sive roshiangen [CO] {Dviete] [Oviete-A) Dot
OF - Mabmn [120 cog x 4 vu x 4 ] [T8] [Dobetel a8 028000 00| - stokan {120 erg a 4 4w x 4 A1) [T [Deinte] 1920 oS00 %200
o wwnmqu-uunﬁmm - z n:m « Wocsapan fsach) (120 org » & m » & o] [LoW) [Dewte] 1920 0.0 42240000
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Gambar 5.15. Penginputan Anggaran dalam Form Belanja Tahap 4 Gambar 5.16. Penginputan Anggaran dalam Form Belanja Tahap 5
- Kode Sub Header diisi dengan 1 huruf (a.b.c.d. dst). - Kode Detil diisi dengan 2 digit angka (01,02.03.dst)

- Sub Header mempunyai symbol (>>) - Nama Detil disesuatkan dengan kegiatan dalam RAB

- Sub Header tidak wajib untuk diisi. jika memang dipandang perlu tidak - Kolom angka pada Bar Rincian harus diisi, jika tidak ada isi nya maka diisi

memberikan Sub Header juga diperbolehkan. angka “0” dan kolom keterangan satuan disi dengan memilih satuan yang
akan digunakan.

- Vol. akan terisi secara otomatis berdasarkan perkalian dari hasil rincian.

- Satuan dusi dengan memilih satuan yang akan digunakan

- Harga Satuan diisi dengan indeks harga yang tertera dalam SBM.

- Penyesuaian diisi untuk penyesuaian pagu seperti pembulatan untuk dolar

- Jumlah akan terisi secara otomatis berdasarkan perkalian dari volume dengan

harga satuan dan ditambah dengan penyesuaian
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7. Pilihlah Edit untuk mengubah dan Delete untuk menghapus detil kegiatan

6. Pilih menu Copy untuk mengcopy kegiatan ke akun belanja lain dalam satuan

Perencanaan

oulput yang sama.

g Daftar Pagu Anggaran (Form Belanja)

b2m Doa Parpuna * se

TR - Perndrogs

Daftar Pagu Anggaran (Form Belanja)
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@ - adspan (snack) [ org s 1 T tln) [F40] Cmiese] % e | neo 77000 . Gambar 5.18. Penginputan Anggaran dalam Form Belanja Tahap 7
Gambar 5.17. Penginputan Anggaran dalam Form Belanja Tahap 6

E. Laporan dan Statistik

- Untuk mengcopy detil kegiatan pilih Quput, Sub Outpur, Komponen, Sub Laporan dan statistik adalah hasil dari proses penginputan yang telah dilakukan pada

Komponen, Akun yang akan dituju untuk dicopy. Kemudian pilih OK fitur Form Belanja. Fitur Laporan dan Statistik dapat dilihat oleh seluruh unit kerja mulai
- Fitur copy hanya dapat digunakan pada | kegiatan yang sama, fitur ini tidak dari unit eselon | sampai pada unit teknis namun laporan yang dapat dilihat adalah
dapat digunakan untuk mengcopy data inputan untuk kegiatan yang berbeda laporan yang sesuai dengan unit penanggungjawab nya Berikut adalah langkah-langkah

- Dalam memakai fitur copy harap diperhatikan tujuan dari copy data tersebut untuk mengakses fitur Laporan dan Statistik
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I Pilih fitur Laporan/Statistik pada menu Daftar Laporan 2. Pilih lah Jenis Laporan yang dingin kan untuk di akses

Hboard Sistem Inf,

B o

BAGLAN P RENCANAAN

Baca Seirmghaves

Gambar 5.20. Laporan dan Statistik Tahap 2

Gambar 5.19. Laporan dan Statistik Tahap 1

- Pada wser “Staf unit kerja” dan “Staf PPK™ hanya dapat melihat - Rincian Anggaran Belanja (RAB) akan menampilkan detil kegiatan dan
laporan/statistik anggaran unit kerja yang terkait saja. dan tidak dimungkinkan anggaran unit kerja yang dipilih

untuk melihat anggaran unit kerja lain - Jumlah per Satker untuk menampilkan rekap anggaran per Satker

- Jumlah per Program untuk menampilkan rekap anggaran per Program.

- Jumlah per Kegiatan untuk menampilkan rekap anggaran per kegiatan
- Jumlah per Quiput untuk menampilkan rekap anggaran per output.
- Jumlah per Biro untuk menampilkan rekap anggaran per biro

- Jumlah per Akun untuk menampilkan rekap anggaran per Akun belanja
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o
2

4

Perencanaan -

Pilih Tahapan, diantara nya adalah Usulan, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran,

Alokasi Anggaran, dan DIPA.

% Daftar Laporan

Torsls LADOEEA | poeae 2

Tabapan

[

Gambar 5.21. Laporan dan Statistik Tahap 3

Pilih unit yang ingin ditampilkan

Perencanaan v

@ Daftar Laporan

Gambar 522 Laporan dan Statistik Tahap 4
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5. Pilih Kegiatan yang ingin ditampilkan.

Gambar 5.23. Laporan dan Statistik Tahap 5

6. Klik Filter menampilkan hasil

g Daftar Laporan

Gambar 5.24. Laporan dan Statistik Tahap 6
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Persetujuan PPK

Persetujuan PPK (Eselon 11) adalah fitur yang menfasilitasi proses persetujuan PPK
terhadap Rincinan Anggaran Belanja (RAB) yang telah disusun oleh unit kerja pada
jajaran Biro/Pusat/Inspektorat vang terkait. Fitur persetujuan PPK ini juga digunakan
sebagai tanda bahwa PPK telah mengoreksi dan menyetujui RAB yang telah disusun dan
sebagai langkah awal dalam pengajuan usulan anggaran ke Biro Perencanaan dan
Keuangan ¢.q Bagian Perencanaan. Oleh karena itu anggaran yang telah disusun oleh unit
kerja pada aplikasi Sincan tidak akan terkirim ke Biro Perencanaan dan Keuangan jika
PPK vyang terkait tidak melakukan persetujuan RAB pada aplikasi. Berikut adalah

langkah-langkah untuk mengakses fitur Persetujuan PPK.

Perencanaan

@ Daftar Usulan (Form Belanja)

%2 ob | 4.000.000 1512

140 o S0 11250000 AR AR AP AL

Pk [30 org « 16 ) [T §0 ok ar.000
Vusdacn (Seack) [0 org s 18 & ®O ok 72.000 ¥
0 ok 47.000 1.7%0.60
@ 0 o 2.000 £.500.00 2lsixin|x
o Maner [0 org » S 4] %0 ok 47,000 11.750.000 Jig|s|aln'n & X
b Voduapen (Soack) (50 org « 5 % oh 22,000 5.500.900 s {2inlals
Makan [30 org + 19 M) [E0] [0 ¥0 o J00 445000 /4 X X X X
Kudaoen (Srack) (30 org » 19 1) [ ¥0 o 200 225000

Gambar 5.25. Persetujuan PPK
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- Tombol “Menyetujui” adalah tombol persetujuan PPK atas usulan anggaran
yang telah disusun oleh unit kerja yang berada dibawah jajaran PPK yang
terkait. Setelah usulan anggaran disetujui oleh PPK maka usulan anggaran
akan terkirim ke Biro Perencanaan dan Keuangan c.q Bagian Perencanaan.

- Tombol “Koreksi ke Staf PPK™ adalah tombol yang digunakan jika PPK tidak
menyetujui usulan anggaran yang telah di susun oleh unit kerja yang berada
dibawah jajaran PPK yang terkait. tombol ini juga berfungsi agar tabel form

belanja dapat di exercise kembali oleh unit kerja yang bersangkutan

G. Upload Data Dukung

Data dukung yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan faktor penting dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran, penyertaan data dukung dalam penyusunan
anggaran di aplikasi SINCAN di mulai dari siklus anggaran Pl. Pada aplikasi SINCAN
data dukung digunakan untuk menyertai usulan anggaran pada level detil. namun tidak
semua detil juga harus disertakan data dukung

Pada aplikasi SINCAN, kegiatan yang memerlukan penyertaan data dukung akan
diatur oleh Bagian Perencanaan, jika pada suatu kegiatan dirasa perlu untuk disertakan
data dukungnya, maka user Bagian Perencanaan akan mencentang fitur upload data

dukung. ~

Daftar Usulan (Form Belanja)

(o
Sy STy

Gambar 5.26 Fitur Data Dukung Tahap |
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Setelah fitur data dukung tersebut di tekan dan mempunyai tanda centang, maka Staf

Unit Kerja harus menyertakan data dukung pada kegiatan tersebut
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Gambar 5.27. Fitur Data Dukung Tahap 2
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Gambar 5.28. Fitur Data Dukung Tahap 3
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Pada kotak dialog upload data dukung terdapat 3 jenis data dukung yang harus di

upload yaitu TOR. RAB, dan Pricelist. ketiga data dukung tersebut harus di upload sesuai

dengan tempatnya

Fitur Monitoring

Seperti yang terlihat pada gambar 5.25. di atas, terdapat tampilan tanda centang

berwarna hijau ( “ ) dan tanda silang berwarna merah ( “ ). Kedua tanda tersebut

digunakan untuk memonitoring proses penyusunan anggaran. fitur monitoring tersebut

dapat di akses jika melakukan log in sebagai Perencanaan, staf PPK dan PPK. Dalam

tampilan tersebut terdapat urutan nomor mulai dari nomor | sampai ke nomor 11. Nomor-

nomor tersebut menunjukan alur proses penyusunan anggaran yang terdapat pada aplikasi

SINCAN (alur dapat dilihat di lampiran). Berikut adalah penjelasan alur penyusunan

anggaran pada aplikasi SINCAN

1

(]

wn

) | Adalah tombol yang digunakan untuk mengirim usulan
anggaran yang disusun oleh unit kerja ke Staf PPK. Jika unit kerja sudah meng-
klik tombol tersebut maka, kolom di nomor 1 akan berubah menjadi centang hijau
(AT Adalah tombol yang  digunakan untuk  mengirim - usulan
anggaran yang disusun oleh staf PPK ke PPK. Jika staf PPK sudah meng-klik
tombol tersebut maka. kolom di nomor 2 akan berubah menjadi centang hijau

Adalah tombol yang digunakan untuk menyetujui usulan anggaran

vang telah di susun oleh unit kerja dan telah di periksa oleh staf PPK. menyetujui
ini dilakukan oleh PPK. Jika PPK telah meng-klik tombol menyetujui, maka
kolom di nomor 3 akan berubah menjadi centang hijau

Adalah tombol yang digunakan untuk mengirim usulan
anggaran ke tabel exercise Perencanaan. Pengiriman ini dilakukan oleh Bagian
Perencanaan setelah PPK  menyetujui  usulan anggarannya. Jika Bagian
Perencanaan telah meng-klik tombol ini maka, kolom di nomor 4 akan berubah
menjadi centang hijau.

TOLEE AT Adalah tombol  yang  digunakan untuk  mengirim  hasil

exercise yang di lakukan oleh Bagian Perencanaan kembali ke unit kerja untuk
dilakukan penyesuaian kembali dalam rangka menindaklanjut hasil keputusan
rapat BURT. Jika Bagian perencaaan sudah meng-klik tombol ini. maka kolom di

nomor 5 akan berubah menjadi centang hijau
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6. L " Adalah tombol yang digunakan untuk mengirim hasil
penyesuaian usulan anggaran yang telah dilakukan oleh unit kerja ke staf PPK.
Unit kerja yang telah melakukan penyesuatan usulan anggaran terkait keputusan
rapat BURT harus mengirim kan kembali hasil penyesuaian nya ke staf PPK
untuk di periksa. Jika staf unit kerja telah meng-klik tombol ini, maka kolom di
nomor 6 akan berubah menjadi centang hijau.

7 Adalah tombol yang digunakan untuk mengirim hasil penyesuaian
usulan anggaran yang telah diperiksa oleh staf PPK ke PPK. Jika staf PPK sudah
meng-klik tombol tersebut maka, kolom di nomor 7 akan berubah menjadi
centang hijau.

8 [ULTT00 Adalah tombol yang digunakan untuk menyetujui penyesuaian
usulan anggaran yang telah di susun oleh unit kerja dan telah di periksa oleh staf
PPK. menyetujui ini dilakukan oleh PPK. Jika PPK telah meng-klik tombol
menyetujui, maka kolom di nomor 8 akan berubah menjadi centang hijau.

9 Adalah tombol yang digunakan untuk mengirim
penyesuaian usulan anggaran ke tabel exercise Perencanaan. Pengiriman ini
dilakukan oleh Bagian Perencanaan setelah PPK menyetujui penyesuaian usulan
anggarannya. Jika Bagian Perencanaan telah meng-klik tombol ini maka, kolom di
nomor 9 akan berubah menjadi centang hijau.

l().Adalah' tombol yang digunakan untuk mengirim hasil
exercise dari penysuaian usulan anggaran pasca rapat BURT menjadi usulan
anggaran akhir. Finalisasi usulan ini dilakukan oleh Bagian Perencanaan. Jika
Bagian Perencanaan telah meng-klik tombol ini maka, kolom di nomor 10 akan
berubah menjadi centang hijau.

1 |. Adalah tombol yang digunakan untuk mengirim usulan
anggaran final menjadi Pagu Indikatif. Jika Bagian Perencanaan telah meng-klik

tombol int maka, kolom di nomor 11 akan berubah menjadi centang hijau.
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Penutup

Buku Modul Perencanaan dan Penyusunan Anggaran ini disusun untuk pembelajaran
terkait proses perencanaan dan penyusunan anggaran di lingkungan Setjen dan BK DPR
RI dan untuk memberikan deskripsi terkait informasi umum aplikasi SINCAN yang
digunakan sebagai alat bantu penyusunan rencana anggaran, buku ini memuat penjelasan
tentang proses perencanaan dan penyusunan anggaran, penjelasan akun belanja. dan
penjelasan satker yang berada di lingkungan DPR RI, serta panduan teknis pengisian
aplikasi guna penyusunan anggaran, serta penggunaan aplikasi dalam hal menampilan
laporan hasil kerja aplikasi SINCAN.

Semoga buku panduan ini dapat membantu operator. user. dan pengguna lainnya di
lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang masih baru dan sudah

berpengalaman untuk mensukses kan penyusunan anggaran DPR RL.

Untuk informasi yang belum tertera dalam buku panduan aplikasi ini, masing-masing
unit kerja yang terkait dapat menghubungi Biro Perencanaan dan Keuangan c.q Bagian
Perencanaan melalui email berikut :

1. bag perencanaanadpr.go.id

2. dedv.bagusayahoo.com

Dengan menggunakan aplikasi SINCAN, mari kita sukseskan penyusunan anggaran
Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI.

74




Daftar Pustaka

Astrajingga, Rony. 2013 Definisi Perencanaan dan Anggaran. Diambil  dari:

https://ronyastrajingga.blogspot.co.id/2013/1 2/definisi-perencanaan-dan-anggaran html
(02 Febuari 2018).

Kementerian Keuangan. 2015, Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, dan
Pelaksanaan APBN. Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. Petunjuk Penyusunan Renja K/L.
Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2009. Pedoman Restrukturisasi Program
dan Kegiatan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-
187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Kementerian Keuangan No. 163/PMK.02/2016 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penclaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/l.embaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015, Peraturan Presiden Reublik Indonesia No. 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Kehlian DPR RI. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)
2015-2019. Jakarta.

Republike Indonesia 2014 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia No. 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib DPR RI. Jakarta.

75

Lampiran

A. Alur Penyusunan Anggaran Berdasarkan Usulan

Alur Proses Pembuatan
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B. Alur Penyusunan Anggaran Berdasarkan Pagu Indikatif
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D. Alur Penyusunan Anggaran Berdasarkan Alokasi Anggaran ‘

Alur Proses Pembuatan

Alokasi Anggaran - DIPA

A4
|

Stef Unit Kerjo/ Staf PPX

“he‘lajar dari Kisah hidup dan pengalaman orang lain
adalah  salah satu cara dalam mencapai
kebijaksanaan. oleh karena itu, jika orang lain bisa
melakukannya, mengapa harus kita yang
melakukannya.”

Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak. Mewakili tim penulis Modul
, ; Perencanaan dan Penyusunan Anggaran DPR RI, menjelaskan sejatinya
@ buku ini merupakan wadah pemikiran dan pendapat para penyusun
program dan anggaran yang didasari dengan peraturan-peraturan yang
berlaku di bidang Perencanaan anggaran. Buku ini berisikan penjelasan

“ terkait proses-proses penyusunan rencana kegiatan dan program,
mekanisme penyusunan _anggaran, dan implementasi penyusunan
anggaran dengan menggunakan aplikasi SINCAN. Keragaman tulisan
m m maupun aspek lokal, regional dan internasional yang terlukiskan pada
2 A A ‘ buku ini di maksudkan untuk memudahkan pembelajaran bagi rekan-
rekan yang melakukan penyusunan anggaran di lingkungan DPR RI.

! Buku ini sangat baik untuk dijadikan sebagai panduan dalam
pembelajaran penyusunan rencana kegiatan dan anggaran khususnya
dalam penyusunan angg i lingkungan DPR RI.

DIPA

‘ BAGIAN PERENCANAAN
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LAMPIRAN

Kegiatan 7: Sosialisasi fitur baru di aplikasi SINCAN

SINCAN

® o 0 T o T

NO. KEGIATAN Tanggal KETERANGAN

1. | Rapat koordinasi Tim Efektif 1 Juli Surat Undangan
Daftar Hadir
Laporan Singkat

2. | Sosialisasi fitur baru di aplikasi 9 Juli Surat Undangan

Tanda Terima
Daftar Hadir
Laporan Singkat

Bahan Sosialisasi
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Perihal : Undangan Rapat
Yth.

Tim Efektif Peningkatan Akuntabilitas Anggaran
Melalui Optimalisasi Sistem Aplikasi Perencanaan
(nama terlampir)

Jakarta

Dalam rangka Implementasi Proyek Perubahan Peningkatan Akuntabilitas
Anggaran melalui Optimalisasi Sistem Aplikasi Perencanaan, maka kami
mengundang Saudara untuk dapat hadir pada yang akan dilaksanakan pada

Hari/Tanggal : Senin, 1]Juli 2019

Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai

Tempat :  Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5
Gedung Setjen dan BK DPR RI

Acara . Persiapan Sosialisasi

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran

Saudara tepat pada waktunya.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Project Leader,

Dedy | s Prakasa, S.E., M.AKk.
NIP.198404232009121003
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Lampiran Surat Undangan Rapat Tanggal 1 Juli 2019

Daftar Nama

No. Nama Jabatan

il Dewi Pusporini, S.T., M.E. Kepala Bagian Perencanaan

2. | Titik Kurnianingsih, S.E., M.E. Kepala Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran DPR

3. Dedy Bagus Prakasa Kepala Subbagian Penyusunan
Program dan Anggaran Setjen

4. | Anggoro Agung Wijayanto, S.E. Analis Perencanaan

5. | Emi Muryani Analis Perencanaan

6. Niyanti Anggitasari, S.E. Analis Perencanaan

7. Pradanadi Saksesa Drinanda |brahim, | Analis Perencanaan

S.Kom, M.Ak

8. Rozanna Indrawardani, S.E. Analis Perencanaan

9. Evi Rini Haijinah Fikri, S.E. Pengelola Data

10. | Rydelvi, S.E. Pengelola Data

11. | Arifianto Pengadministrasi Umum

12. | Airlangga Eka Wardhana, S.Kom, | Pranata Komputer Madya

13. II\=/Ia-rr|zla Emra, S.T., M.Sc Pranata Komputer Madya

14. | Erdinal Hendradjaja, S.T. M.Sc Pranata Komputer Muda




DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI

Senin, 1 Juli 2019
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HASIL RAPAT KOORDINASI
TIM EFEKTIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS ANGGARAN MELALUI OPTIMALISASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal : Senin, 1 Juli 2019

Waktu » Pukul 09.00 WIB s.d selesai

Tempat . Ruang Rapat Bagian Perencanaan, Gd. Setjen dan Badan Keahlian Lantai 5

Pimpinan Rapat : Dedy Bagus Prakasa

Sifat Rapat . Koordinasi

Acara . Persiapan Sosialisasi Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan
(SINCAN)

PENDAHULUAN

Menindaklanjuti Laboratorium Kepemimpinan atas Proyek Perubahan Diklatpim IV, maka perlu
dilakukan sosialisasi terkait pengembangan aplikasi SINCAN.

PEMBAHASAN

1. Bug/errortelah diperbaiki oleh Tim IT (BDTI).

2. Menu verifikasi oleh admin juga telah tersedia sehingga data dukung yang akan dimasukkan oleh
unit kerja menjadi lebih terkontrol.

3. Sosialisasi pengembangan aplikasin SINCAN rencananya akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2019.
Pesertanya hanya staf unit kerja dan staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Ruang rapat yang akan digunakan adalah ruang rapat Panitia Khusus (Pansus). Tidak terlalu
besar dan tidak terlalu kecil.

5. Karena keterbatasan ruang, maka staf unit kerja yang diundang masing-masing hanya satu
orang.

6. Seminar kit segera disiapkan. Cari yang harganya cukup terjangkau namun tertap berkelas.
Flashdisk dan pouch dapat menjadi pertimbangan. Kalau sudah dapat yang bagus dan harganya
cocok segera dipesan karena waktunya mepet.

7. Bapak PlIt. Deputi Bidang Administrasi akan membuka acara tersebut. Segera dikoordinasikan
dengan staf TU-nya terkait jadwal beliau.

8. Surat-menyurat terkait pelaksanaan sosialisasi agar segera diproses karena mepet dengan waktu
pelaksanaan.

KEPUTUSAN

1. Sosialisasi pengembangan aplikasi SINCAN akan dilaksanakan tanggal 9 Juli 2019 dengan
mengundang staf unit kerja dan staf PPK.

2. Acara akan dibuka oleh Bapak PIt. Deputi Bidang Administrasi.

3. Seminar kit dan surat-menyurat akan disiapkan segera.

Pimpinan Raggt,
//
¥ Bafus Prakasa

NIP. 19840423 200912 1003
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : PK/ Ssy /SETJEN DAN BK DPR RI/PK.01/7/2019 3 Juli 2019
Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Undangan Sosialisasi

Yth.

1. Para Kepala Pusat, Inspektur

2. Para Kepala Bagian, Kepala Bidang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dalam rangka Sosialisasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam
Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
RI, maka kami mengundang Saudara untuk hadir dalam sosialisasi yang akan
diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal . Selasa, 9 Juli 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Pansus B,
Gedung Nusantara Il DPR RI Lantai 2
Acara : 1. Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan
(Sincan)

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami minta agar Saudara dapat
menugaskan 1 (satu) orang pelaksana/operator Sincan.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

9
dd, S.E., M.Si.Qtl,
.19£610081994031003

‘embusan:

L Sekretaris Jenderal;

Z Deputi Bidang Persidangan;

. Inspektur Utama;

3 Plt. Deputi Bidang Administrasi;
5 Para Kepala Biro.
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RUNDOWN ACARA SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS
KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS SEKRETARIAT
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

SELASA, 9 JULI 2019

NO WAKTU ACARA PENGISI ACARA

1 08.45 — 09.00 | Registrasi

2 09.00 - 09.15 | Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
dan Pembacaan Doa

3 109.15-09.30 | Pembukaan Acara Plt. Deputi Bidang

Administrasi

4 09.30 — 10.00 | Paparan Singkat tentang Kepala Biro
Penyusunan Anggaran dan Perencanaan dan
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Keuangan
Setjen dan BK DPR RI

0 10.00 - 11.00 | Paparan tentang Buku Saku Kepala Bagian
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan
Setjen dan BK DPR RI

6 11.00 - 12.00 | Paparan tentang Pengembangan - Kepala Subbagian

Fitur dan Aplikasi Sistem
Perencanaan (Sincan)

Penyusunan
Program dan
Anggaran Setjen
dan BK

- Tim Bidang Data
dan Teknologi
Informasi




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : PK/ 5%% /SETJEN DAN BK DPR RI/PK.01/7/2019 2 Juli 2019
Sifat : Penting \
Lampiran -
Perihal : Undangan Sosialisasi
Yth.
Para Staf PPK
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Jakarta
Dalam rangka Sosialisasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam
Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
RI, maka kami mengundang Saudara untuk hadir dalam sosialisasi yang akan
diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2019
Waktu :  Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat :  Ruang Rapat Pansus B, '
Gedung Nusantara Il DPR RI Lantai 2
Acara : 1. Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan
(Sincan)
Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran
Saudara tepat pada waktunya.
Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
‘embusan:

Plt. Deputi Bidang Administrasi;
. Para Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur.
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DAFTAR NAMA STAF PPK SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

NO NAMA UNIT KERJA

1. | Ahmat Sopiulloh, S.T. Biro Persidangan |

2. | Wahono Biro Persidangan |

3. | Maryadi, S.E. Biro Persidangan Il

4, Andi Iswanto, S.I.P., M.I.P. Biro Persidangan II

5. | Kristanto Budi Prasetyo Biro Sekretariat Pimpinan

6. | Nur Azhizhah Sara Mukti, S.H. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
7. | Tri Ari Pujirahayu Pusat Data dan Informasi

8. Nur Miftahulyanah, S.E. Biro Perencanaan dan Keuangan

9. | Sulistyono Dwi Utomo Biro Perencanaan dan Keuangan

10. | Abdul Kodir, S.H. Biro Pemberitaan Parlemen

11. | Musri Ani Biro Protokol

12. | Hasanul Kabri, S.S., M.Si. Pusat Penelitian

13. | Memed Sobari Pusat Kajian Anggaran

14. | Ageng Wardoyo, S.H. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
15. | Martin Yohannes Pusat Pemantauan Pelakasanaan Undang Undang
16. | Harno Biro Umum

17. | Sri Rejeki, S.E. Inspektorat [

18. | Sugeng Riyadi Biro Pengelolaan BMN

19. | Hendra Gunawan Pusat Pendidikan dan Pelatihan

20. | Reti Ardiyanti, S.E. Inspektorat II

21. | Sugito Dapip Mashur Biro Kerjasama Antar Parlemen

22. | A. Husaini, S. Sos. Biro Kepegawaian dan Organisasi

23. | Syarifudin Pusat Perancangan Undang Undang
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DAFTAR HADIR STAF PPK

SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal Selasa, 9 Juli 2019
Acara 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat Ruang Rapat Pansus B
NO UNIT KERJA NAMA TANDA TANGAN
1 |Biro Persidangan |

2 [Biro Persidangan |
J -
3 |Biro Persidangan I /?ﬂ “[\‘ ’ g\»)m/\‘}\\_\ /%( ‘Z)
4 |Biro Persidangan Il m\ml
5 [Biro KSAP é\/‘? 7{)
A
6 |Biro Pemberitaan Parlemen A RpulL obre
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Mtado Dl (ﬁ
it ‘ [
8 |Biro Protokol l\/\U Mt | ' %{C 7& 27([//\ .
Biro Hukum dan Pengaduan y 5 /4
i 1) / Ara
9 Masyarakat }‘/“R- A2 ZH/')/'/ Shknn ~
10 Biro Kepegawaian dan }&\ A ‘ . N
Organisasi ) \ QG\ WY
11 |Biro Perencanaan dan Keuangan Nur W Lriae
\
12 |Biro Perencanaan dan Keuangan ‘g'\Q’L ?(0“0 b\h\ \_}\Q‘{C
13 |Biro Pengelolaan BMN 4

M\M\




DAFTAR HADIR STAF PPK

SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal Selasa, 9 Juli 2019
Acara 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat Ruang Rapat Pansus B
NO UNIT KERJA NAMA TANDA TANGAN
14 |Biro Umum HW@
15 |Inspektorat [ //1 "‘—/(,/VW\.Q,Q ,4/2 ?

16

Inspektorat II

[Leh:

M-

17

Pusat Pendidikan dan
Pelatihan

18

Pusat Data dan Informasi

19

Pusat Perancangan Undang-
Undang

20

Pusat Pemantauan Pelaksanaan
uu

21

Pusat Kajian Anggaran

Fa
P
y

22

Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara

23

Pusat Penelitian

'77([‘5' arliy/ Labsn

7
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DAFTAR HADIR

SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2019
Acara : 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat : Ruang Rapat Pansus B
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
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DAFTAR HADIR

SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal : Selasa, 9 Juli 2019
Acara : 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat : Ruang Rapat Pansus B
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| SUSA A TomD Ko e i jﬂw-/
15 | T=j = )
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DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN

AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal . Selasa, 9 Juli 2019
Acara : 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat :  Ruang Rapat Pansus B
NO UNIT KERJA NAMA TANDA TANGAN
1 |Inspektorat |
2 |Inspektorat Il




DAFTAR HADIR

SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal Selasa, 9 Juli 2019
Acara 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat Ruang Rapat Pansus B
NO UNIT KERJA NAMA TANDA TANGAN
1 |Bagian Acara } -Z.U,Lf%' 4—}
5 Bagian gpacara dan Penyaluran | Dien \/Unika T‘(ﬁ‘_ .
Delegasi Masyarakat ,// \
; " ’—d ~
3 |Bagian Hukum //,ﬁé §C 2/& {ooen |
-~ k_“ \
4 |Bagian Pengaduan Masyarakat ’ /
5 |Bagian Kepegawaian \ I( OI\TA AKD ANTIO /——"\(”j”’
6 Bagian Keanggotaan dan
Kesekretariatan Fraksi
Bagian Organisasi dan Tata \\ ./ (
i Laksana \ M’(h Wg
8 [Bagian Pelayanan Kesehatan Q \("\"‘h (5’(_;/‘
9 |[Bagian Perencanaan 1t wmna | A /,R
10 |Bagian Administrasi Keuangan v ”’O\ )OL‘}‘
11 |Bagian Evaluasi dan Pelaporan 4Arul w
12 [Bagian Perjalanan {M /ﬂ JLD\:
13 |Bagian Administrasi BPBMN Mivy %7[




DAFTAR HADIR

SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal Selasa, 9 Juli 2019
Acara 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat Ruang Rapat Pansus B
NO UNIT KERJA NAMA TANDA TANGA
14 |Bagian Gedung dan Instalasi

/QA T /sz \q/

15

Bagian Pengelolaan Rumah
Jabatan

DENS s

16
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DPR
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25

Bagian Sekretariat Komisi V

26

Bagian Sekretariat Komisi VI




DAFTAR HADIR

SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal Selasa, 9 Juli 2019
Acara 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat Ruang Rapat Pansus B
NO UNIT KERJA NAMA TANDA TANGAN
27 |Bagian Sekretariat Komisi VII

28

Bagian Sekretariat Komisi VIII

preicy .

29

Bagian Sekretariat Komisi [X

Ellown

30

Bagian Sekretariat Komisi X
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Bagian Sekretariat Komisi XI
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Internasional
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DAFTAR HADIR

SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal Selasa, 9 Juli 2019
Acara 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat Ruang Rapat Pansus B
NO UNIT KERJA NAMA TANDA TANGAN
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DAFTAR HADIR

SOSIALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
AKUNTABILITAS SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal Selasa, 9 Juli 2019
Acara 1. Sosialisasi tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja
2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (SINCAN)
Tempat Ruang Rapat Pansus B
NO UNIT KERJA NAMA TANDA TANGAN
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HASIL SOSIALISASI
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN DENGAN
SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI

Hari/Tanggal . Selasa, 9 Juli 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat . Ruang Rapat Pansus B,
Gedung Nusantara Il DPR RI Lantai 2
Pimpinan Rapat : Dewi Pusporini
Sifat Rapat . Sosialisasi
Acara . 1. Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja

2. Pengembangan Fitur Aplikasi Sistem Perencanaan (Sincan)

PESERTA

1. Para Staf Pelaksana
2. Para Staf PPK

3. Para Eselon IV

NARASUMBER

1. PIt. Deputi Bidang Administrasi

2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
4. Pranata Komputer

PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka sosialisasi penyusunan anggaran berbasis kinerja dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Biro
Perencanaan dan Keuangan perlu melakukan sosialisasi dengan seluruh unit kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

PEMBAHASAN

1. Nilai Reformasi Birokrasi Setjen dan BK DPR Rl pada tahun 2018 adalah 72,71
atau kategori “BB", mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang sebesar
71,05 atau kategori “BB”. Namun nilai tersebut belum cukup untuk meningkatkan
Tunjangan Kinerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

2. Dalam rangka peningkatan nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setjen dan BK
DPR RI, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu :

a. Berdasarkan data survei, sebesar 84,21% responden pejabat/pegawai tidak
memahami ukuran keberhasilan tugas dan fungsinya. Serta sejumlah 7,01
pejabat/pegawai (responden) belum memahami tugas dan fungsi serta ukuran
keberhasilannya.

b. Hasil survei tahun 2018 indeks integritas organisasi Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR Rl adalah 3,22 mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan nilai tahun 2017 sebesar 3,35.



C.

d.

Hasil survei terhadap indeks persepsi anti korupsi terhadap pegawai Setjen
dan BK DPR RI, mempunyai nilai 3,57 dari skala 4.

Setjen perlu segera menata pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR R,
sehingga seluruh pegawai dapat diklasifikasikan pada jenis pegawai yang
dikenal dalam UU ASN vyaitu PNS dan PPPK, sesuai amanat PP Nomor 49
Tahun 2018.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

a.

Rencana Strategis

Renstra menjadi landasan penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja dan

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

serta perjanjian kinerja

Timeline penyusunan Renstra:

¢ Renstra disusun setiap 5 (lima) tahun

e Renstra tingkat Setjen dan BK DPR RI disusun dan disampaikan kepada
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional paling lambat 6 (enam) bulan setelah
ditetapkannya RPJMN oleh Pemerintah

e Renstra Unit Utama, Biro, Pusat dan Inspektorat disusun selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Renstra Unit Organisasi
diatasnya.

Perjanjian Kinerja

Merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun.

Timeline penyusunan Perjanjian Kinerja:

Perjanjian Kinerja disusun dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan

setelah dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran Data Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat

ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Timeline Penyusunan Data Kinerja:

Data Kinerja harus disusun dan disampaikan setelah unit organisasi

menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat 1 (satu) bulan

setelah dokumen anggaran disahkan.

Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan Data Kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan dan

pengendalian pencapaian kinerja atas target yang ditetapkan.

Timeline Pelaporan Data Kinerja:

¢ 5 (lima) hari Kalender setelah 1(satu) bulan yang bersangkutan untuk data
kinerja setiap bulan

e 2 (dua) minggu setelah 3 (tiga) bulan yang bersangkutan untuk data kinerja
triwulan

e 2 (dua) minggu setelah tahun yang bersangkutan untuk data kinerja
tahunan

Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja disusun untuk mewujudkan akuntabilitas unit organisasi

kepada pihak-pihak yang memberikan mandat.

Timeline Pelaporan Kinerja:

e Laporan Kinerja tingkat Biro, Pusat, dan Inspektorat disampaikan kepada
Pimpinan langsung Unit Utama, dan Sekretaris Jenderal, ditembuskan



kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi, serta Inspektorat Utama paling
lambat 1(satu) bulan) setelah tahun yang bersangkutan berakhir

Laporan Kinerja tingkat Unit Utama disampaikan kepada Sekretaris
Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun yang bersangkutan
berakhir ditembuskan kepada Inspektorat Utama

Laporan Kinerja tingkat Setjen dan BK DPR RI disampaikan kepada
Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Reviu atas Laporan Kinerja

Reviu dilakukan hanya atas laporan kinerja tingkat K/L

Hasil reviu atas LKj disampaikan oleh Inspektur Utama kepada Sekretaris
Jenderal DPR RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Dibuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian
dari LK

Reviu LK]j dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen
kinerja dan penyusunan LKj Instansi Pemerintah

Reviu terhadap LKj Setien dan BK DPR RI dilakukan oleh Inspektorat
Utama.

4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN)
Landasan Hukum

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk
Penyusunan RKAKL dan Pengesahan DIPA

Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 491/SEKJEN/2019 tentang Penggunaan
Aplikasi SINCAN dalam penyusunan RKAKL

Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor SJ/07285/SETJEN DAN BK DPR
RI/PK.01/05/2019 tentang Proses Penyusunan RKA Setjen dan BK DPR
RI

Latar Belakang

Usulan anggaran tidak disertai data dukung

Ada 123 honorarium tim kerja senilai Rp25 miliar dan 472 frekuensi
perjalanan dinas senilai Rp79 miliar yang tidak dilengkapi data dukung
Penyampaian data dukung secara manual

Penyampaian data dukung secara manual menuntut adanya ruang
penyimpanan

Masih adanya temuan BPK terkait kesalahan akun

Di tahun 2018, masih terdapat temuan BPK terkait kesalahan akun karena
kurangnya informasi terkait suatu kegiatan

TOR dan RAB belum menyajikan informasi suatu kegiatan secara jelas
TOR dan RAB belum jelas menyajikan informasi berpotensi diblokir oleh
Kementerian Keuangan

Manfaat pengembangan aplikasi SINCAN

Database Online

Memiliki database data dukung secara online sehingga menghemat tempat
dan waktu pencarian

Mengubah mindset dan cultural set



Mengubah mindset dan cultural set bahwa setiap data dukung harus sudah
tersedia sebelum mengusulkan anggaran dan setiap unit kerja
bertanggungjawab atas anggarannya

Minimalisasi Blokir Anggaran

Dengan tersedianya data dukung yang lengkap maka akan meminimalisasi
terjadinya blokir anggaran oleh APIP dan Kementerian Keuangan
Mempercepat proses penelitian, reviu, dan penelaahan

Tersedianya data dukung untuk setiap kegiatan akan mempercepat proses
penelitian, reviu, dan penelaahan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Memberikan kontribusi bagi penguatan Akuntabilitas dan tercapainya
program Reformasi Birokrasi guna keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik

Kegiatan yang dikecualikan dari penyampaian data dukung

Jamuan rapat

Honorarium Narasumber

Rapat dalam kantor di luar jam kerja

Transport lokal

Honorarium Panitia Seminar/FGD

Honorarium Tim yang bersifat Orang/Terbit (Oter)
Pembayaran gaji dan tunjangan

Pimpinan Rapat,

Dewi Pusporini
NIP. 197412111999032005




e,

PENGEMBANGAN

SINCAN

TAHUN 2020

Penambahan Fitur Upload Data
Dukung dan Auto Rejection di
Aplikasi Sistern Informas:

Perencanaan (SINCAN) l

Usulan anggaran
dilengkapi dengan data
dukung

Uesulan anggaran tidak EE,
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Penyampaian data

dukung secara manual Penyampaian data
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Memberikan kontribusl bagi pengustan Akuntabilitas dan tercapalnyn program Reformasi
Birokrasi guna keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang balk

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERIA I’@

Kegiatan Yang Dikecualikan

Beberapa kegiatan yang dikecualikan dari penyampalan data dukung

Jamuan Rapat, Honorarium Narasumber

(/2 ) Rapat Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja, Transport Lokal

TERIMA KASIH

N
(3 ) Honorarium Panitia Seminar/FGD
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LAMPIRAN

Kegiatan 8: Pembuatan Format Kerangka Acuan Kegiatan
(KAK/TOR) (Kegiatan Jangka Panjang)



KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
(Nama Kegiatan)
TAHUN ANGGARAN 20XX

Kementerian Negara/LLembaga : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Unit eselon 1/11 : Choose an item. (1)

Program : Choose an item. (2)

Sasaran Program : Choose an item. (3)

Indikator Kinerja Program : Choose an item. (4)

Kegiatan : Choose an item. (5)

Sasaran Kegiatan : Choose an item. (6)

Indikator Kinerja Kegiatan I — (7
Keluaran (Qutput) R e R (8)
Volume Keluaran (Output) e st o R L A AR R RS LOLS 9)

A. Latar Belakang

1. Dasar Huleum' . wesssmomsmmsnenesessavssss s - (10)
2., '\Gambaran UMt s wwessss sssesssassssas s (1
B: Penerima Manfadt «..cvsuminnsssssssisss o (12)

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan ...........c.ccoovvvivviinnennnnn. (13)
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan .................. (14)
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran .................. (15)
E. Biaya yang Diperlukan ...........cccccvvvevninininnnne. (16)




PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

No Uraian
(1) | Disi nama Biro/Pusat
Diisi dengan nama Program.
Untuk Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat
(2) | Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Data dan Informasi menggunakan *“Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI.”
Untuk Badan Keahlian mengguanakan “Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan.”
Diisi sasaran Program berdasarkan Eselon 1.
(3) | Contoh, untuk unit kerja yang dibawah kewenangan Deputi Bidang Persidangan menggunakan
“Meningkatnya kualitas tata kelola persidangan kepada DPR RI yang optimal®.
Diisi indikator kinerja program Eselon I yang menjadi acuan bagi unit kerja yang berada di bawah
lingkup kewenangannya.
& Contoh, untuk unit kerja Biro Persidangan I dan Biro Persidangan 11 menggunakan “Persentase
kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan persidangan™.
Diisi nama Kegiatan berdasarkan nomenklatur anggaran.
% Contoh, untuk unit kerja Biro Persidangan I menggunakan “Persidangan Komisi dan Paripurna”
Diisi sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja
(6) | Contoh, untuk unit kerja Biro Persidangan | menggunakan “meningkatnya kualitas dukungan
persidangan dan risalah™.
(7) | Diisi uraian indikator kinerja kegiatan
(8) | Diisi nama/nomenklatur keluaran secara spesifik
(9) | Diisi mengenai jumlah/banyaknya kuantitas keluaran yang dihasilkan
Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan keluaran
(1% kegiatan yang akan dilaksanakan
Diisi gambaran umum mengenai keluaran kegiatan daﬁ volumenya yang akan dilaksanakan dan
W dicapai
(12) | Diisi dengan penerima manfaat baik secara internal maupun eksternal kementerian/lembaga
(13) | Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola
Diisi dengan komponen/tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk
(14) | jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan keterangan sifat komponen/tahapan tersebuf termasuk
biaya utama atau biaya penunjang
(15) | Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan
Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran dan penjelasan bahwa
S perincian biaya sesuai dengan RAB terlampir
(17) | Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan




(18)

Diisi dengan NIP penanggung jawab kegiatan




KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE
Choose an item. (1) KE choose an item. (2)

TAHUN ANGGARAN 2020
Kementrian Negara/Lembaga . Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Unit Eselon I/l . Choose an item. (3)
Program . Choose anitem. (4)
Sasaran Program . Choose an item. (5)
Indikator Kinerja Program . Choose an item. (6)
Kegiatan . Choose an item. (7)
Sasaran Kegiatan . Choose an item. (8)
Indikator Kinerja Kegiatan . Terlaksananya kegiatan Choose an item. (9)
Keluaran (Output) © Laporan Perjalanan Dinas
Volume Keluaran (Output) + 1laporan

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPRRI.
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
d. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 7 Tahun 2018.
2. Gambaran Umum

Perjalanan dinas dalam rangka Choose an item. (10) ke daerah Choose an item. (11)

karena (alasan daerah tersebut dipilih: berdasarkan prestasi/undangan/lainnya). (disebutkan

tempat tujuan kegiatan di daerah tersebut: Pemprov/Pemkot/Dinas/kampus/lainnya)



B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari Choose an item. (12) tersebut adalah:

1. DPRRI secara kelembagaan.
2. Setjen dan BK DPR Rl sebagai supporting system bagi DPR RI.

C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan baik secara swakelola maupun kontraktual.
2. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Choose an item. (13) 2020.

D. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Choose an item. (14) tersebut berjumlah
Rp....(15)

Penanggungjawab Kegiatan/
Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama (16)

NIP.



PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

No Uraian

(1) | Diisi nama kegiatan/dalam rangka perjalanan dinas

(2) | Diisi nama daerah tujuan

(3) | Disi nama Biro/Pusat
Diisi dengan nama Program.
Untuk Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat

(4) | Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Data dan Informasi menggunakan *“Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI.”
Untuk Badan Keahlian mengguanakan “Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan.”
Diisi sasaran Program berdasarkan Eselon I.
Contoh, untuk unit kerja yang dibawah kewenangan Deputi Bidang Persidangan

) menggunakan “Meningkatnya kualitas tata kelola persidangan kepada DPR RI yang
optimal™.
Diisi indikator kinerja program Eselon I yang menjadi acuan bagi unit kerja yang berada di
bawah lingkup kewenangannya.

“ Contoh, untuk unit kerja Biro Persidangan [ dan Biro Persidangan II menggunakan
“Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan persidangan™.
Diisi nama Kegiatan berdasarkan nomenklatur anggaran.

(7) | Contoh, untuk unit kerja Biro Persidangan I menggunakan “Persidangan Komisi dan
Paripurna”
Diisi sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinefja

(8) | Contoh, untuk unit kerja Biro Persidangan I menggunakan “meningkatnya kualitas dukungan
persidangan dan risalah”.

(9) | Diisi sama seperti nomor 1.

(10) | Diisi sama seperti nomor 1.

(11) | Diisi sama seperti nomor 2.

(12) | Diisi sama seperti nomor 1.

(13) | Estimasi bulan pelaksanaan kegiatan.

(14) | Diisi sama seperti nomor 1.
Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran dan penjelasan

W% bahwa perincian biaya sesuai dengan RAB terlampir.

(16) | Diisi dengan Kepala Biro/Pusat atau Pejabat Pembuat Komitmen beserta NIP-nya.




KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

(Nama Tim Kerja) (1)
TAHUN ANGGARAN 2020

Kementrian Negara/Lembaga . Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Unit Eselon I/l . Choose an item. (2)
Program . Choose an item. (3)
Sasaran Program . Choose an item. (4)
Indikator Kinerja Program . Choose an item. (5)
Kegiatan . Choose an item. (6)
Sasaran Kegiatan . Choose an item. (7)
Indikator Kinerja Kegiatan . Tersusunnya Choose an item. (8)
Keluaran (Output) . Choose an item. (9)
Volume Keluaran (Output) . 1Choose an item. (10)

A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPRRI.
¢. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
d. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018.
2. Gambaran Umum
(Latar belakang pembentukan Tim)
Tujuan pembentukan Tim)

(
(Sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan tim)
(Manfaat yang dihasilkan dari pembentukan tim)

(

Output yang dihasilkan dari pembentukan tim)



B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari pembentukan tim tersebut adalah:
1. DPRRI secara kelembagaan.
2. Setjen dan BK DPR Rl sebagai supporting system bagi DPR RI.

C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dilakukan baik secara swakelola maupun kontraktual.
2. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan dari bulan Choose an item. (11) hingga Choose an item. (12)
2020.
3. Tahapan Kegiatan

No. | Bulan Tahapan Kegiatan

D. Biaya Yang Diperlukan
Total anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan pembentukan tim tersebut berjumlah Rp.

Penanggungjawab Kegiatan/
Pejabat Pembuat Komitmen,

Nama (13)
NIP.



PETUNJUK PENGISIAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

No Uraian

(1) | Diisi nama kegiatan/dalam rangka perjalanan dinas

(2) | Disi nama Biro/Pusat
Diisi dengan nama Program.

Untuk Deputi Bidang Persidangan, Deputi Bidang Administrasi, Inspektorat Utama, Pusat

(3) | Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Data dan Informasi menggunakan “Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI.”

Untuk Badan Keahlian mengguanakan “Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan.”
Diisi sasaran Program berdasarkan Eselon I.

@ Contoh, untuk unit kerja yang dibawah kewenangan Deputi Bidang Persidangan
menggunakan “Meningkatnya kualitas tata kelola persidangan kepada DPR RI yang
optimal™.

Diisi indikator kinerja program Eselon I yang menjadi acuan bagi unit kerja yang berada di

) bawah lingkup kewenangannya.

Contoh, untuk unit kerja Biro Persidangan | dan Biro Persidangan 11 menggunakan
“Persentase kepuasan Anggota DPR RI terhadap dukungan persidangan™.
Diisi nama Kegiatan berdasarkan nomenklatur anggaran.

(6) | Contoh, untuk unit kerja Biro Persidangan I menggunakan *“Persidangan Komisi dan
Paripurna™
Diisi sasaran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja

(7) | Contoh, untuk unit kerja Biro Persidangan I menggunakan “meningkatnya kualitas dukungan
persidangan dan risalah™.

(8) | Diisi hasil dari kegiatan tersebut.

(9) | Diisi sama seperti nomor 8.

(10) | Diisi sama seperti nomor 8.

(11) | Estimasi awal bulan pelaksanaan kegiatan.

(12) | Estimasi akhir bulan pelaksanaan kegiatan.

(13) | Diisi dengan Kepala Biro/Pusat atau Pejabat Pembuat Komitmen beserta NIP-nya.




Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MENTOR

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN Il TAHUN 2019

Nama : Dedy Bagus Prakasa Nama Mentor : Dewi Pusporini, S.T., M.E
Instansi : Bagian Perencanaan
NIP. - 19840423 201912 1003
No Tanggal Isu Permasalahan yang Media Rekomendasi | Tanda Tangan
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(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
& Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

PESERTA

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARA PESERTA DENGAN COACH
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN Il TAHUN 2019

Nama : Dedy Bagus Prakasa Nama Coach : Agus Supriyono, S.S, M.A.P
Instansi : Bagian Perencanaan
NIP. : 19840423 200912 1003

No Tanggal Isu Permasalahan yang Media Rekomendasi | Tanda Tangan

" | Pembimbingan Dibahas Komunikasi | Pembimbingan Coach*
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(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI

Rusmanto, SH., MH




